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Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji, dihalalkan bagimu hewan
ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak
menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah).
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki. (QS.
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* Kemenag, Al-Qur’an dan terjemahan Q.S Al-Maidah, 5 : 1.
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ABSTRAK

Fera Yulianti, Nikmatul Masruroh, 2023 “Pelaksanaan Pembiayaan Modal
Usaha Melalui Akad Musyarakah Pada BPRS Bhakti Sumekar Jember .
Kata Kunci : Pembiayaan Modal Usaha, Akad Musyarakah, BPRS Bhakti
Sumekar Jember

Pembiayaan modal usaha syariah dapat diberikan kepada siapapun yang
bekerja pada bidang perekonomian yang tidak bertentangan dengan hukum Islam
dan tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam
konteks perbankan, musyarakah berarti pengumpulan modal oleh bank dan
nasabahnya untuk tujuan komersial. Oleh karena itu pembiayaan modal usaha
melalui akad musyarakah yang mana untuk memberikan bantuan pembiayaan
dalam bentuk pembayaran secara kredit/cicilan dengan sistem, prosedur, dan
persyaratan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh nasabah.

Fokus penelitian yang dibahas dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana
mekanisme pelaksanaan pembiayaan modal usaha melalui akad musyarakah di
BPRS Bhakti Sumekar Jember? 2) Bagaimana pelaksanaan prinsip bagi hasil
dalam produk pembiayaan modal usaha melalui melalui akad musyarakah di
BPRS Bhakti Sumekar Jember?

Tujuan dari penelitian dalam skripsi ini adalah : 1) Untuk mengetahui
mekanisme pelaksanaan pembiayaan modal usaha melalui akad musyarakah di
BPRS Bhakti Sumekar Jember. 2) Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip bagi
hasil dalam produk pembiayaan modal usaha melalui melalui akad musyarakah di
BPRS Bhakti Sumekar Jember.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.
Penentuan subyek penelitian menggunakan purposive. Teknik pengumpulan data
menggunakan metode observasi,wawancara, dan dokumentasi. Tekhnik analisis
data menggunakan analisis deskriptif. Teknik keabsahan data menggunakan
triangulasi metode.

Hasil dari penelitian tersebut memperoleh kesimpulan bahwa : 1)
Mekanisme pelaksanaan pembiayaan modal usaha di BPRS Bhakti Sumekar
Jember meliputi: pertama, nasabah mengajukan pembiayaan kepada BPRS Bhakti
Sumekar Jember atas suatu rencana proyek usaha. Kedua, nasabah melengkapi
dokumen yang dibutuhkan Ketiga, nasabah telah melengkapi berkas yang
dibutuhkan, dan melakukan perjanjian akad musyarakah, maka pembiayaan
musyarakah dapat dicairkan Keempat, nasabah menerima dana pembiayan yang
kemudian disalurkan pada proyek yang telah disepakati. Kelima, nasabah
memberikan nisbah bagi hasil atau nilai keuntungan sesuai dengan nilai
pembiayaan. Pembayaran dilakukan secara kolektif oleh pihak BPRS Bhakti
Sumekar Jember. 2) Pelaksanaan prinsip bagi hasil di BPRS Bhakti Sumekar
Jember secara umum harus dilakukan dengan cara adil yang mana sesuai dengan
kesepakatan antara pihak BPRS Bhakti Sumekar Jember dan juga nasabah. Dalam
melaksanakan tahapan prinsip bagi hasil, pada akad musyarakah pihak BPRS
Bhakti Sumekar Jember menggunakan proyeksi atau estimasi sesuai dengan
persentasi atau margin yang disepakati dikalikan dengan modal bank.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Konteks Penelitian

Pembiayaan modal usaha vyaitu pembiayaan untuk memenuhi
kebutuhan, peningkatan produksi, baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil
produksi maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil
produksi. Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of palace dari
suatu barang.! Pembiayaan modal usaha yaitu suatu pembiayaan jangka pendek
yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja
usahanya berdasarkan prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja
syariah maksimum 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.?
Pembiayaan modal kerja syariah dapat diberikan kepada siapa saja di sektor
ekonomi yang tidak bertentangan dengan syariat islam dan tidak dilarang oleh
undang-undang yang berlaku.

Dalam konteks perbankan, musyarakah berarti penyatuan modal dari
bank dan nasabah untuk kepentingan usaha. Musyarakah biasanya
diaplikasikan untuk pembiayaan proyek, di mana nasabah dan pihak bank
sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah
proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama dengan bagi
hasil yang telah disepakati dalam kontrak untuk pihak bank. Musyarakah juga
bisa diterapkan dalam skema modal ventura, pihak bank diperbolehkan untuk

melakukan investasi dalam kepemilikan sebuah perusahaan. Penanaman modal

! Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani 2001),
160.
2 Adiwarman A. Karim, Analisa Figih dan Keuangan (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2010), 234.



dilakukan oleh pihak untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank
melakukan divestasi, baik secara singkat maupun bertahap.®

Musyarakah ini sekilas merupakan akad yang didasarkan atas prinsip-
prinsip syariah. Tetapi tentu belum bisa dikatakan bahwa akad ini telah
memenuhi kualifikasi sebagai bagian dari akad-akad syariah. Karena, saat ini
banyak sekali bermunculan bank dengan label syariah tetapi sesungguhnya
tidak menerapkan sistem tersebut. Musyarakah dimaksudkan sebagai
pembiayaan khusus untuk modal kerja, di mana dana dari bank merupakan
bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah
yang disepakati. Pada pembiayaan musyarakah ada aspek teknis perbankan
syariah, salah satunya yaitu bagi hasil yang di mana pembagian keuntungan
berdasarkan hasil usaha sesuai dengan laporan keuangan nasabah. Sedangkan
dalam prakteknya, bagi hasil tidak sesuai dengan hasil laporan keuangan
nasabah, tetapi berdasarkan kesepakatan atas pembiayaan yang diberikan.*

Pembiayaan musyarakah pada BSI KC Jember pembiayaan modal kerja
yang rata rata diberikan kepada pengelolaan sebuah proyek. Dengan ketentuan
batasan pembiayaan di mana untuk perusahaan BUMN maksimal 75% dari
Rencana Anggaran Biaya (RAB). Sedangkan untuk perusahaan swasta bank
mampu memberikan pembiayaan sebesar 55% dari Rencana Anggaran Biaya
(RAB). Dengan jangka waktu pengembalian selama 12 bulan. Tetapi pihak BSI
biasanya memberikan tambahan waktu sebanyak 3 bulan dari kontrak

dikarenakan ketentuan di lapangan yang sering terjadinya pengunduran

¥ Muhammad, Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan
Akad/Perjanjian Pembiayaan pada Bank Syariah) (Yogyakarta: Ull Press, 2009), 122.
* Irham Fahmi, Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi (Bandung: Alfabeta, 2014), 36.



pembayaran. Sedangkan pembiayaan musyarakah di BPRS Bhakti Sumekar,
nasabah harus memenuhi semua persyaratan yang diberikan oleh BPRS.
Persyaratan tersebut meliputi persyaratan administratif seperti KTP, NPWP,
form pengajuan dan lain lain dan persyaratan non administratif seperti tujuan
pengajuan pembiayaan. Pembiayaan musyarakah yang ada di BPRS Bhakti
Sumekar cabang Jember ini menggunakan akad waad al musyarakah di mana
akad tersebut berjangka waktu selama 24 bulan dan menggunakan sertifikat
rumah untuk menjadi jaminan dari akad tersebut. Selama ini yang
menggunakan model pembiayaan musyarakah yaitu developer perumahan
untuk membangun dan mengembangkan perumahannya.’
Tabel 1.1

Perbandingan Pembiayaan Modal Kerja BSI KC Jember dan
BPRS Bhakti Sumekar Jember

No Keterangan BSI KC Jember BPRS Bhakti
Sumekar Jember
1 Nisbah Bagi Hasil Bank 10% 2%
2 Nisbah Bagi Hasil 90% 98%
Nasabah

Sumber : Diolah
Dijelaskan dalam tabel di atas terkait dengan perbandingan pembiayaan
modal kerja BSI KC Jember dan BPRS Bhakti Sumekar Jember, nisbah bagi
hasil bank BSI KC Jember adalah 10% sedangkan nisbah bagi hasil bank
BPRS Bhakti Sumekar Jember adalah 2%, dan untuk nisbah bagi hasil nasabah
BSI KC Jember adalah 90% sedangkan nisbah bagi hasil nasabah BPRS Bhakti
Sumekar Jember adalah 98%. Disimpulkan bahwasanya nisbah bagi hasil bank

dan nisbah bagi hasil nasabah BSI KC Jember lebih tinggi dibandingkan

® Fajar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 26 Desember 2022.



dengan nisbah bagi hasil bank dan nisbah bagi hasil nasabah BPRS Bhakti
Sumekar Jember.® Alasan peneliti memilih perbandingan antara bank BPRS
Bhakti Sumekar Jember dengan BSI KC Jember karena berdasarkan data yang
di peroleh memang pada BSI KC Jember ada perbedaan yang sangat menonjol
yaitu pada pembagian hasil dari pembiayaan, yang mana pada BPRS Bhakti
Sumekar untuk bagi hasil 2% untuk bank dan 98% untuk nasabah. Sementara
pada BSI KC Jember untuk bagi hasil 10% untuk bank dan 90% untuk
nasabah.

BPRS Bhakti Sumekar Jember merupakan salah satu lembaga keuangan
bank yang menerapkan pembiayaan musyarakah, yaitu pembiayaan
musyarakah, BPRS Bhakti Sumekar memiliki transaksi pembiayaan
musyarakah hanya satu pembiayaan, dikarenakan mencari nasabah dengan
akad musyarakah lebih sulit daripada pembiayaan dengan akad murabahah dan
pembiayaan musyarakah nilainya lebih besar daripada pembiayaan yang lain.
Sehingga BPRS Bhakti Sumekar hanya memiliki satu nasabah dengan akad
musyarakah.” Selama ini lembaga yang melakukan kerjasama dengan BPRS
Bhakti Sumekar dengan menggunakan akad musyarakah, yaitu PT Citra Utama
Niaga Nusantara Banyuwangi. Akad dilaksanakan sejak tanggal 16 Oktober
2019 sampai saat ini. Usaha ini bergerak di bidang developer perumahan
dengan fokus pembangunan kontruksi di Perumahan Graha Pesona Kabat
Banyuwangi. Nilai kontrak sebesar Rp4.750.000.000 (empat miliar tujuh ratus

lima puluh juta rupiah) selama 24 bulan dengan nisbah bagi hasil bank 2% dan

® Laporan Tahunan BSI Jember 2021, Laporan Tahunan BPRS Bhakti Sumekar Jember 2022.
" Fajar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 26 Desember 2022.



nasabah 98%. Proyeksi pembagian hasil Rp535.470.833 (lima ratus tiga puluh

lima juta empat ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah)®.

Tabel 1.2
Kinerja Produk Pembiayaan BPRS Bhakti Sumekar Jember

No Keterangan Tahun Pertumbuhan
1 Nasabah 2022/2023 15,03%

2 Pembiayaan 2022/2023 13,08%

Musyarakah
3 Kebutuhan Produktif 2022/2023 3,89%%
4 Kebutuhan Konsumtif 2022/2023 5,71%

Sumber : Diolah

Dijelaskan dalam tabel di atas bahwasanya pertumbuhan nasabah BPRS
Bhakti Sumekar Jember pada tahun 2022/2023 mencapai 15,03%, terdapat juga
dalam pembiayaan musyarakah pada tahun 2022/2023 mencapai 13,08%,
sedangkan untuk kebutuhan produktif pada tahun 2022/2023 mencapai 3,89%,
dan untuk kebutuhan konsumtif pada tahun 2022/2023 mencapai 5,71%.
Disimpulkan bahwasanya kinerja produk pembiayaan BPRS Bhakti Sumekar
Jember pada periode 2022/2023 hisa dibilang mengalami pertumbuhan yang
baik , dimulai dari tingkat pertumbuhan nasabah, pembiayaan musyarakah,
kebutuhan produktif hingga kebutuhan konsumtif.

Prinsip bagi hasil yang dipakai oleh perbankan syariah diharapkan
menjadi solusi alternatif bagi masyarakat Indonesia yang mayoritasnya umat
muslim untuk mengembangkan usahanya serta memperbaiki perekonomian
ummat. Begitu pula dengan BPRS Bhakti Sumekar di Jember yang salah satu
produknya menggunakan prinsip bagi hasil yaitu pembiayaan musyarakah. Di

mana nasabah meminjam uang kepada bank untuk melakukan kerjasama dalam

¥ Dokumentasi Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3) BPRS Bhakti Sumekar



bidang usaha tertentu, dengan demikian bank dan nasabah akan menjadi
mitra kerja, dengan cara uang nasabah dan bank akan dijadikan suatu usaha
tertentu dengan keuntungan yang telah disepakati di awal transaksi. Alasan
pemilihan judul tersebut, karena ingin mengetahui layanan jasa keuangan bagi
masyarakat yang diterapkan oleh BPRS Bhakti Sumekar Jember, terutama
pembiayaan modal usaha melalui akad musyarakah yang mana untuk
memberikan bantuan pembiayaan dalam bentuk pembayaran secara
kredit/cicilan dengan sistem, prosedur, dan persyaratan yang harus dipenuhi
dan dipatuhi oleh nasabah.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut peneliti mengangkat judul
“PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MODAL USAHA MELALUI AKAD
MUSYARAKAH PADA BPRS BHAKTI SUMEKAR JEMBER”

. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas penulis merumuskan

rumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pembiayaan modal usaha melalui
akad musyarakah di BPRS Bhakti Sumekar Jember?
2. Bagaimana pelaksanaan prinsip bagi hasil dalam produk pembiayaan modal
usaha melalui melalui akad musyarakah di BPRS Bhakti Sumekar Jember?
. Tujuan Penelitian
1) Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pembiayaan modal usaha
melalui akad musyarakah di BPRS Bhakti Sumekar Jember.

2) Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip bagi hasil dalam produk



pembiayaan modal usaha melalui melalui akad musyarakah di BPRS Bhakti
Sumekar Jember.
D. Manfaat Penelitian
Manfaat dari hasil penelitian merupakan dampak dari tercapainya
tujuan. Adapun manfaat yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah
sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini dapat memberi saran yang berguna dan dapat
dimanfaatkan bagi para akademis dalam rangka penerapan dan
pengembangan pengetahuan secara umum dan di bidang muamalah
secara khusus.

2. Secara praktis penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi
yang bermanfaat umumnya kepada masyarakat, dan di khususkan bagi
pihak yang terlibat dalam perbankan syariah. Penelitian ini bermanfaat
bagi para pembaca serta penulis khususnya. Karena informasi ini sangat
penting untuk pembaca yang ingin mengembangkan usahanya dengan
melakukan pembiayaan modal usaha di BPRS Bhakti Sumekar Jember.

E. Definisi Istilah
Untuk memahami permasalahan dan mempermudah pembahasan serta
menghindari timbulnya kesalah fahaman yang terdapat dalam judul penelitian
ini, maka perlu diberikan penegasan istilah atau konsep yaitu arti kata sekaligus
secara keseluruhan dari judul tersebut.
Adapun istilah-istilah dalam judul yang perlu dapat penegasan ialah

sebagai berikut :



1. Pembiayaan Modal Usaha
Pembiayaan modal usaha adalah pembiayaan dengan periode jangka
pendek/panjang untuk pengusaha yang membutuhkan tambahan modal kerja
sesuai prinsip syariah. Misalnya untuk kebutuhan membeli bahan baku,
membayar biaya produksi, perdagangan barang dan jasa, serta pengerjaan
proyek.
2. Akad Musyarakah
Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk
suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi
dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan
risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.®
Oleh karena itu, skripsi berjudul “Pelaksanaan Pembiayaan Modal
Usaha Melalui Akad Musyarakah Pada BPRS Sumekar Jember” memiliki
maksud mengetahui daan mendeskripsikan pelaksaanaan pembiayaaan
modal usaha atas penggunaan akad musyarakah yang ada di BPRS Bhakti
Sumekar Jember. Selain itu juga mendeskripsikan mekanisme penggunaan
akad musyarakah terhadap pembiayaan modal usaha.
F. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan berisi tentang alur pembahasan skripsi dalam

penelitian yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format

9 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, 90.



penulisan sistematika pembahasan adalah bentuk deskriptif naratif, bukan
seperti pada daftar isi.*

BAB | Pendahuluan, merupakan dasar atau pijakan dalam penelitian
yang meliputi : latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat
penelitian definisi istilah dan sistematika penulisan. Fungsi bab ini untuk
memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam penelitian
skripsi.

BAB Il Kajian Kepustakaan, bab ini memaparkan kajian pustaka
sebagai berikut: kajian terdahulu, serta literatur yang berhubungan dengan
skripsi. Penelitian terdahulu yang mencantumkan penelitian sejenis yang telah
dilakukan sebelumnya kemudian dilanjutkan dengan kajian teori yang menjadi
pijakan dari bab yang berisikan tentang pelaksanaan pembiayaan modal usaha
melalui akad musyarakah dan prinsip bagi hasil pembiayaan modal usaha
melalui akad musyarakah.

BAB 111 Metode Penelitian, yang membahas mengenai pendekatan
dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan
data, analisis data, keabsahan data serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian, pada bab ini dijelaskan gambaran objek
umum penelitian, penyajian data dan analisis, pada bab ini akan dijelaskan
tentang gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis data serta

pembahasan temuan.

19 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember : IAIN Jember Press, 2019), 48.
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BAB V Penutup atau Kesimpulan data dan saran, yang di dalamnya
mencakup kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan saran-
saran yang tentunya bersifat konstruktif

Selanjutnya skripsi ini diakhiri dengan daftar pustaka dan beberapa
lampiran-lampiran sebagai pendukung di dalamnya pemenuhan kelengkapan

data penelitian.



BAB I1
KAJIAN KEPUSTAKAAN
A. Penelitian Terdahulu
Kajian pustaka sangat diperlukan oleh peneliti untuk penulisan skripsi.
Dalam kajian pustaka terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu, dan
berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Pada bagian ini penulis
mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yakni

1. Ainun Nafi’ah, Evi, Widiyaningsih Bekti, 2022, “Strategi Restrukturisasi
Pembiayaan Bermasalah Untuk Menjaga Fortofolio Keuangan PT. Bank

Sumut Kantor Cabang Syariah Medan .

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan strategi
restrukturisasi dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT.
Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini mendapatkan
hasil yaitu faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di PT. Bank
Sumut Kantor Cabang Syariah Medan berasal dari faktor internal dan faktor
eksternal. Pembiayaan bermasalah tersebut dapat ditanggulangi dengan
menggunakan metode restrukturisasi. Pemberlakuan  restrukturisasi
pembiayaan terhadap nasabah yang berpotensi bermasalah yang masih
mempunyai prospek usaha baik akan berdampak positif dalam pemenuhan
kewajiban nasabah. Restrukturisasi bertujuan membantu pembiayaan
nasabah bermasalah agar mampu memenuhi kredit pinjaman lagi, sehingga

pihak bank tidak mengalami kerugian. Adapun faktor-faktor yang terlibat

11
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dalam pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan yaitu tim penagihan, tim
bisnis marketing, dan tim legal. Sedangkan faktor eksternal berasal dari
nasabah diantaranya, kemauan dan kesadaran nasabah untuk memenuhi
kewajibannya serta sikap kooperatif nasabah untuk melunasi tanggungan.
Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah
penelitian terdahulu membahas tentang pembiayaan bermasalah sedangkan
penelitian saat ini membahas tentang pmbiayaan modal usaha.
Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pembiayaan.**

2. Penelitian ini dilakukan oleh Nada Nafisah pada tahun 2022 dengan judul
“Strategi Pengembangan Produk Pembiayaan Musyarakah PT. Bank Aceh
Kepada Pelaku Usaha UMKM Kota Banda Aceh Di Masa Pandemi ”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengembangan
produk pembiayaan musyarakah PT. Bank Aceh kepada pelaku usaha
UMKM Kota Banda Aceh di masa pandemi Covid-19 serta kendala strategi
pengembangan produk pembiayaan musyarakah PT. Bank Aceh kepada
pelaku usaha UMKM Kota Banda Aceh di masa pandemi Covid-19.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis
penelitian deskriptif. Informan penelitian ini terdiri dari manejer Bank Aceh
syariah, karyawan OJK Bank Aceh Syariah dan pelaku UMKM. Teknik
pengumpulan data menggunakan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian

diketahui bahwa strategi pengembangan produk pembiayaan musyarakah

11 Chilvia Azhari, Nurul Inayah, “Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Untuk Menjaga
Fortofolio Keuangan PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan” Jurnal llmu Komputer,
Ekonomi, dan Manajemen (JIKEM) 2, no 1 (2022) : 416.
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PT. Bank Aceh kepada pelaku UMKM Kota Banda Aceh di masa pandemi
Covid-19 vyaitu: pertama, menentukan karakteristik produk dengan cara
menetapkan harga dan penetapan jangka waktu. Kedua, klasifikasi produk
yakni produk untuk keperluan jenis usaha jasa konstruksi, usaha
perdagangan dan industri rumah tangga. Ketiga, product life cycle dengan
mengamati perjalanan usaha nasabah, dan memastikan usaha tersebut
bertahan dalam masa pandemi. Keempat, marketing mix mencakup kegiatan
promosi, pendistribusian produk, melakukan pelatihan dan mengadakan
kontrol terhadap pihak UMKM dalam menjalankan produk musyarakah.
Kendala strategi pengembangan produk pembiayaan musyarakah PT. Bank
Aceh Kepada Pelaku Usaha UMKM Kota Banda Aceh di Masa Pandemi
Covid-19 yaitu naiknya angka Covid-19 dan pemberlakuan social distancing
yang berdampak terhadap penutupan UMKM serta sulitnya menentukan
nasabah yang dapat dipercaya dalam memanfaatkan produk pembiayaan
musyarakah dengan baik.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah
penelitian terdahulu membahas tentang strategi pengembangan produk
pembiayaan musyarakah, sedangkan penelitian saat ini membahas tentang
pelaksaan pembiayaan modal wusaha melalui akad musyarakah.
Persamaannya adalah sama-sama mengunakan akad musyarakah.

3. Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Syarif Hidayatullah pada tahun

2020 dengan judul “Implementasi Akad Berpola Kerja Sama Dalam Produk

'2 Nada Nafisah, “Strategi Pengembangan Produk Pembiayaan Musyarakah PT. Bank Aceh
Kepada Pelaku Usaha UMKM Kota Banda Aceh Di Masa Pandemi” (Skripsi UIN Ar-Raniry
Banda Aceh, 2022), 48.



14

Keuangan Di Bank Syariah (Kajian Mudharabah Dan Musyarakah Dalam
Hukum Ekonomi Syariah) .

Penelitian ini bertujuan menganalisis akad pola kerja sama di bank
syariah dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Hasil pembahasan yakni
operasional produk yang ditawarkan bank syariah dengan pola mudharabah
terdapat pada produk pendanaan dan pembiayaan, sedangkan musyarakah
terbatas pada pembiayaan. Implementasi akad mudharabah dan musyarakah
di Bank Syariah dalam kajian hukum ekonomi syariah adalah boleh
dilakukan, dikarenakan akad mudharabah dan musyarakah merupakan akad
berpola kerja sama yang sesuai dengan syariat Islam. Lalu implementasinya
harus memenuhi rukun dan syarat sah akadnya baik dalam produk
penghimpunan dana maupun pembiayaan.

Perbedaan penelitian tedahulu dengan penelitian saat ini adalah
penelitian terdahulu membahas produk yang ditawarkan bank syariah dengan
pola akad mudharabah dan musyarakah, sedangkan penelitian saat ini
membahas tentang pembiayaan modal usaha yang menggunakan akad
musyarakah. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan akad
musyarakah.*®

4. Penelitian yang dilakukan Nur Fajar Istinganah, Widiyanto, pada tahun 2020
yang berjudul “Pengaruh Modal Usaha, Tingkat Pendidikan dan

Karakteristik Wirausaha Terhadap Perkembangan UKM”.

3 Muhammad Syarif Hidayatullah, “Implementasi Akad Berpola Kerja Sama Dalam Produk
Keuangan Di Bank Syariah (Kajian Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Hukum Ekonomi
Syariah)” Jurnal Hadratul Madaniyah 7, no 1 (2020) : 34-41.
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modal usaha, tingkat
pendidikan dan karakteristik wirausaha secara simultan berpengaruh secara
simultan terhadap perkembangan usaha kecil dan menengah di kecamatan
Pedurungan kota Semarang. Modal usaha secara parsial berpengaruh
siginifikan terhadap perkembangan usaha kecil dan menengah di kecamatan
Pedurungan kota Semarang. Tingkat pendidikan usaha secara parsial
berpengaruh siginifikan terhadap perkembangan usaha kecil dan menengah
di kecamatan Pedurungan kota Semarang. Karakteristik wirausaha secara
parsial berpengaruh siginifikan terhadap perkembangan usaha kecil dan
menengah di kecamatan Pedurungan kota Semarang.

Perbedaaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah
penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada variabel dan lokasi
penelitian. Pada penelitian saat menggunakan variabel pembiayaan modal
usaha melalui akad musyarakah. Sedangkan dalam penelitian terdahulu
mengunakan variabel modal usaha, tingkat pendidikan dan karakteristik
wirausaha. Untuk tempat lokasi penelitian saya di PT. BPRS Bhakti
Sumekar Jember sedangkan dalam penelitian terdahulu di Kecamatan
Pedurungan Kota Semarang. Persamaannya terdapat di variabel yaitu sama-

sama menggunakan variabel modal usaha.*

. Penelitian ini dilakukan oleh Gabriel Tanusi pada tahun 2020 dengan judul

“Pengaruh Pelatihan, Motivasi dan Modal Usaha Terhadap Minat

Berwirausaha di UPTD LLK UKM Kabupaten Ende ”.

Y Nur Fajar Istinganah dan Widiyanto, “Pengaruh Modal Usaha, Tingkat Pendidikan dan

Karakteristik Wirausaha Terhadap Perkembangan UKM” Economic Education Analysis
Journal (EEAJ) 9, no 2 (2020) : 438.
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelatihan kerja,
motivasi dan modal bisnis terhadap minat wirausaha pada peserta di UPTD
LLK UKM Ende, baik secara simultan maupun parsial serta faktor yang
paling dominan mempengaruhi minat wirausaha. Penelitian ini termasuk
penelitian asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 128 peserta
pelatihan kerja di UPTD LLK UKM Ende. Sampel dalam penelitian ini
adalah responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah
kuesioner dan wawancara.

Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan pelatihan kerja,
motivasi, faktor modal usaha berpengaruh positif dan signifikan secara
simultan terhadap minat pengusaha dengan nilai 71,50 persen dan faktor
pelatihan kerja yang paling dominan berpengaruh terhadap minat pengusaha
dengan t hitung > t tabel yaitu nilai 7,375 dengan signifikan 0,000 > 0,05.
Temuan-temuan empiris ini mengidentifikasi bahwa Pemerintah Kabupaten
Ende perlu meningkatkan pelatihan kerja terus-menerus dari tingkat dasar
hingga tingkat lanjut dan magang dengan perusahaan, perlu terus memotivasi
dan menyediakan akses ke pendanaan melalui pinjaman lunak untuk
menciptakan wirausahawan baru di Kabupaten Ende.

Perbedaan penelitian tedahulu dengan penelitian saat ini adalah
peneliti terdahulu membahas pengaruh pelatihan, motivasi dan modal usaha
terhadap minat berwirausaha. Sedangkan penelitian saat ini membahas

tentang pembiayaan modal usaha yang menggunakan akad musyarakah.
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Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama

menggunakan akad musyarakah.*

. Aulia Nur Cahyani, Neneng Hasanah, Mohammad Igbal Irfany pada tahun

2020 dengan judul “Strategi Pencegahan Pembiayaan Bermasalah pada
BPRS di Kabupaten Bogor ”.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi penyebab dan solusi
pembiayaan bermasalah serta merumuskan strategi pencegahan pembiayaan
bermasalah pada BPRS di Kabupaten Bogor.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analytic Network
Process ANP. Penyebab pembiayaan bermasalah yang dominan adalah
faktor eksternal. Penyebab eksternal tersebut salah satunya dan yang paling
berpengaruh adalah kurang adanya i'tikad tidak baik nasabah. Solusi
eksternal menjadi solusi yang harus ditingkatkan. Solusi eksternal yang perlu
ditingkatkan adalah analisis awal penilaian nasabah. Penyebab internal yang
paling berpengaruh adalah adverse selection. Solusi internal yang utama
adalah melakukan pelatihan bagi petugas pembiayaan bank. Strategi yang
harus diprioritaskan adalah menyusun mitigasi resiko guna memperkecil
resiko pembiayaan.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah pada
variabel penelitian terdahulu menggunakan variabel pembiayaan modal

usaha sedangkan penelitian terdahulu menggunakan variabel pembiayaan

!> Gabriel Tanusi dan Yulius Laga, “Pengaruh Pelatihan, Motivasi dan Modal Usaha Terhadap

Minat Berwirausaha di UPTD LLK UKM Kabupaten Ende”. Jurnal Kinerja 17, no 1 (2020) :

157-163.
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bermasalah. Persamaannya adalah adalah sama-sama membahas
pembiayaan.®

7. Penelitian ini dilakukan olen Muh Turizal Husein pada tahun 2019 dengan
judul “Telaah Kritis Akad Musyarakah Mutanagisah ”. Studi ini meneliti
tentang kebutuhan tempat tinggal bagi nasabah dengan menggunakan akad
musyarakah mutanagisah dan praktek musyarakah mutanagisah di
Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain
analisis deskriptif.

Dari hasil penelitiannya diketahui bahwa produk perbankan syariah
berbasis kemitraan dengan “profit loss sharing” seperti musyarakah saat ini
belum menunjukkan pertumbuhan yang signifikan seperti produk lain. Salah
satu kontrak derivatif musyarakah yang berpotensi dipraktekkan sebagali
produk inovasi dalam perbankan Islam adalah kontrak musyarakah
mutanagisah. Di Indonesia baru sedikit Bank Syariah yang menawarkan
produk pembiayaan dengan akad musyarakah mutanagisah, yaitu Maybank
Syariah, Panin Bank Syariah, Bank Mega Syariah dan Bank Muamalat. Dari
keempat BUS tersebut produk yang mereka tawarkan kepemilikan aset yakni
kepemilikan rumah dan kendaraan. Namun dalam prakteknya mereka masih
memberi pilihan kepada nasabah dalam menentukan pilihan, akad mana
yang akan mereka gunakan. seperti akad murabahah dalam produk

kepemilikan rumah dan kendaraan.

6 Aulia Nur Cahyani, Neneng Hasanah dan Mohammad Iqgbal Irfany, “Strategi Pencegahan
Pembiayaan Bermasalah pada BPRS di Kabupaten Bogor” Jurnal Al-Muzara’ah 8, no 1 (2020)
- 90.
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Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah adalah
penelitian terdahulu membahas tentang telaah kritis akad musyarakah
sedangkan penelitian saat ini membahas tentang pembiayaan dengan
menggunakan akad musyarakah. Persamaannya adalah sama-sama
menggunakan akad musyarakah dan menggunakan metode penelitian

kualitatif deskriptif.!’

. Penelitian ini dilakukan oleh Elidahafni pada tahun 2019 dengan judul

“Aplikasi Akad Musyarakah Dalam Produk Pembiayaan Pada PT. Bank
Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Binjai Sudirman ”.

Penelitan ini bertujuan untuk menjawab permasalahan bagaimana
mekanisme akad musyarakah dalam produk pembiayaan, bagaimana
penerapan aplikasi akad musyarakah pada produk pembiayaan, dan hal
apa saja yang menjadi kendala pada akad musyarakah dalam produk
pembiayaan pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang
Pembantu Binjai Sudirman.

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian lapangan
(field research). Tekhnik yang digunakan untuk pengumpulan data
dengan cara, wawancara langsung kepada pegawai bank yang bertugas
pada bagian pembiayaan yaitu pada bagian Account Officer dan
dokumentasi. Mekanisme akad musyarakah dalam produk pembiayaan

yaitu melengkapi persyaratan dalam pengajuan pembiayaan musyarakah

Y Muh Turizal Husein, “Telaah Kritis Akad Musyarakah Mutanaqisah”. Journal Of Islamic
Economics And Banking 1, no 1 (Juli 2019) : 79-88.
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BRI Syariah KCP Binjai Sudirman dan melewati tahapan alur proses
pembiayaan.

Penerapan aplikasi akad musyarakah dalam produk pembiayaan
dapat dilakukan sesuai dengan tahap-tahap pelaksanaan pembiayaan,
yaitu: mencari nasabah, visit nasabah (mengunjungi nasabah), collect
data nasabah, menganalisa nasabah dengan menggunakan analisa 5C,
komite pembiayaan, surat prinsip pemberian pembiayaan, kemudian
melakukan akad dan pencairan pembiayaan untuk nasabah, pelunasan
terhadap kewajiban nasababh.

Adapun kendala-kendala yang sering dihadapi dalam akad
musyarakah dalam produk pembiayaan adalah nasabah menggunakan
dana yang diberikan oleh bank bukan seperti yang disebut dalam
kontrak, banyaknya nasabah yang tidak jujur sehingga menyembunyikan
keuntungan yang diperoleh kepada bank, tidak dapat diverifikasi
pendapatan nasabah sebagai dasar penghitungan bagi hasil sehingga
konsep musyarakah tidak dapat diterapkan sebagaimana semestinya.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah
peneliti terdahulu membahas tentang aplikasi akad musyarakah dalam
produk pembiayaan sedangkan penelitian saat ini membahas pembiayaaan
modal usaha melalui akad musyarakah. Persamaannya adalah sama-sama

membahas pembiayaan.®

'8 Elidahafni,“Aplikasi Akad Musyarakah Dalam Produk Pembiayaan Pada PT. Bank Rakyat
Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Binjai Sudirman”, (Skripsi, UIN Sumatra Utara,
2019), 48.
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9. Penelitian yang dilakukan oleh Rani Inri Astuti pada tahun 2019 yang
berjudul “Minat Nasabah Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro dan
Pembiayaan Serbaguna pada PT.Bank Syariah Mandiri KCP Stabat”.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif
dengan menggunakan metode kualitatif yang dalam pengolahan datanya dari
sumber data primer dan data skunder, tehnik pengumpulan data dalam
penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa minat nasabah pada Bank
Syariah Mandiri KCP Stabat terhadap pembiayaan usaha mikro lebih banyak
diminati dari pada pembiayaan serbaguna mikro, hal ini dikarenakan
masyarakat Stabat banyak yang mengunakan pembiayaan pembiayaan usaha
mikro untuk menambah biaya modal kerja.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah
peneliti terdahulu membahas tentang minat nasabah terhadap pembiayaan
sedangkan peneliti saat ini adalah membahas tentang pembiayaan modal
usaha. Persamaan penelitian tedahulu dengan penelitian saat ini membahas
tentang pembiayaaan modal usaha.*

10. Penelitian yang dilakukan oleh Febry Ayu Ramadhani pada tahun 2019 yang
berjudul “Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Nasabah Usaha
Mikro Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri KCP Kepanjen”.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengeksplor terkait

analisis penanganan pembiayaan bermasalah nasabah usaha mikro pada

9 Rani Inri Ansruti, “Minat Nasabah Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro dan Pembiayaan
Serbaguna Mikro pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Stabat™ (Skripsi, UIN Sumatra Utara,
2019), 88.
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Bank Syariah Mandiri KCP Kepanjen. Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif studi kasus.

Hasil dari penelitian ini adalah terdapat beberapa yang menyebabkan
terjadinya pembiayaan bermasalah nasabah usaha mikro di Bank Syariah
Mandiri KCP Kepanjen, penyebab tersebut antara lain faktor usaha nasabah
menurun, faktor keluarga, kasus perceraian, PHK/turun jabatan, nasabah
tidak mempunyai i’tikad baik, dan nasabah tidak ada di tempat atau
melarikan diri. Sedangkan penanganan dari setiap faktor penyebab
pembiayaan bermasalah, pihak bank melakukan tahap penyelesaian mulai
dari penagihan, pemberian surat peringatan, dan restrukturisasi. Perbedaaan
peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini adalah peneliti terdahulu
membahas tentang penanganan pembiayaan bermasalah sedangkan peneliti
saat ini adalah membahas tentang pembiayaan modal usaha melalui akad
musyarakah. Persamaanya adalah sama-sama membahas tentang

pembiayaan.?°

% Febry Ayu Ramadhani, ”Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Nasabah Usaha Mikro
Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri KCP Kepanjen” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang, 2019), 79.
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Bank Syariah

sama membahas

Tabel 1.3
Penelitian Terdahulu
No Penulis Judul Persamaan Perbedaan
1. | Chilvia Strategi Persamaannya Perbedaannya
Azhari, Nurul | Restrukturisasi | penelitian Penelitian
Inayah (2022) | Pembiayaan terdahulu dengan | terdahulu dengan
Bermasalah penelitian saat ini | penelitian saat ini
Untuk sama-sama adalah peneliti an
Menjaga membahas terdahulu
Fortofolio tentang membahas tentang
Keuangan PT. | pembiayaan. pembiayaan
Bank Sumut bermasalah
Kantor Cabang sedangkan
Syariah Medan penelitian saat ini
membahas tentang
pmbiayaan modal
usaha.
2 | Nada Nafisah | Strategi Persamaan Perbedaan
(2022) Pengembangan | Penelitian Penelitian
Produk terdahulu terdahulu dengan
Pembiayaan dengan Penelitian saat ini
Musyarakah penelitian saat adalah di variabel
PT. Bank ini adalah sama- | penelitian
Aceh Kepada | sama terdahulu
Pelaku Usaha | menggunakan menggunakan
Umkm Kota akad variabel
Banda Aceh musyarakah. pengembngan
Di Masa produk
Pandemi pembiayaan
musyarakah
sedangakan
peneliti saat ini
menggunakan
variabel
pembiayaan
modal usaha
melalui akad
musyarakah.
3 | Muhammad Implementasi | Persamaannya Perbedaan
Syarif Akad Berpola | penelitian Penelitian
Hidayatullah | Kerja Sama terdahulu dengan | tedahulu dengan
(2020) Dalam Produk | penelitian saat ini | penelitian saat ini
Keuangan Di | adalah sama- adalah penelitian

terdahulu
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No Penulis Judul Persamaan Perbedaan
(Kajian tentang akad membahas produk
Mudharabah musyarakah. yang ditawarkan
Dan Bank syariah
Musyarakah dengan pola akad
Dalam Hukum mudharabah dan
Ekonomi musyarakah,
Syariah) sedangkan
penelitian saat ini
membahas
tentang
pembiayaan
modal usaha yang
menggunakan
Akad musyarakah
4 | Nur Fajar Pengaruh Persamaan Perbedaaan
Istinganah, Modal Usaha, | Penelitian Penelitian
Widiyanto, Tingkat terdahulu terdahulu dengan
(2020) Pendidikan dengan penelitian saat ini
dan penelitian saat adalah penelitian
Karakteristik | ini adalah ini dengan
Wirausaha Persamaannya penelitian saat ini
Terhadap terdapat di terletak pada
Perkembangan | variabel yaitu variabel dan
UKM sama-sama lokasi penelitian.
menggunakan Pada penelitian

variabel Modal
Usaha.

saat ini
menggunakan
variabel
pembiayaan
modal usaha
melalui akad
musyarakah.
Sedangkan dalam
penelitian ini
menguunakan
variabel modal
usaha, Tingkat
pendidikan dan
karakteristik
wirausaha. Untuk
tempat lokasi
penelitian saya di
BPRS Bhakti
Sumekar Jember
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No

Penulis

Judul

Persamaan

Perbedaan

sedangkan dalam
penelitian ini di
Kecamatan
Pedurungan Kota
Semarang.

Gabriel
Tanusi (2020)

Pengaruh
pelatihan,
motivasi dan
modal usaha
terhadap minat
berwirausaha
di UPTD LLK
UKM
Kabupaten
Ende

Persamaan
Penelitian
terdahulu
dengan
penelitian saat
ini adalah sama-
sama
menggunakan
akad
musyarakah.

Perbedaan
Penelitian
terdahulu dengan
penelitian saat ini
adalah penelitian
terdahulu
membahas
pengaruh
pelatihan,
motivasi dan
modal usaha
terhadap minat
berwirausaha,
sedangkan
penelitian saat ini
membahas
tentang
pembiayaan
modal usaha yang
menggunakan
akad musyarakah.

Aulia Nur
Cahyani,
Neneng
Hasanah,
Mohammad
Igbal Irfany
(2020)

Strategi
Pencegahan
Pembiayaan
Bermasalah
pada BPRS di
Kabupaten
Bogor

Persamaan
Penelitian
terdahulu
dengan
penelitian saat
ini adalah sama-
sama membahas
pembiayaan.

Perbedaan
Penelitian ini
pada variabel
penelitian
terdahulu
menggunakan
variabel
pembiayaan
modal
sedangkan
penelitian
terdahulu
menggunakan
variabel
pembiayaan
bermasalah.

usaha
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No Penulis Judul Persamaan Perbedaan
7 | Muh Turizal | Telaah Kritis | Persamaan Perbedaan
Husein (2019) | Akad Penelitian Penelitian
Musyarakah terdahulu terdahulu dengan
Mutanagisah | dengan penelitian saat ini
penelitian saat adalah penelitian
ini adalah sama- | terdahulu
sama membahas
menggunakan tentang telaah
akad kritis akad
musyarakah dan | musyarakah
menggunakan sedangkan
metode penelitian saat ini
penelitian membahas
kualitatif tentang
deskriptif. pembiayaan
dengan
menggunakan
akad musyarakah.
8. | Elidahafni Aplikasi Akad | Persamaan Perbedaan
(2019) Musyarakah Penelitian Penelitian
Dalam Produk | terdahulu terdahulu dengan
Pembiayaan dengan penelitian saat ini
Pada PT. Bank | penelitian saat adalah  peneliti
Rakyat ini adalah sama- | terdahulu
Indonesia sama membahas
Syariah Kantor | menggunakan tentang  aplikasi
Cabang akad akad musyarakah
Pembantu musyarakah. dalam produk
Binjai pembiayaan
Sudirman. sedangkan
penelitian saat ini
membahas
pembiayaaan
modal usaha
melalui akad

musayarakah.
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No Penulis Judul Persamaan Perbedaan
9. | Ranilnri Minat Nasabah | Persamaan Perbedaan
Astuti (2019) | Terhadap Penelitian Penelitian
Pembiayaan terdahulu terdahulu dengan
Usaha Mikro | dengan penelitian saat ini
dan penelitian saat adalah  peneliti
Pembiayaan ini membahas terdahulu
Serbaguna tentang membahas
dalam Minat pembiayaaan tentang minat
Nasabah modal usaha. nasabah terhadap
Terhadap pembiayaan
Pembiayaan sedangkan
Usaha Mikro penelitian saat ini
dan adalah membahas
Pembiayaan tentang
Serbaguna pembiayaan
pada PT.Bank modal usaha.
Syariah
Mandiri KCP
Stabat
10. | Febry Ayu Analisis Persamaan Perbedaaan
Ramadhani penanganan Penelitian penelitian
(2019) pembiayaan terdahulu terdahulu  dengan
bermasalah dengan penelitian saat ini
nasabah usaha | penelitian saat adalah  penelitian
mikro studi ini adalah sama- | terdahulu
kasus pada sama membahas | membahas tentang
Bank Syariah | tentang penanganan
Mandiri KCP | pembiayaan. pembiayaan
Kepanjen. bermasalah
sedangkan
penelitian saat ini
adalah membahas
tentang
pembiayaan modal
usaha melalui akad
musyarakah.

Sumber : Diolah
Penelitian ini berbeda dengan peneliti yang lain karena penelitian ini
berfokus pada pembiayaan modal usaha dengan akad musyarakah. Di sini

peneliti tidak hanya meneliti tentang pembiayaan modal usaha saja. Tetapi
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peneliti juga meneliti tentang mekanisme pelaksanaan pembiayaan modal
usaha, dan juga prinsip bagi hasil yang dialakukan oleh BPRS Bhakti Sumekar
Jember.
. Kajian Teori
Dalam kajian teori ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan
sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih
luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam
mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan
masalah dan fokus kajian.
1. Pembiayaan Modal Usaha
a. Pengertian Pembiayaan Modal Usaha
Menurut Kasmir mengemukakan bahwa pembiayaan adalah
penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu,
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain
yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau
tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi
hasil. Maka dari itu pembiayaan dapat di artikan sebagai fasilitas yang
berhubungan dengan biaya melalui penyediaan uang atau tagihan
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak
lain. Maka dari itu pembiayaan dapat diartikan sebagai fasilitas yang
berhubungan dengan biaya melalui penyediaan uang atau tagihan

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak
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lain.?!

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan dana
atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang
dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tesebut setelah jangka
waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan atau bagi hasil. Pada
bank syariah pembiayaan tidak meminjamkan sejumlah uang pada
nasabah, tetapi membiayai proyek keperluan nasabah. Perlu diketahui
pembiayaan pada perbankan Islam, istilah teknisnya disebut sebagai
aktiva produktif. Aktiva produktif adalah penanaman dana bank Islam,
baik dalam rupiah maupun valuta asing, dalam bentuk pembiayaan,
piutang, gard, surat berharga, penempatan, penyertaan modal, penyertaan
modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administrasi,
serta sertifikat wadiah.??

Pada bank syariah pembiayaan tidak meminjamkan sejumlah
uang pada nasabah, tetapi membiayai proyek keperluan nasabah. Dalam

hal ini bank berfungsi sebagai intermediasi uang tanpa meminjamkan
uang dan membungakan uang tersebut. Bank syariah dapat membantu
memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut, bukan dengan
meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan kerja sama
dengan nasabah. Dalam hal ini bank syariah bertindak sebagai

penyandang dana (shahibul maal), sedangkan nasabah sebagai

2 Kasmir, Manajamen Perbankan (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 73.
22 Mariya Ulpah, “Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah”, Jurnal Madani Syariah 3, no.2
(2020) : 151
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pengusaha (mudharib). Skema pembiayaan semacam ini disebut dengan
mudharanah (trust inancing). Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka
waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik dengan
nisbah yang disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan
jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil (yang belum dibagikan)
yang menjadi bagian bagi bank.?®

Modal tidak boleh diabaikan, manusia berkewajiban
menggunakannya dengan baik, agar ia terus produktif dan tidak habis
digunakan. Karena itu seorang wali yang menguasai harta orang-orang
yang tidak atau belum mengurus hartanya, diperintahkan untuk
mengembangkan harta yang berbeda dalam kekuasaannya itu dan
membiayai kebutuhan pemiliknya yang tidak mampu itu, dari
keuntungan perpuran modal, bukan dari pokok modal.?*

Beberapa pemikir Islam berpendapat bahwa riba tidak hanya
dianggap sebagai sesuatu yang tidak bermoral akan tetapi merupakan
sesuatu yang menghambat aktifitas perekonomian masyarakat, sehingga
orang kaya akan semakin kaya sedangkan orang miskin akan semakin
miskin dan tertindas. Setiap usaha atau berdagang selalu membutuhkan
modal usaha untuk dapat menjalankan operasionalnya sehari-hari,
misalnya pembayaran uang muka pembelian bahan baku atau bahan
mentah, dan membayar upah karyawan. Di mana dana yang dikeluarkan

itu diharapkan akan dapat kembali lagi masuk ke usaha dalam waktu

%% Gita Danupranata, Manajemen Perbankan Syariah (Jakarta : Salemba Empat, 2013), 104.
? Kasmir, Manajemen Perbankan, 258.
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yang pendek melalui hasil produksi.?®

Disimpulkan bahwasanya Pembiayaan selalu berkaitan dengan
aktivitas bisnis. Untuk itu, sebelum masuk kepada masalah pengertian
pembiayaan, perlu diketahui apa itu bisnis. Bisnis adalah aktivitas yang
mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan
jasa, pedagangan atau pengolahan barang (produksi). Dengan Kkata lain,
bisnis merupakan aktivitas berupa pengembangan aktivitas ekonomi
dalam bidang jasa, perdagangan, dan industri guna mengoptimalkan
nilai keuntungan. Oleh karena itu, pembiayaan modal usaha adalah
pembiayaan dengan periode jangka pendek/panjang untuk pengusaha
yang membutuhkan tambahan modal kerja sesuai prinsip syariah.
Misalnya untuk kebutuhan membeli bahan baku, membayar biaya
produksi, perdagangan barang dan jasa, serta pengerjaan proyek.
Dengan manfaatnya membiayai kebutuhan nasabah dalam hal kebutuhan
modal kerja baik untuk modal kerja pembiayaan jangka berulang, tetap
langsung dan tetap angsuran. Digunakan antara lain untuk pembelian
inventory baik berupa bahan baku (raw material) maupun barang
dagangan (trading goods). Kebutuhan modal kerja operasional serta
untuk aktififitas produktif lainnya.”®

b. Dasar Hukum Pembiayaan Modal Usaha
Dalam al-Qur’an, kata pembiayaan sendiri tidak secara ekplisit

disebutkan, akan tetapi keberadaanya diilhami oleh ayat-ayat Al-Qur’an

% Mardani, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2017), 155.
*Rahmat Ilyas, Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari’ah, Jurnal Penelitian, no. 1,
(Februari 2015) : 186.
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dan contoh dari Rasullulah SAW serta tradisi para sahabat. Dasar hukum
pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut:

Al-Qur’an beberapa ayat yang dapat digunakan sebagai pedoman
atau dasar seorang untuk melakukan pembiayaan, dan menjadikanya
sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Ayat tersebut antara
lain :

Al-Qur’an Surat Al-Bagarah, Ayat 275 :
ﬂ}//'// .ﬂ"} f/ - 28 4 - A f/ /°‘/w‘/ £ - .
%ﬁad;\l‘ o5ty LS Y,l Osesiz Y ‘y.)‘ o=l T

~

/ }// w 87 a2 }/~/ /./ Co‘/wﬁd/{/ _ /9/94/15,&
Lo ,ald Ls@...:bad.uu.fé\,}af«}o ;o;\?w ‘).:J/.“ (ﬁ)t,,llaw\
2 Pt /’2/ Eﬁ,ﬂ - -

A2
s <

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan
seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila.
Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli
sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli
dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan
dari tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah
diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya
(terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka
mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Maksud dari ayat tersebut adalah riba itu ada dua macam: nasiah
dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh
orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang
dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang

yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas
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dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud
dalam ayat ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam
masyarakat Arab zaman jahiliyah. Maksudnya: orang yang mengambil
riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan. Riba yang
sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak
dikembalikan.

Bila dikaji secara hukum mengenai pengadaan produk produk
bank syariah tersebut di atas kita akan kembali kepada ketentuan dari
undang-undang tentang perbankan No. 10 Tahun 1998, di mana pada
undang-undang ini telah dilakukan revisi terhadap beberapa pasal yang
dianggap penting dan merupakan aturan hukum secara leluasa
menggunakan istilah syariah dengan tidak lagi menggunakan istilah bagi
hasil.

Ketentuan Pasal 13 huruf ¢ diubah, sehingga Pasal 13 huruf c
menjadi berbunyi sebagai berikut "Menyediakan pembiayaan dan
penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”. Untuk menjalankan undang-
undang tersebut selanjutnya dikeluarkan surat keputusan direksi Bank
Indonesia tentang Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat Tahun
1999 dilengkapi Bank Umum berdasarkan prinsip syariah dan Bank
Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Aturan yang berkaitan
dengan Bank Umum berdasarkan prinsip syariah diatur dalam surat

keputusan direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tgl. 12 Mei 1999



34

yaitu:*’

1) Pasal 1 huruf a menyatakan : "Bank adalah Bank Umum sebagaimana
dimaksud dalam pasal 1 angka 3 undang-undang No.7 Tahun 1992
tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang
No0.10 Tahun 1998, yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan
Prinsip Syariah".

2) Pasal 1 huruf g menyatakan : "Kegiatan usaha berdasarkan Prinsip
Syariah adalah kegiatan usaha perbankan yang dilakukan berdasarkan
Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 13
undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana
telah diubah dengan undang-undang No. 10 Tahun 1998".

3) Kegiatan usaha, pasal 28 menyatakan bahwa : "Bank wajib
menerapkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan usahanya
yang meliputi:

1) Giro berdasarkan prinsip wadi'ah

2) Tabungan berdasarkan prinsip wadi ‘ah atau mudharabah

3) Deposito berjangka berdasarkan prinsip wadi ‘ah atau Bentuk lain
berdasarkan prinsip wadi 'ah atau mudharabah

4) Melakukan penyaluran dana melalui transaksi jual beli
berdasarkan prinsip : murabahah, istishna, ijarah, salam

(penyerahan), dan jual beli lainnya.

%" Hasyim Lahilote, “Tinjauan Hukum Tentang Pembiayaan Pada Bank Syariah Di Indonesia”, Al -
Syir’ah 4, no. 1, (Desember, 2006) : 90.
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c. Tujuan Pembiayaan Modal Usaha

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua

kelompok vyaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan

pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro dijelaskan bahwa

pembiayaan bertujuan:

1)

2)

3)

4)

5)

Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat

Dengan adanya pembiayaan, maka dapat membantu
masyarakat yang tidak mendapat akses ekonomi.
Untuk menyediakan dana bagi peningkatan usaha

Untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan.
Dana tambahan ini dapat diperoleh dari pembiayaan. Pihak yang
memiliki surplus dana dapat menyalurkan kepada pihak yang minus
dana.
Untuk meningkatkan produktivitas

Pembiayaan akan memberikan peluang bagi masyarakat
untuk meningkatkan daya produksinya.
Untuk membuka lapangan kerja baru

Dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan
dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga
kerja.

Untuk mendistribusikan pendapatan
Jika penerima pembiayaan membangun usaha dan

mempekerjakan masyarakat, artinya mereka akan memperoleh
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pendapatan berupa gaji dari hasil usahanya.?

d. Manfaat Pembiayaan Modal Usaha

Adapun manfaat pembiayaan modal usaha, antara lain:*°

1) Meningkatkan daya guna uang

2)

3)

4)

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang,
dengan diberikan kredit tersebut menjadi berguna untuk
menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit. Kemudian
juga dapat memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik
dana.

Meningkatkan peredaran uang

Dalam hal ini uang yang disalurkan akan beredar dari satu
wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang
kekurangan uang dengan memperoleh tambahan uang dari dearah
lainya.

Meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh
si debitur untuk mengelolah barang yang semula tidak berguna
menjadi berguna atau bermanfaat.

Meningkatkan peredaran barang
Kredit dapat pula menambah atau memperlancarkan arus

barang dari suatu wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang

% Linda Lestari, Luthfi Abdul Azis Ahmad, Malik Abdul Aziz dan A Suryaman, “Manajemen
Modal Kerja Tinjauan Ekonomi Islam,” Jurnal llmu Akuntansi dan Bisnis Syariah 4, No. 2

(2022) : 90.

2% Kasmir, Manajamen Perbankan, 109.
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5)

6)

7)

8)

beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainya bertambah atau kredit
dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar. Kredit
untuk meningkatkan peredaran barang biasanya untuk kredit
perdagangan atau kredit ekspor impor
Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagi alat
stabilitas ekonomi, karena dengan adanya yang diberikan akan
menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kredit
dapat pula membantu mengekspor barang ini dari dalam negeri
keluar negeri sehingga dapat meningkatkan devisa negara.
Menimbulkan kegairahan berusaha

Bagi penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan
kegairahan berusaha, apalagi nasabah yang memang modalnya pas
pasan. Dengan memperoleh kredit nasabah bergairah untuk dapat
memperbesar atau memperluas usahanya.
Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin kecil kredit yang disalurkan maka akan semakin
baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan.
Untuk meningkat hubungan internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan
saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi
kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja

sama di bidang lainnya, sehingga dapat pula tercipta perdamaian.
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Unsur Pembiayaan Modal Usaha
Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan.

Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah memberikan

kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar

harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai
dengan waktu dan syarat-syaratnya yang disepakati bersama.

Berdasarkan hal ini unsur-unsur dalam pembiayaan yaitu meliputi :

1) Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan dan menerima
pembiayaan.

2) Kepercayaan, yaitu keyakinan dari sipemberi pinjaman bahwa
sipenerima pinjaman akan mengembalikan pinjamam yang
diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang
disetujui oleh kedua belah pihak.

3) Kesepakatan, yaitu kesepakatan antara sipemberi pembiayaan
dengan sipenerima pembiayaan.

4) Jangka waktu, yaitu masa pengembalian pinjaman yang telah
disepakati.

5) Risiko yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan
menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya pembiayaan (Non
Performing Loan) .

6) Balas jasa, yaitu merupakan keuntungan atas pemberian suatu
pinjaman, jasa tersebut biasa di kenal dengan bagi hasil dan

margin.
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f. Jenis-Jenis Modal Usaha
Pada dasarnya modal dalam suatu usaha dikenal dua jenis
modal, yaitu:
1) Modal kerja permanen
Menunjukkan minimum sejumlah kas, piutang dan
persediaan yang harus tersedia untuk menjalankan kegiatan
perusahaan setiap saat.
2) Modal kerja variabel
Menunjukkan tambahan aktiva-aktiva lancar di atas
kebutuhan minimum. Tambahan atas persediaan dapat terjadi dan
harus dipersiapkan untuk mendukung saat-saat penjualan
mencapai puncaknya. Akibat kenaikan penjualan, piutang akan
naik pula dan ini harus dibelanjakan/disediakan dana untuk
piutang. Akibat selanjutnya ekstra kas mungkin dibutuhkan untuk
membayar kenaikan bahan habis pakai.*
g. Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan Modal Usaha
1) Cara Pengajuan Pembiayaan:™
a) Pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah
Proses pembiayan diawali dengan pengajuan permohonan
pembiayaan oleh nasabah. Tahap ini merupakan pintu masuk bagi

seorang nasabah untuk berhubungan dengan bank dalam rangka

%0 Afni Sirait, “Analisis Manajemen Modal Kerja Sehubungan Dengan Pengukuran Profitabilitas
Umkm (Studi Pada Sp Alumunium)”, Jurnal Humaniora, no. 1 : 5.

! Rahmat Ilyas, Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah (Semarang:Eirlangga, 2001),
155.
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mendapatkan pembiayaan. Seorang Account Officer (AO) harus
menjelaskan dengan baik kepada calon nasabah mengenai segala
hal yang dibutuhkan agar rencana pengajuan pembiayaan sesuai
dengan syarat dan ketentuan. Beberapa tahap pada saat pengajuan
permohonan yang harus dilakukan oleh seorang Account Officer
(AO).
b) Kemampuan membayar untuk mengetahui kondisi keuangan
nasabah saat ini dan perkiraan kemampuan membayarnya.
c¢) Jaminan yang diserahkan
Bentuk jaminan yang akan diserahkan berupa jaminan
tunai atau berupa kebendaan seperti kendaraan. Setiap jaminan
memiliki nilai marketabilitas berbeda. sehingaa seorang
Account Officer (AO) bisa memperkirakan nilai pasar jaminan
dari calon nasabah.
d) Memverifikasi Berkas Permohonan
Kesalahan yang dianggap sepele namun cukup fatal
akibatnya bagi seorang Account Officer (AQ) pada tahap ini,
yang tidak segera melakukan review berkas pengajuan
pembiayaan yang diterimanya. Dengan berbagai alasan
seorang Account Officer (AO) tidak melakukan review berkas
permohonan dan tidak segera menginformasikan kekurangan

dokumen kepada pemohon pembiayaan. Oleh karena itu yang
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harus dilakukan seorang Account Officer (AO) ketika
menerima berkas permohonan pembiayaan.
e) Pengumpulan Data
Bila permohonan tersebut layak diproses, Account
Officer (AO) akan mengadakan perjanjian lebih lanjut dengan
permohon untuk mengumpukan data. Pada tahap ini Account
Officer (AO) berusaha mengenal calon nasabah dengan
mengumpulkan data sebanyak mungkin. Tujuannya agar analisis
kredit dapat dilakukan dengan baik.
f) Menggali Informasi Tentang Pemohon
Dalam tugasnya mengali informasi tentang pemohon
pembiayaan. Seorang  Account Officer (AO) dapat
memanfaatkan saluran-saluran yang ada dari pihak diluar
pemohon maupun dari pemohon sendiri.
g) Informasi Internal
Pemohon  merupakan  sumber informasi  yang
disampaikan oleh pemohon sendiri, baik secara tertulis, lisan,
maupun hasil survei dilapangan oleh seorang Account Officer
(AO).
h) Penilaian Pembiayaan
Penilaian pembiayaan oleh bank dapat dilakukan dengan
berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang

nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar dan
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sungguh sungguh. Penilaian yang umum dan harus dilakukan
oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar benar layak
untuk diberikan pembiayan.
i) Analisis Kebutuhan dan Kelayakan Pembiayaan
Tahapan paling penting dalam proses pembiayaan adalah
menentukan jumlah pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan
calon nasabah serta memenuhi kaidah pengukuran yang berlaku
secara umum berdasarkan tujuan pembiayaan, yaitu pembiayaan
konsumer, dan pembiayaan produktif.
J) Aspek-aspek Penilaian Pembiayaan
Penilaian dengan seluruh aspek yang dikenal dengan
nama studi kelayakan usaha. Penilaian dengan modal ini
biasanya digunakan untuk proyek-proyek yang bernilaian besar
dan berjangka waktu panjang.
k) Analisis Agunan
Jaminan pemberian kredit merupakan sebuah keyakinan
bank atas kesangkutan debitur untuk melunasi kredit sesuai
dengan perjanjian. Dalam memberikan pembiayaan terhadap
calon debitur wajib didukung adanya jaminan, karena bank
dilarang memberikan pembiayaan kepada siapapun tanpa danya
jaminan yang diserahkan oleh penerima pembiayaan. Dengan

demikian hukum positif mengatur bahwa agunan diperlukan
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untuk meminimalkan resiko wanprestasi dan akan menjadi
solusi bagi penyelesaian permasalahan pembiayaan.
Proposal Pembiayaan

Bila Account Officer sampai pada kesimpulan
berdasarkan analisis yang dilakukan bahwa permohonan kredit
tersebut layak untuk diajukan dan setelah negosiasi dilakukan,
Account Officer (AO) akan menyusun suatu proposal

pembiayaan untuk diajukan ke komite pembiayaan.

m)Rekomendasi

Bagian ini merupakan kesimpulan dari seluruh aspek di
dalam usulan pembiayaan. Analisis pembiayaan seorang
Account Officer (AO) akan menyimpulkan bahwa suatu
permohonan layak dipertimbangkan untuk mendapatkan
pembiayaan. Dengan demikian Account Officer (AO) akan
memberikan rekomendasi atau usulan kepada komite
pembiayaan untuk menyetujui pembiayaan yag diajukan.
Rekomendasi memuat usulan struktur pembiayaan yang akan
diberikan, agunan yang akan diikat sebagai jaminan, biaya biaya
yang dibebankan kepada nasabah, serta persyaratan yang harus

dipenuhi sebelum pembiayaan direalisasikan

n) Persetujuan Pembiayaan

Apabila usulan pembiayaan yang telah dibuat Account

Officer (AO) telah mendapat persetujuan dari komite



44

pembiayaan, maka selanjutnya akan dtindaklanjuti dengan
penerbitkan surat persetujuan pembiayaan. Surat persetujuan
pembiayaan merupakan surat pemberitahuan bank kepada
nasabah bahwa bank telah menyetujui permohonan pembiayaan
yang diajukan nasabah. Apabila nasabah telah membaca dan
menyetujui isi surat persetujuan pembiayaan, maka nasabah
harus menandatangani di atas materai sebagai bukti sah
persetujuan nasabah.
0) Realisasi Pembiayaan

Tahap akhir dari  proses pembiayaan adalah
merealisasikan pembiayaan yang telah disetujui. Nasabah juga
telah mengetahui bentuk persetujuan bank dan telah memenuhi
seluruh hal yang dipersyaratkan oleh bank.

p) Pencairan Pembiayaan

Tahap pencairan pembiayaan adalah tahap pemungkas
dari rangkaian panjang proses pembiayaan. Sejak dilakukan
pencairan pembiayaan kepada nasabah, maka fasilitas
pembiayaan yang diberikan akan dicatat sebagai account bagi
bank. Account merupakan aktiva yang akan menjadi sumber
penghasilan bank, dan pada saat yang sama juga mengandung
resiko bagi bank. Resiko utama dari setiap fasilitas pembiayaan
adalah pembiayaan bermasalah. Oleh karenanya bank harus

mengelola resiko tersebut dengan baik melalui langkah langkah
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yang harus dijalankan secara hati hati dalam proses pencairan

pembiayaan.

h. Prinsip 6C Pada Pembiayaan Modal Usaha

Jaminan suatu pembiayaan yang diberikan nasabah kepada
bank hanyalah merupakan tambahan, terutama untuk melindungi
pembiayaan macet akibat suatu hal. Akan tetapi, jika suatu
pembiayaan diberikan telah dilakukan penelitian secara mendalam,
sehingga nasabah telah dikatakan layak untuk mendapatkan
pembiayaan, maka fungsi jaminan pembiayaan hanyalah untuk
berjaga jaga. Oleh karena itu, dalam melakukan pemberian
pembiayaan harus memperhatikan prinsipprinsip  pemberian
pembiayaan yang benar dan tepat. Jadi prinsip dalam pemberian
pembiayaan kepada nasabah harus memenuhi persyaratan yang
dikenal dengan prinsip 6C, yaitu sebagai berikut:

1) Character
Character adalah keadaan watak sifat nasabah pembiayaan
(debitur), baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan
usaha. Analisis ini merupakan analisis yang bersifat kualitatif yang
tidak dapat dideteksi secara numerik. Namun, analisis ini
merupakan syarat pertama dalam proses persetujuan pembiayaan.
Karakter ini merupakan faktor kunci walaupun calon nasabah

pembiayaan (debitur) tersebut mampu menyelesaikan utangnya.
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Namun, kalau debitur tersebut tidak memiliki iktikad baik, tentu
akan menimbulkan berbagai kesulitan bagi bank di kemudian hari.
2) Capacity
Capacity adalah analisis yang digunakan untuk melihat
kemampuan calon nasabah dalam menjalankan, usahanya dan
membayar pinjamannya. Kemampuan ini dapat dilihat dari
penghasilan pribadi untuk pembiayaan konsumtif dan melalui
usaha yang dibiayai untuk pembiayaan perdagangan atau produktif.
Kemampuan ini penting untuk dinilai agar bank tidak mengalami
kerugian. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan calon
nasabah dalam memenuhi kewajibannya setelah pihak bank
memberikan pembiayaan. Kemampuan keuangan calon nasabah
sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran.
Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan
semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaan. Artinya dapat
dipastikan bahwa pembiayaan yang diberikan bank dapat dibayar
sesuai jangka waktu yang diperjanjikan. Beberapa cara yang dapat
dilakukan untuk menganalisis kemampuan keuangan calon nasabah
antara lain:
a) Melihat laporan keuangan
Dalam laporan keuangan nasabah, maka akan dapat
diketahui sumber dananya, dan dengan melihat laporan arus kas.

Dalam laporan arus kas secara keseluruhan dapat diketahui



47

kondisi keuangan secara tunai dari calon nasabah, dengan
membandingkan antara sumber dana yang diperoleh dan
penggunaan dana.
b) Memeriksa slip gaji dan rekening tabungan
Cara lain yang dapat ditempuh oleh bank jika calon
nasabah pegawai, maka bank dapat meminta fotokopi slip gaji
tiga bulan terakhir dan didukung oleh rekening tabungan
sekurang-kurangnya tiga bulan terakhir. Dari data slip gaji dan
fotokopi rekening tabungan tiga bulan terakhir, maka akan dapat
dianalisis tentang sumber dana dan penggunaan dana calon
nasabah. Data keuangan digunakan sebagai asumsi dasar
tentang kondisi keuangan calon nasabah setelah mendapat
pembiayaan dari bank syariah tersebut.
c) Survei ke lokasi usaha calon nasabah
Survei ini diperlukan untuk mengetahui usaha calon
nasabah dengan melakukan pengamatan secara langsung
sementara untuk melakukan pengukuran capacity dapat
dilakukan melalui beberapa pendekatan sebagai berikut:
(1) Pendekatan historis, yaitu menilai past performance, apakah
memunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu.
(2) Pendekatan finansial, vyaitu menilai latar belakang
pendidikan para pengurus. Hal ini sangat penting untuk

perusahaan-perusahaan  yang menghendaki  keahlian
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teknologi tinggi atau perusahaan yang memerlukan
profesionalisme tinggi seperti nimah sakit, biro konsultan,
dan lain-lain.

(3) Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon
nasabah pembiayaan memiliki kapasitas untuk mewakili
badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan perjanjian
pembiayaan dengan bank.

(4) Pendekatan manajerial, yaitu menilai sejauh mana
kemampuan dan keterampilan nasabah melaksanakan
fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
Pendekatan teknis, yaitu untuk menilai sejauh mana
kemampuan nasabah pembiayaan mengelola faktor-faktor
produksi, seperti tenaga kerja, sumber bahan baku,
peralatan, mesin-mesin, administrasi dan keuangan, dan
sampai kepada kemampuan merebut pasar.

3) Capital
Capital adalah jumlah dana atau modal yang dimiliki oleh
calon nasabah (debitur). Semakin besar modal sendiri dalam
perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon debitur
menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin
memberikan pembiayaan. Sedangkan menurut Kasmir, capital
adalah untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat

laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan
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pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas
dan ukuran lainnya. Capital juga dilihat dari sumber mana saja
modal yang ada sekarang ini. Dalam hal ini, pihak bank harus jeli
dalam melakukan analisis terhadap  posisi keuangan secara
menyeluruh, baik masa lalu dan masa datang. Dengan melihat
aspek ini, dapat diketahui kemampuan nasabah pembiayaan dalam
usaha nasabah yang dijalankannya. Cara umum bank syariah
ataupun BPRS yang dalam kegiatan operasionalnya tidak akan
bersedia membiayai jenis usaha 100%. Maksudnya adalah setiap
nasabah yang akan mengajukan permohonan pembiayaan harus

juga menyediakan modal sendiri.

4) Collateral

Collateral adalah agunan atau jaminan yang diberikan oleh
nasabah kepada bank atas pembiayaan yang diajukan Hal ini
penting dilakukan karena bank tidak akan membiayai pembiayaan
tersebut 100%, artinya harus ada modal dari nasabah. Tujuannya
jika nasabah juga ikut memiliki modal yang ditanamkan dalam
kegiatan tersebut, maka nasabah juga akan merasa memiliki
sehingga akan termotivasi untuk bekerja sungguh-sungguh agar
usaha tersebut berhasil, sehingga mampu untuk membayar
kewajiban pinjamannya. Selain itu, collateral (jaminan) berarti
harta kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan guna menjamin

kepastian pelunasan hutang jika dikemudian hari debitur tidak
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mampu melunasi hutangnya dengan jalan menjual jaminan dan
mengambil pelunasan dari penjualan harta kekayaan yang menjadi
jaminan itu. Jaminan meliputi jaminan yang bersifat materil berupa
barang atau benda (materil) yang bergerak atau benda yang tidak
bergerak misalnya tanah, bangunan, mobil, motor, saham dan
jaminan yang bersifat inmateril merupakan jaminan yang secara
phisik tidak dapat dikuasai langsung oleh bank misalnya jaminan
pribadi (brogtocht), garansi bank (bank lain).
5) Condition of Economy
Yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya
yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada
suatu saat mempengaruhi kelancaran usaha nasabah. Kondisi yang
akan dinilai terutama kondisi ekonomi saat ini, apakah layak untuk
menyalurkan pembiayaan untuk sektor tertentu. Kondisi ekonomi
yang perlu disoroti mencakup hal-hal sebagai berikut:

a) Pemasaran, yakni kebutuhan, daya beli masyarakat, luas pasar,
perubahan mode, bentuk persaingan, peranan barang substitusi.

b) Teknis produksi, yakni perkembangan teknologi, tersedianya
bahan baku, dan cara penjualan dengan sistem cash atau
pembiayaan.

Beberapa analisis yang terkait dengan condition of economy

antara lain:



1) Bank tidak terlalu fokus terhadap analisis condition of economy
pada pembiayaan konsumsi. Bank akan mengaitkan antara tempat
kerja calon nasabah dan kondisi ekonomi saat ini dan yang akan
datang, sehingga dapat diestimasikan tentang kondisi perusahaan
dimana calon nasabah bekerja. Kelangsungan hidup perusahaan
dan pekerjaan calon nasabah menjadi bahan pertimbangan
penting dalam pengambilan keputusan pembiayaan.

2) Kebijakan pemerintah. Perubahan kebijakan pemerintah
digunakan sebagai pertimbangan bagi bank untuk melakukan
analisis condition of economy.

6) Constraints

Constraints adalah batasan dan hambatan yang tidak
memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat dan
waktu tertentu guna menghindari terjadinya pembiayaan macet
karena Kkerugian usaha nasabah. Misalnya, pendirian suatu usaha
porn bensin yang disekitarnya banyak bengkel las atau pembakaran
batu bata. Dalam menilai kriteria pembiayaan hendaknya juga dilihat
sisi, hambatan atau rintangan yang akan menganggu kelancaran in
kelangsungan usaha nasabah yang bersangkutan. Jika usaha atau
bisnis yang akan dijalankan tersebut tidak dicermati lebih lanjut
maka akan menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah berupa
tunggakan macet dari pihak nasabah karena kerugian dari usaha yang

telah dijalankan tersebut. Sebaiknya suatu perusahaan dapat diterima
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di lingkungan perusahaan itu berdiri. Contoh lainnya adalah
meskipun seseorang berpengalaman dalam berdagang es kelapa
muda, akan tetapi jika ia diberikan pembiayaan usaha pada saat
musim hujan, maka dapat dipastikan pengembalian angsuran kepada
pihak bank akan bermasalah. Teori constraints mengakui adanya
kendala-kendala yang dapat membatasi Kkinerja suatu bisnis
perusahaan. Menurut teori constraints, jika hendak memperbaiki
kinerja, maka pihak bank atau nasabah pembiayaan harus marnpu
mengidentifikasi kendala dalam jangka pendek serta menemukan
solusi untuk kendala jangka panjang.
i. Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Modal Usaha
Sistem bagi hasil yang mengedepankan prinsip keadilan dan
kebersamaan dalam berusaha, baik dalam memperoleh keuntungan
maupun dalam menghadapi risiko. Profit sharing (bagi hasil), pada
dasarnya merupakan pembiayaan dengan prinsip kepercayaan dan
kesepakatan murni antara kedua belah pihak atau lebih yaitu, pemilik
modal (investor) dalam hal ini bank syariah dengan pemilik usaha
dalam hal ini nasabah adalah pengelola usaha. Nisbah bagi hasil
merupakan persentase keuntungan yang akan diperoleh shahibul mal
dan mudharib yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara

keduanya. Esensi bagi hasil sebenarnya sangat sederhana, yakni yang

%2 Henny Sri Astuty, “Prinsip 6C (Character, Capacity, Capital, Condition Of Economy, Collateral
dan Constraint) Dalam Wirausaha Mahasiswa ”, Jurnal Economia 11, no 1, (April, 2017) : 57.
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dibagi itu “hasil” usaha suatu bisnis/transaksi. Adapun nisbah dan bagi
hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank
syariah. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati
bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk
menentukan nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek
diantaranya: data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang
dijalankan, nisbah pembiayaan dan distribusi pembagian hasil.
Tingkat nisbah bagi hasil sangat mempengaruhi perkembangan bank
itu sendiri. Semakin optimal nisbah bagi hasil atau suatu pembiayaan,
maka akan semakin banyak nasabah yang dibiayai menjadi lebih giat
untuk mengembangkan usahanya dan nasabah tertarik untuk
menanamkan modalnya pada bank syariah.*®

Dalam NUC (Natural Uncertainty Countrack) pihak-pihak
yang saling berinteraksi saling mencampurkan asetnya (baik real aset
maupun financial assets) menjadi satu kesatuan, dan kemudian
menanggung risiko bersama sama untuk mendapatkan keuntungan. Di
sini keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Karena itu,
kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan (return), baik dari
segi jumlah (amount) maupun waktu (timing) nya. Seperti akad
mudharabah dan musyarakah yang merupakan akad pembiayan
berbasis bagi hasil yang mana akad tersebut tidak memberikan

kepastian pendapatan (return), baik dari segi jumlah maupun waktu.

%% Sugeng Widodo, Modal Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam (Yogyakarta: kaukaba, 2014 ),

175.
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Proses penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan ini ditentukan dengan
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
1) Tingkat keuntungan yang diharapkan pihak bank.
2) Perkiraan kemampuan keuntungan usaha yang dibiayai.
3) Menghitung nisbah hak nasabah.
4) Menghitung nisbah Bank, didapat dari sisa hak nasabah.**
Mekanisme perhitungan bagi hasil dapat dilakukan dengan dua
macam pendekatan, yaitu :
1) Profit Sharing
Dalam kamus ekonomi profit dapat diartikan sebagai laba.
Namun secara istilah profit adalah perbedaan yang timbul akibat
total pendapatan (total revenue) suatu perusahaan lebih besar dari
biaya total (total cost). Dalam perbankan syariah profit sharing
sering menggunakan istilah profit and loss sharing, di mana
pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima
atas hasil usaha yang diperoleh. Sistem profit and loss sharing
dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerja
sama antara pemodal (investor) dan pengelola modal
(enterpreneur) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, di
mana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam
usaha tersebut jika mendapatkan keuntungan akan dibagi kedua

pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, keuntungan

% Navadila Frurizka Susanto, Jenny Morasa dan Heinci R.N Wokas, “Analisis Penerapan Sistem
Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Menurut Psak No. 106 Di PT Bank Syariah Mandiri Kantor
Cabang Manado”, Jurnal Emba 5, no.2 (Juni 2017) : 3.
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yang akan dibagikan adalah seluruh pendapatan setelah dikurangi
dengan biaya-biaya operasional selama proses usaha. dan jika
usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi.
2) Revenue Sharing

Revenue sharing berasal dari dua suku kata yang berasal
dari bahasa Inggris. Revenue berarti penghasilan, hasil atau
pendapatan. Sedangkan sharing merupakan bentuk kata kerja dari
share yang artinya bagi. Jadi secara bahasa revenue sharing adalah
pembagian hasil, penghasilan, dan pendapatan. Dalam kamus
ekonomi revenue adalah hasil uang yang diterima oleh suatu
perusahaan dari penjualan barang-barang dan jasa-jasa. Dalam
prinsip ekonomi revenue dapat diartikan sebagai total penerimaan
dari hasil usaha dalam kegiatan produksi. Revenue meliputi total
harga pokok penjualan (modal) ditambah keuntungan dari hasil
penjulan (profit). Dalam perbankan syariah, revenue adalah hasil
yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) ke dalam
bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak
lain. Hal ini merupakan selisin atau angka lebih dari aktiva

produktif dengan hasil penerimaan bank.*®

% Muhammad, Manajemen Bank Syariah (Yogyakarta: AMP YKPN,2010), 120.
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2. Akad Musyarakah
a. Pengertian Akad Musyarakah

Kata “syirkah” atau syarikah terambil dari kata syarikah-
yasrakusyarkan-wasyirkatan. Secara harfiah berarti persekutuan,
perseroan, perkumpulan, perserikatan dan himpunan. Dalam istilah
syirkah adalah suatu akad dua orang atau lebih untuk bekerjasama dan
berserikat dalam keuntungan.®® Adapun pengertian lain tentang
musyarakah atau syirkah ialah suatu perjanjian usaha antara dua atau
beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu objek,
masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta atau
menggugurkan haknya dalam manajemen proyek. Keuntungan dari hasil
bersama ini dapat dibagikan menurut proporsi penyertaan modal
masing-masing maupun menurut kesepakatan bersama. Manakala
merugi kewajiban hanya sampai batas modal masing-masing. Dapat
disimpulkan bahwa musyarakah adalah suatu praktek dalam muamalah
yang dianjurkan dalam agama Islam. Perjanjian bagi hasil antara pihak
yang telah bersepakat untuk berserikat di mana masing-masing pihak
menyediakan dana campuran dan dana tersebut diubah menjadi bisnis.
Pemegang saham tidak diharuskan untuk berpartisipasi dalam
pengelolaan perusahaan, dan para pihak dalam kontrak dapat berbagi

tugas operasi bisnis sesuai kontrak, dan mengklaim upah/gaji untuk

% Sayyid Sabiqg, Fighus Sunnah (Beirut : Darul Fikri, 1992), 294.
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pekerjaan dan pengalaman yang terkait dengan pekerjaan.*” Modal yang
diserahkan dalam akad musyarakah ini dapat berupa uang, dan harta
benda yang dapat dinilai dengan uang, jika modal berbentuk aset harus
terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh mitra.

Dalam sebuah musyarakah, pihak pengusaha (pelaksana)
menambahkan sebagian modalnya sendiri pada modal yang dipasok oleh
para investor, dengan begitu ia membuka diri terhadap risiko kehilangan
modal. Dalam hal ini kontribusi finansial pengusaha memerlukan
perbedaan antara dua pemodalan Profit and Loss Sharing System karena
si wakil (pihak pelaksana usaha) juga turut menanamkan modalnya,
maka ia dapat mengklaim suatu presentase laba yang lebih besar. Dalam
kebanyakan aspek lainya, musyarakah memiliki karakteristik yang sama
dengan mudharabah.

Lembaga-lembaga keuangan Islam menerjemahkan syirkah
dengan istilah participation financing, atau kemitraan yang memberikan
modal guna membiayai investasi. Dalam hal ini bank-bank Islam
memberikan  fasilitas musyarakah kepada nasabahnya untuk
berpartisipasi dalam sebuah proyek atau suatu perusahaan. Sebagai
patner bagi nasabah, bank mempunyai hak yang sama dengan sesama
mitra usaha yang lain untuk turut serta mengelola usaha yang dibiayai.

Memperoleh keuntungan dan menanggung risiko kerugian yang telah

¥ Rani Rahayu dan M. Zidny Nafi’ Hasbi, “Teori Dan Konsep Akad Musyarakah Dan
Penerapannya Dalam Perbankan Syariah”, Jurnal Keislaman, no.2 (2022) : 177.
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diatur berdasarkan profit and loss sharing principle pada akad perjanjian
sebelumnya, atau menurut undang-undang No. 21 tahun 2008 lebih
dikenal dengan istilah bagi hasil.*®

Musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih
perusahaan pemilik dan atau modal bekerja sama sebagai mitra usaha,
membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha
pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi
tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan
mengelola usaha sesuai kesepakatan dan para pihak juga dapat meminta
gaji atau upah untuk tenaga dan keahlian yang para pihak curahkan
untuk usaha tersebut, proporsi keuntungan dibagi diantara para piak
menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai
dengan proporsi modal yang disertakan, atau dapat pula berbeda dari
proporsi modal yang para pihak sertakan. Sementara kerugian, apabila
terjadi akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan
modal masing-masing, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam
musyarakah keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan para pihak,
sedangkan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan proporsi
penyertaan modal masing-masing pihak. Musyarakah pada umumnya
perjanjian yang berjalan terus sepanjang usaha yang dibiayai bersama
terus beroperasi. Meskipun demikian, perjanjian musyarakah dapat

diakhiri dengan atau menutup usaha. Apabila usaha ditutup dan

% Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syariah (Jakarta : BMI, 2000), cet ke-

1,53.
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dilikuidasi, maka masing-masing mitra usaha mendapat hasil likuidasi
aset sesuai nisbah penyertaannya. Apabila usaha terus berjalan, maka
mitra usaha yang ingin mengakhiri perjanjian dapat menjual sahamnya
ke mitra usaha yang lain dengan harga yang disepakati bersama.*
Prinsip musyarakah dijalankan berdasarkan partisipasi antara
pihak bank dengan pencari biaya untuk diberikan dalam bentuk proyek
usaha, dan partisipasi ini dijalankan berdasarkan sistem bagi hasil baik
dalam keuntungan maupun kerugian. Syarat-syarat yang berkenaan
dengan kontrak musyarakah berdasarkan kesepakatan yang telah
dibicarakan antara kedua belah pihak (bank dan partner) umumnya
pihak bank memberikan modal dan manajemen usahanya kepada
partner, musyarakah boleh dilakukan antara individu. Individu dengan
lembaga, dan antara lembaga berbadan hukum. Salah satu prinsip bagi
hasil yang banyak dipakai dalam perbankan syariah adalah musyarakah.
Di mana musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek
di mana nasabah dan bank secara bersama-sama menyediakan dana
untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah
mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati

untuk bank.*

% Arcarya, Akad & Poduk Bank Syariah (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), 88.
0 Sutono, “Implikasi Akad Musyarakah Mutanaqisah Perbankan Syari’ah (Studi Peluang Dan

Resiko Di Bank Mu’amalat Surabaya),” AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Penelitian
Ekonomi Islam 8, no. 2 (Juli 2020) : 4.
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b. Dasar Hukum Akad Musyarakah
Dasar hukum musyarakah yaitu dalam Al-Qur’an Allah SWT
berfirman dalam surat Shaad ayat 24 :
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Artinya: “Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim
kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk
ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya
kebanyakan dari orang- orang yang berserikat itu
sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang
lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan
amal yang saleh dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud
mengetahui bahwa kami mengujinya. Maka ia meminta
ampun kepada tuhannya lalu menyungkur sujud dan
bertaubat” (Q.S Shaad:24)

Selain dari al Qur’an dan hadits dasar hukum pembiayaan
musyarakah juga bisa dilihat dari fatwa DSN MUI. Pembiayaan
musyarakah bisa dilihat pada fatwa DSN MUI No: 08/DSN-
MUI/1V/2000 tentang pembiayaan musyarakah dengan ketetapan terkait
ijab gabul, pihak-pihak dalam pembiayaan musyarakah, objek akad dan
biaya operasional dan persengketaan.

c. Jenis-Jenis Musyarakah
Musyarakah terbagi menjadi dua yaitu musyarakah kepemilikan

dan musyarakah akad (kontrak). Musyarakah kepemilikan terjadi karena

warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang menyebabkan kepemilikan
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suatu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini,

kepemilikan dua orang atau lebih berbagi ke dalam sebuah aset nyata

dan berbagi pula dalam keuntungan yang dihasilkan oleh aset tersebut.

Sedangkan musyarakah akad tercipta karena kesepakatan di mana dua

orang atau lebih setuju bahwa setiap orang dari mereka bersepakat

berbagi keuntungan dan kerugian, musyarakah akad ini terbagi menjadi

5 yaitu:*

1) Syirkah Inan Adalah kontrak antara dua orang atau lebih, setiap pihak
memberikan satu porsi, akan tetapi porsi masing-masing pihak baik
dalam dana maupun Kkerja atau bagi hasil tidak harus sama dan sesuai
dengan kesepakatan mereka.

2) Syirkah Wafadhah Adalah kontrak antara dua orang atau lebih, setiap
pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan
berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan
kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat pertama dari
musyarakah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, Kkerja,
tanggung jawab dan beban uang yang dibagi masing-masing pihak.

3) Syirkah Al-4’mal/Abdan Syirkah ini di bentuk oleh beberapa orang
dengan modal profesi dan keahlian masing-masing. Profesi dan
keahlian ini bisa sama dan bisa juga berbeda. Misalnya satu tukang

cukur dan pihak lainnya tukang jahit, mereka menyewa satu tempat

* Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik , 92-93.
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untuk perniagaannya dan bila mereka mendapat keuntungan dibagi
menurut kesepakatan diantara mereka.

4) Syirkah Wujuh Adalah kotrak kerjasama dua orang atau lebih yang
miliki reputasi dan prestasi baik, serta ahli dalam bisnis. Mereka
membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual
barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi kedalam keuntungan
dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan
oleh tiap mitra.

5) Syirkah Al Mudharabah Adalah akad kerjasama usaha antara dua
pihak di mana pihak shahibul mal menyediakan seluruh modal,
sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

Dalam semua bentuk syirkah tersebut, kecuali syirkah
mudharabah berlaku jika usaha bisnis untung maka pembagian
keuntungannya didasarkan menurut nisbah bagi hasil yang telah
disepakati oleh pihak-pihak yang berakad. Dan bila bisnis rugi maka
kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan
akibat dari kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu akibat
kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas
kerugian tersebut.

. Manfaat Pembiayaan Musyarakah

1) Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat

keuntungan usaha nasabah meningkat.
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2) Bank tidak berkewajiban dalam jumlah tertentu kepada nasabah
pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan usaha
bank, sehingga bank tidak akan mengalami negative sperad.

3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/arus
kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.

4) Bank akan selektif dan berhati-hati prodent mencari usaha yang
benar-benar halal, aman, menguntungkan. Hal ini karena keuntungan
yang riil dan benar-benar terjadi maka itulah yang dibagikan.

5) Prilnsilp bagil hasill dalam musyarakah ilnil belrbelda delngan
prilsilp bunga teltap, dil mana bank akan melnagilh pelnelrilmaan
pelmbilayan (nasabah) satu jumlah bunga teltap belrapapun
keluntungan yang dilhasillkan nasabah, bahkan selkalilpun melrugil
dan telrjadil krilsils elkonomil.42

e. Syarat dan Rukun Musyarakah
Dalam ajaran Islam untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan
rukun dan syarat dari suatu akad. Para ulama dan praktisi perbankan
telah menjabarkan syarat musyarakah sebagai berikut:*?

1) Dua orang atau lebih mengucapkan shighat atau ijab dan gabul untuk
memahami kerelaan dan kejelasan tujuan dari dua orang atau lebih
saat menandatangani akad.

2) Syarat bagi mereka yang menandatangani akad musyarakah adalah

harus diberi atau diberi hak perwakilan secara bijaksana.

*2 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, 93.
*8 Hoirun Ichfan dan Umrotul Hasanah, "Aplikasi Pembiayaan Akad Musyarakah Pada Perbankan
Syariah", Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam 2, no. 2 (Juni 2021) : 3.
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3) Dana yang diberikan harus dalam bentuk uang tunai, atau aset
komersial seperti persediaan, properti, dan peralatan.

Adapun rukun musyarakah yaitu :

1) Bentuk (shighat) penawaran dan penerimaan (ijab gabul).

2) Pihak yang berkontrak.

3) Objek kesepakatan modal dan kerja.

f. Pelaksanaan Akad Musyarakah
Berikut adalah pelaksanaan/mekanisme pelaksaan musyarakah:**

1) Nisbah bagi Bank dan nasabah masing masing sebagai mitra usaha
yang menyediakan dana atau barang untuk membiayai sesuatu
kegiatan usaha tertentu.

2) Nasabah bertindak sebagai pemegang usaha dan pihak bank sebagai
mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan
tugas dan wewenang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak
seperti melakukan review, meminta bukti-bukti dari laporan usaha
yang telah dijalani oleh nasabah dan dari bukti tersebut yang dapat
dipertanggung jawabkan.

3) Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam
bentuk nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

4) Nisbah bagi hasil yang sudah di sepakati sebelumnya tidak dapat
berubah sepanjang waktu investasi, kecuali jika mendapat

kesepakatan dari para pihak hasil yang sudah disepakati sebelumnya

* Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik 90-92.
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tidak dapat berubah sepanjang waktu investasi, kecuali jika mendapat
kesepakatan dari para pihak.

5) Dalam pembiayaan atas dasar akad musyarakah dana yang diberikan
harus sesuai dengan jumlah yang dinyatakan dengan jelas.

6) Jika dalam bentuk barang maka harus diberikan barang yang nilainya
sesuai dengan harga pasar dan jumlahnya dinyatakan dengan jelas.

7) Jangka waktu atas dasar pembiayaan akad musyarakah,
pengembalian dana dan pembagian bagi hasil sesuai dengan yang
sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

8) Pengembalian pembiayaan akad musyarakah dapat dilakukan dengan
2 cara yaitu:

a) Dapat dilakukan secara bertahap, artinya nasabah mengangsur
setiap bulannya.

b) Nasabah dapat membayar angsuran hanya dalam satu kali pada
akhir periode pembayaran angsuran.

9) Pembagian bagi hasil berdasarkan laporan hasil usaha yang
dijalankan oleh nasabah beserta bukti pendukung yang dapat
dipertanggung jawabkan.

10) Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional dan

sesuai dengan modal yang diberikan oleh masing — masing pihak.
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g. Flowchart Pelaksanaan Akad Musyarakah

Gambar 2.1
skema pembiayaan musyarakah
Nasabah Bank
Proyek Usaha
Nisbah X % Nisbah Y %

Pendapatan Usaha

Bagi Hasil Keuntungan

Sumber: buku bank syariah dari teori ke praktik
Keterangan:
1) Bank dan bersama-sama dengan nasabah menyediakan dana untuk
membiayai suatu kegiatan usaha/proyek tertentu.
2) Bagi hasil keuntungan proyek didasarkan pada pendapatan dengan
jumlah nisbah yang telah disepakati pada awal akad.
3) Bank dan bersama-sama dengan nasabah menyediakan dana untuk

membiayai suatu kegiatan/proyek tertentu.
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4) Bagi hasil keuntungan proyek didasarkan pada pendapatan dengan

jumlah nisbah yang telah disepakati di awal akad.*®

*® |katan Bank Indonesia, Memahami Bisnis Bank Syariah (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama,
(2014), 60
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METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara untuk memperoleh pengetahuan,

memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi. Pada dasarnya metode penelitian

merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan serta kegunaan

tertentu.*® Kemudian dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode

penelitian yang meliputi :

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Penelitian
ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah
penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang
dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan,
dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-
kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan
memanfaatkan berbagai metode alamiah.*” Pendekatan kualitatif dipilih karena
penelitian ini bertujuan untuk bagaimana mekanisme pelaksanan pembiayaan
modal usaha melalui akad musyarakah di BPRS Bhakti Sumekar Jember.

Jenis penelitian yang digunakan jenis penelitian deskriptif yaitu dapat
diartikan juga sebagai penelitian yang dimaksudkan untuk mengambarkan
fenomena individu, situasi, atau sekelompok tertentu dengan akurat. Dengan
kata lain tujuan penelitian adalah mendeskripsikan suatu peristiwa atau kondisi

saat ini.

*® Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013), 2.
" Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), 6.
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B.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah di mana suatu
penelitian dilakukan. Penetapan suatu lokasi penelitian merupakan tahapan
pentingdaam penelitian, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian maka
akan mempemudah peneliti melakukan penelitian sesuai dengan permasalahan
yang diangkat oleh peneliti. Adapun lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti
adalah Bank BPRS Bhakti Sumekar Jember, JI. Trunojoyo No0.123, Kauman,
Kepatihan, Kec Kaliwates. Alasan peneliti menentukan lokasi penelitian
dilakukan penjajakan pada lapangan untuk mencari kesesuaian dengan
kenyataan yang ada di teori. Karena merupakan salah satu lembaga keuangan
bank yang menerapkan pembiayaan musyarakah, yaitu pembiayaan
musyarakah, BPRS Bhakti Sumekar memiliki transaksi pembiayaan
musyarakah hanya satu pembiayaan, dikarenakan mencari nasabah dengan
akad musyarakah lebih sulit daripada pembiayaan dengan akad murabahah dan
pembiayaan musyarakah nilainya lebih besar daripada pembiayaan yang lain.
Sehingga BPRS Bhakti Sumekar hanya memiliki satu nasabah dengan akad
musyarakah. Selama ini lembaga yang melakukan kerjasama dengan BPRS
Bhakti Sumekar dengan menggunakan akad musyarakah, yaitu PT Citra Utama
Niaga Nusantara Banyuwangi. Akad dilaksanakan sejak tanggal 16 Oktober
2019 sampai saat ini. Usaha ini bergerak di bidang developer perumahan
dengan fokus pembangunan kontruksi di Perumahan Graha Pesona Kabat
Banyuwangi. Nilai kontrak sebesar Rp4.750.000.000 (empat miliar tujuh ratus

lima puluh juta rupiah) selama 24 bulan dengan nisbah bagi hasil bank 10%
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dan nasabah 90%. Proyeksi pembagian hasil Rp535.470.833 (lima ratus tiga
puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga
rupiah).
. Subyek Penelitian

Penelitian ini menggunakan purposive dalam menentukan subjek
penelitian. Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan
secara purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan tertentu dan tujuan
tertentu.

Teknik penentuan subyek penelitian yang dipilih di BPRS Bhakti
Sumekar Jember:
1. Hasanol Imam sebagai Pimpinan BPRS Bhakti Sumekar Jember
2. Fajar Tri P.B sebagai Account Officer (AO) BPRS Bhakti Sumekar Jember
3. Dwi Arief Setiawan sebagai Account Officer (AO) BPRS Bhakti Sumekar

Jember

4. Wahid Wahyudi sebagai Remidial BPRS Bhakti Sumekar Jember

Secara umum penerapan akad musyarakan di BPRS Bhakti Sumekar
Cabang Jember itu mengikuti ketentuan Bank Syariah pada umumnya, mulai
dari pengajuan pembiayaan sementara nisbah bagi hasilnya dan deposito
sedikit berbeda dari BPRS pada umumnya yaitu lebih besar sekitar 7,5% dan
ini menjadi sebuah keunggulan dari BPRS Bhakti Sumekar dibanding BPRS

lainya.
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D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam

penelitian ini. penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1.

2.

Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dengan mengadakan
pengamatan langsung pada objek yang akan diteliti. Tujuannya adalah untuk
lebih mengetahui keadaan sesungguhnya yang terjadi di lapangan.
Observasi  kualitatif merupakan observasi yang didalamnya peneliti
langsung terjun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas
individu-individu di lokasi penelitian.*®

Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung,
hal ini dilakukan untuk mengetahui secara pasti pelaksanaan pembiayaan
modal usaha atas penggunaan akad musyarakah.

Dalam penelitian ini teknik observasi yang digunakan untuk
menggali data tentang:
a. Pelaksanaan pembiayaan modal usaha atas penggunaan akad musyarakah
b. Mekanisme penggunaan akad musyarakah terhadap pembiayaan modal

usaha.

Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal atau semacam
percakapan yang memerlukan kemampuan untuk merumuskan buah pikiran

atau perananya dengan tepat. Bentuk wawancara yang dipakai adalah

*® John W Creswell, Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2010), 47.
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wawancara bebas dan bebas terpimpin. Bentuk wawancara yang dipakai
adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, cara ini dipakai guna
lebih memudahkan dalam tercapainya suatu tujuan. Penulis menggunakan
metode ini sebagai metode pokok dalam memperoleh data dari lokasi
penelitian, terutama yang berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan
pembiayaan modal usaha melalui akad musyarakah di BPRS Bhakti
Sumekar Jember.
3. Dokumentasi
Dokumentasi ini merupakan teknik untuk mempelajari data yang
sudah tercatat di dalam beberapa dokumen, di mana data tersebut dapat
dijadikan bahan dalam melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian.
Dengan demikian metode dokumentasi yang dipakai dalam penelitian ini
digunakan untuk mencari data-data yang sudah didokumentasikan seperti
buku-buku, laporan, arsip, artikel dan lain-lain. Adapun data yang diperoleh
dari metode penelitian ini adalah:
a. Profil BPRS Bhakti Sumekar Jember
b. Visi dan misi BPRS Bhakti Sumekar Jember
E. Analisis Data
Analisis data dalam penelitian kualitatif, bersifat induktif, yaitu suatu
analisis berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan menjadi
hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut,
selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya

dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan
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data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara
berulang-ulang dengan tekhnik triangulasi, ternyata hipotesis di terima, maka
hipotesis tersebut dikembangkan menjadi teori.*°
Analisis data berlangsung secara bersama-sama dengan proses
pengumpulan data dengan alur tahapan sebagai berikut:
1. Reduksi data
Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Reduksi
data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada
penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul
dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung
terus-menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif
berlangsung atau selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data
berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode,
menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis
memao.
2. Penyajian data
Data hasil reduksi, data tersebut disusun menjadi satuan-satuan yang
kemudian dikategoresasikan pada langkah berikutnya.
3. Display data
Display data merupakan proses menampilkan data secara sederhana
dalam bentuk kata-kata, kalimat, naratif, tabel, matrik, dan grafik dengan

maksud agar data yang telah dikumpulkan dikuasai oleh peneliti sebagai

* Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 245.
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dasar untuk mengambil kesimpulan yang tepat. Data berupa teori, definisi
dan subtansinya dari beberapa literatur dan peraturan perundang-undangan
serta data primer yang diperoleh dari wawancara dianalisis dengan teori dan
pendapat para pakar yang relevan.
F. Keabsahan Data
Bagian ini memuat usaha-usaha yang hendak dilakukan peneliti untuk
memperoleh keabsahan data-data temuan di lapangan. Agar diperoleh temuan
yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-
teknik keabsahan data seperti perpanjangan kehadiran peneliti dilapangan,
observasi secara lebih mendalam, pembahasan oleh teman sejawat, analisis
kasus lain, melacak kesesuaian hasil, dan pengecekan anggota (member
check).®® Dalam penelitian ini, peneliti meggunakan tekhnik triangulsi.
Penelitian ini menggunakan triangulasi metode. Triangulasi metode
dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang
berbeda. Dalam penelitian kualitatif peneliti mengunakan metode wawancara,
observasi dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan
gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu.>*
G. Tahap-Tahap Penelitian
Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan

dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian sebenarnya, dan sampai pada

*0 Tim Penyusun, Pedoman Karya IImiah, 48.

>1 |if Ahmad Syarif, Edy Utomo dan Eko Prihartanto “Identifikasi Potensi Pengembangan Wilayah
Pesisir Kelurahan Karang Anyar Pantai Kota Tarakan”, Jurnal Cakrawala lImiah(JCI) 1, no. 3
(2021) : 227.
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penulisan laporan.®®> Penelitian ini dilakukan secara sistematis dengan
mengetahui tahapan-tahapan yang dilakukan saat penelitian.
1. Tahap pra penelitian lapangan
Tahap pra lapangan merupakan tahapan yang dilakukan sebelum
terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian. Pada penelitian pra-
lapangan untuk terdapat enam tahapan diantaranya:
a. Menyusun rancangan penelitian
b. Memilih lapangan penelitian
c. Menjajaki dan menilai lapangan
d. Mengurus perizinan
e. Menentukan informan
f.  Menyiapkan mental didik dan perlengkapan penelitian
2. Tahap pelaksanaan penelitian
Tahap ini merupakan tahap yang dilakukan ketika peneliti
melakukan penelitian dilapangan. Diantaranya:
a. Memahami latar belakang penelitian
b. Memasuki lapangan penelitian

c. Mengumpulkan data

>2 Tim Penyusun, Pedoman Karya lImiah, 48.



BAB IV
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS
A. Gambaran Objek Penelitian
1. Sejarah Berdirinya Bank Pembiayaaan Rakyat Syariah Bhakti
Sumekar Jember
Sejarah BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember dipaparkan
oleh Bapak Hasanol Imam selaku kepala cabang sebagai berikut:
Jadi awal mula BPRS Bhakti Sumekar ini yaitu namanya PT. BPR
Dana Merapi yang didirikan pada tahun 1993 yang berada di kota
pemerintah Kabupaten Sumenep demi untuk meningkatkan dan
mendayagunakan potensi ekonomi daerah dalam rangka
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Setelah itu pada
tahun 2002 PT. BPR Dana Merapi ini berubah nama menjadi PT.
BPRS Bhakti Sumekar dan setelah berkembang kemudian
membangun cabang di berbagai kota salah satunya itu di Jember,
tepatnya pada tahun 2017 PT. BPRS Bhakti Sumekar itu
diresmikan di kabupaten Jember.>®
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Dikeluarkan
undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan
peraturan pemerintah No. 25 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom. Maka kewenangan otonom
saat ini telah diserahkan kepada daerah. Kewenangan tersebut mencakup
penanganan segala urusan rumah tangga daerah sebagai lembaga berikut
perangkatnya.
Serta untuk meningkatkan dan mendayagunakan potensi ekonomi

daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD),

pemerintah kabupaten Sumenep sangat memerlukan peran lembaga

% Hasanol Imam, diwawancara oleh Penulis, Jember, 25 Oktober 2023.
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keuangan yang diharap dapat memenuhi tujuan tersebut. Dimana pada
gilirannya lembaga keuangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan
dan mendayagunakan perekonomian daerah guna mencapai keejahteraan
masyarakat daerah secara merata. Bentuk lembaga keuangan yang sesuai
dengan yang sesuai dengan kondisi daerah Sumenep yang sangat ideal
adalah lembaga keuangan mikro.

Dalam hal ini adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS).
Untuk memenuhi maksud dan tujuan melakukan akuisisi Bank
Pengkreditan Rakyat yang berdomisili di Sidoarjo yaitu PT. BPR Dana
Merapi  untuk kemudian direkolasi ke kabupaten Sumenep. Untuk
melakukan akuisi terhadap PT. BPR Dana Merapi Pemkab Sumenep
membuat Memorandum Of Undestanding (MOU) dan surat perjanjian
kerja sama pendirian BPRS di Kabupaten Sumenep Nomor
910/608b/435.304/20010011/BMI/PKS/X11/2001 yang ditandatangani
oleh bupati Sumenep dan PT. Bank Syari’ah Muamalat Indonesia. Thk
pada tanggal 27 desember 2001. Dalam MOU tersebut pihak PT. Bank
Muamalat sebagai pelaksanaan dalam proses pengambilalihan BPR serta
bertanggung jawab terhadap pemberian konsultasi untuk perijinan,

rekruitmen, pelatihan, dan pembinaan. >*

> Laporan Tahunan BPRS Bhakti Sumekar Jember 2022.
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. Visi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Terwujudnya masyarakat yang makin sejahtera dengan dilandasi
nilai-nilai agama dan budaya.
. Misi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
a. Intermediasi antar pelaku ekonomi yang berlebih dengan yang kurang
dalam permodalan berdasar syariah.
b. Membantu melaksanakan pemberdayaan pengusaha ekonomi Kkecil
dan menengah.

c. Mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.



4. Struktur BPRS Bhakti Sumekar Jember

Gambar 4.1
Struktur Anggota BPRS Bhakti Sumekar Jember

Teller

Venthy B.K

Admin

Dessy Ayu

Akunting

Legal

Melisa Sofyana P
Dicky Ardiansyah

Costumer Service

Pimpinan Cabang
Wiwin adiwiyanti

Hasanol Imam

PE

AO/Remedial

Raka Sebastian
1. Wahid Wahyudi

2. Dwie ArifS.
3. Fajar

Sumber: Data dari BPRS Bhakti Sumekar Jember
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5. Deskripsi Jabatan (Job Description)

a. Pimpinan cabang

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Mewakili direksi dan atas nama perseroan, mengikat perseroan
dengan pihak lain dengan perseroan sebatas lingkup kerja kantor
cabang jember

Bertanggung jawab atas operasional kantor cabang dan yang
berhubungan dengan pihak intern dan ekstern peruahaan
Merumuskan dan mengusulkan kebijakan umum kantor cabang
untuk program tahunan yang disetujui oleh direksi serta disahkan
oleh dewan komisaris agar tercapai tujuan perusahaan

Menyusun dan mengusulkan rencana anggaran cabang dan
rencana kerja tahunan yang disetujui oleh direksi

Memberi persetujuan atas penggunaan formulir-formulir dan
dokumen-dokumen lainnya dalam transaksi kantor cabang
Menyetujui pengeluaran biaya rutin maksimum dan selebihnya
atas persetujuan direksi

Mengamakan harta kekayaan perseroan agar terlindung dari

bahaya kebakaran, pencurian, perampokan, dan kerusakan

b. Accounting

1) Membuat pembukuan keuangan kantor

2) Melakukan posting jurnal operasional

3) Membuat laporan keuangan
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4) Menginput data jurnal akuntansi ke dalam sistem yang dimiliki
perusahaan

5) Memeriksa dan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen yang
berhubungan dengan transaksi keuangan

6) Melakukan rekonsiliasi dan penyesuaian data finansial

. Teller

1) Menerima setoran dari nasabah tunai ataupun non tunai, kemudian
memposting di sistem komputer bank

2) Mengatur dan bertanggung jawab atas dana kas yang tersedia

3) Memberikan pelayanan transaksi di kantor bank dan melakukan
posting di sistem computer bank

4) Bertanggug jawab atas kecocokan pencatataan transaksi dengan

dana kas yang terjadi secara harian

. Admin

1) Menyiapkan surat-surat perjanjian dan surat pengikatan agunan
yang terkait pengajuan pembiayaan nasabah

2) Mengawasi dan bertanggung jawab atas pengarsipan semua
dokumen nasabah, khususnya berkas jaminan pembiayaan nasabah

3) Menghubungi notaris untuk pengikatan secara notariil dan keaslian

dokumen

. Legal

1) Mengatur, mengawasi, melakanakan kegiatan administrasi dan

dokumentasi pemberian pembiayaan



2)

3)

4)

5)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
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Melakukan kegiatan untuk mengamankan posisi bank dalam
memberikan pembiayaan sesuai dengan hukum yang berlaku
Memeriksa perlengkapan dan aspek yudiris setiap dokumen
permohonan pembiayaan

Mellakukan taksasil (taksilran) jamilnan selsuail harga pasar
Melakukan pengikatan atau akad pembiayaan dengan calon

nasabah

. Customer Service

Memberikan pelayanan kepada nasabah dalam memberikan
informasi produk

Membantu nasabah dalam melakukan proses pembukaan rekening
tabungan dan deposito

Membantu nasabah dalam melakukan penutupan rekening
tabungan dan deposito

Membantu nasabah dalam pencairan deposito

Memberikan informasi saldo simpanan nasabah

Menerima berkas pengajuan pembiayaan calon debitur
Menyediakan materai untuk akad pembiayaan maupun bliyet
deposito, dan bertanggug jawab atas pengelolaannya

Membuat surat keluar dan memo internal

Bertanggung jawab atas penomeran surat keluar, surat masuk, dan

memo internal. Serta bertanggung jawab pengarsipannya

10) Menyimpan berkas tabungan dan deposito
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11) Memberikan pelayanan informasi perbankan lainnya kepada

nasabah, terutama dalam menangani permasalahan transaksi

nasabah

g. AO/Remidial

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

Melakukan penagihan mimgguan atau bulanan terhadap debitur
Menyetorkan hasil penagihan kredit mauoun tabungan ke kasir
Mengatasi kreditbermasalah

Membuat rekap hasil peagihan

Melaporkan kepada aparat apabila menyalahi dari perjanjian kredit
Bertanggung jawab terhadap hasil penagihan

Membuat laporan penagihan kredit

6. Letak Geografis

Kantor cabang BPRS Bhakti Sumekar Jember terletak

JI.Trunojoyo No. 123a, Kauman, Kepatihan, Kec Kaliwates, Kabupaten

Jember, Jawa Timur (68131). Mengingat letak BPRS Bhakti Sumekar

Jember yang cukup potensial yang strategis, sehingga mudah dijangkau

oleh masyarakat. Selain strategi pemasaran produk yang dimiliki BPRS

Bhakti Sumekar ini untuk meningkatkan keunggulan dalam persaingan

dengan bank-bank yang lain.*

% Laporan Tahunan BPRS Bhakti Sumekar Jember 2022.
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7. Produk dan Layanan BPRS Bhakti Sumekar Jember
a. Produk Layanan Digital
1) Layanan multibiliter
Merupakan layanan pemerintah pembayaran tagihan berupa
PLN, PDAM, BPJS, dan pembelian berupa pulsa, paket data, token
listrik, tiket pesawat dikantor layanan BPRS Bhakti Sumekar.
2) BPRS BS Notifikasi
Merupakan layanan untuk memberikan informasi dari setiap
transaksi nasabah yang berupa penarikan tabungan minimum 10
juta dan pencairan deposito dan pemberitahuan tagihan kepada
nasabah dikirimkan melalui sms banking.
b. Layanan ATM Tanpa Kartu
Merupakan layanan untuk melakukan tarik tunai dan transfer
antar rekening dimesin ATM BPRS Bhakti Sumekar Jember tanpa
menggunakan kartu.
c. Layanan Digital Banking
Merupakan layanan digital milik bank yang dilakukan secara
mandiri oleh nasabah dan memungkinkan nasabah bank memperoleh
informasi, registrasi pembukaan rekening sehingga transaksi
perbankan secara digital. Layanan digital banking BPRS diantaranya
mobile banking/BBS mobile, BBS setrik, BBS merchant, tabungan

gaul 1B, dan ATM/CRM cardless.
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d. Produk Pendanaan
1) Tabungan Barokah
Layanan tabungan bagi masyarakat umum sebagai
persiapan masa depan dengan prinsip wadi ‘a (titipan).
2) Tabungan Simpana Pelajar IB
Layanan tabungan khusus bagi para pelajar dengan prinsip
wadi 'ah (titipan) yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank
yang berada di Indonesia guna untuk membudayakan menabung
sejak dini.
3) Tabugan Qurban
Layanan tabungan bagi masyarakat umum yang
berkeinginan untuk persiapan dana qurban di hari raya idul adha
dengan prinsip mudharabah (bagi hasil).
4) Tabungan Haji
Layanan tabungan untuk membantu masyarakat umum
dalam merencanakan ibadah haji dengan prinsip wadiah.
5) Tabungan Umrah
Layanan tabungan untuk membantu masyarakat umum
dalam merencanakan ibadah umrah dengan prinsip mudharabah

(bagi hasil).
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6) Tabungan Hari Raya
Layanan tabungan yang baru dikeluarkan di tahun 2016 ini
diperuntukkan bagi masyarakat dalam mempersiapkan dana untuk
hari raya idul fitri dengan prinsip mudharabah (bagi hasil).
7) Deposito Mudharabah
Layanan simpanan berupa deposito berjangka untuk
masyarakat umum yang berkeinginan menginvestasikan dana
sebagai persiapan jangka panjang dengan prinsip mudharabah (bagi
hasil).
e. Produk Pembiayaan
1) Pembiayaan Serba Guna
Layanan pembiayaan untuk PNS/karyawan swasta yang
memiliki pengahasilan tetap dengan menggunakan akad murabahah
(jual beli) untuk melakukan pembelian barang sebagai keperluan
nasabah.
2) Pembiayaan Kendaraan
Layanan pembiayaan bagi PNS/karyawan swasta atau instusi
yang sepakat mengadakan perjanjian kerjasama untuk pembelian
kendaraan roda dua atau sepeda angin.
3) Pembiayaan Modal Kerja UMKM
Layanan pembiayaan modal kerja atau investasi untuk
perorangan yang memiliki usaha kecil menengah dengan akad

murabahah (jual beli) atau mudharabah (bagi hasil).
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4) Pembiayaan Talangan Umrah

5)

6)

7)

8)

Layanan pembiayaan talangan umrah untuk membantu anda
dalam mewujudkan niat dan impian beribadah umrah.
Pembiayaan Ar-Rahn (Gadai Emas)

Layanan pembiayaan mengguakan prinsip syariah Ar-Rahn
dengan jaminan berupa emas yang nantinya emas yang menjadi
agunan disimpan dan dipelihara oleh bank selama jangka waktu
tertentu dengan membayar biaya pemeliharaan atas emas yang
dijaminkan.

Pembiayaan Pensiunan

Layanan pembiayaan yang diberikan kepada para nasabah
atau pegawai yang akan pension atau janda pension dan telah
memperoleh SK peniun.

Pembiayaan Al Qordul Hasan

Layanan pembiayaan kebajikan untuk usaha mikro tanpa
menggunakan agunan serta tanpa beban margin atau bagi hasil.
Pembiayaan Elektronik

Layanan pelmbilayaan bagil PNS, karyawan swasta atau
ilnstiltusil yang melngadakan kelselpakatan pelrjanjilan kelrjasama
untuk hal pelmbellilan barang-barang ellelktronilk selhilngga

melmbantu anda dalam kelhildupan selharil-haril.
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9) Pembiayaan Kepemilikan Rumah
Layanan pembiayaan bagi PNS, karyawan swastaya yang
berpenghasilan tetap dengan menggunakan akad murabahah (jual
beli) untuk hal kepemilikan rumah.
10)Pembiayaan Pusyar IB
Layanan pembiayaan modal kerja tanpa pengenaan margin
yang akan diberikan kepada masyarakat yang memiliki usaha
berskala kecil/mikro dan atau kepada masyarakat yang akan
memulai usaha baru dengan pola kemitraan anatra PT. BPRS
Bhakti Sumekar, Badan Amil Zakat, DIPERINDAG (Dinas
Perindustrian dan Perdagangan) dan dinas koperasi Kabupaten
Sumenep.
11) Pembiayaan Sadar Bersih
Layanan pembiayaan diperutukkan bagi masyarakat yang
membutuhkan sanitasi dan pengairan yang baik sehingga
menjadikan keluarga yang sehat dengan menggunakan akad
murabahah (jual beli) dan bekerjasama dengan pihak water.
12) Pembiayaan Kepemilikan Emas
Layanan pembiayaan bagi masyarakat yang ingin
berinvestasi dalam hal kepemilikan emas dengan menggunakan

akad murabahah (jual beli).
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f. Produk ljarah
Merupakan produk pembiayaan di mana bank memberikan
pembiayaan kepada nasabah dalam rangka memperoleh manfaat
atas suatu jasa. Dalam pembiayaan ijarah multijasa tersebut bank
dapat memperoleh imbalan jasa/ujrah atau fee. Pembiayaan
sertifikasi tanah untuk kepengurusan sertifikat tanah dan
pembiayaan ijrah multijasa diperuntukkan untuk biaya pendidikan
dan kesehatan.
B. Penyajian Data dan Analisis
1. Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan Modal Usaha Melalui Akad
Musyarakah di BPRS Bhakti Sumekar Jember
Pembiayaan modal usaha adalah pembiayaan dengan periode
jangka pendek/panjang untuk pengusaha yang membutuhkan tambahan
modal kerja sesuai prinsip syariah. Misalnya untuk kebutuhan membeli
bahan baku, membayar biaya produksi, perdagangan barang dan jasa, serta
pengerjaan proyek. Dengan manfaatnya membiayai kebutuhan nasabah
dalam hal kebutuhan modal kerja baik untuk modal kerja pembiayaan
jangka berulang, tetap langsung dan tetap angsuran.
BPRS memiliki dua jenis modal usaha dengan jenis modal usaha
yang pertama, modal kerja permanen yaitu menunjukkan minimum
sejumlah kas, piutang dan persediaan yang harus tersedia untuk

menjalankan kegiatan perusahaan setiap saat. Kedua, modal kerja variabel

% Laporan Tahunan BPRS Bhakti Sumekar Jember 2022.
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yaitu menunjukkan tambahaan aktiva lancar diatas kebutuhan minimum.
Tambahan atas persediaan dapat terjadi dan harus dipersiapkan untuk
mendukung saat penjualan mencapai puncaknya. Dilihat dari jenis modal
usaha BPRS termasuk dalam jenis modal kerja permanen. Karena BPRS
Bhakti Sumekar Jember menyediakan kas, piutang dan persediaan yang
dibutuhkan nasabah harus tersedia untuk menjalankan kegiatan
perusahaan.

BPRS adalah salah satu organisasi yang ikut bersaing dalam
menarik perhatian nasabah. Keberlangsungan BPRS dapat dipertahankan
keberlangsungannya jika koperasi memiliki keunggulan bersaing yang
baik. Untuk mewujudkan hal tersebut BPRS haruslah dapat melaksanakan
sistem pembiayaan yang menarik, salah satunya dengan sistem
pembiayaan menggunakan akad musyarakah untuk menarik minat para
nasabah. Berikut adalah tahapan pelaksanaan pembiayaan modal usaha di
BPRS Bhakti Sumekar Jember, untuk mengetahui hal tersebut peneliti
melakukan wawancara kepada Fajar selaku Account Officer (AO) di BPRS
Bhakti Sumekar Jember.

a. Pengajuan Pembiayaan
Poin pertama tentang pembiayaan adalah pengajuan permohonan
pembiayaan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan untuk
melakukan pengajuan pembiayaan yang telah di tentukan oleh BPRS
Bhakti Sumekar Jember. Seperti yang telah disampaikan oleh Dwi Arif

Setiawan sebagai Account Officer di BPRS Bhakti Sumekar, yakni :
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“Pertama adalah nasabah harus menyiapkan jaminan apa yang
akan nasabah jadikan jaminan di BPRS Bhakti Sumekar. Yang
mana jaminan tersebut bisa berupa, SHM/SHGB, BPKB
kendaraan, NPWP.”>

Berdasarkan wawancara di atas, dijelaskan bahwa proses

pembiayan diawali dengan pengajuan permohonan pembiayaan oleh
nasabah. Tahap ini merupakan pintu masuk bagi seorang nasabah untuk
berhubungan dengan bank dalam rangka mendapatkan pembiayaan.
Seorang Account Officer (AO) harus menjelaskan dengan baik kepada
calon nasabah mengenai segala hal yang dibutuhkan agar rencana
pengajuan pembiayaan sesuai dengan syarat dan ketentuan. Beberapa
tahap pada saat pengajuan permohonan yang harus dilakukan oleh
seorang Account Officer (AO) untuk pengajuan pembiayaan ini nasabah
harus mempunyai jaminan terlebih dahulu. Untuk menjaga-jaga jika
nasabah tersebut nantinya mengalami kredit macet. Adapun jaminan
yang bisa nasabah jadikan jaminan vyaitu, SHM/SHGB, BPKB
kendaraan, NPWP.

Hal senada disampaikan oleh Fajar selaku Accounting Officer :

“Dalam pengajuan permohonan pembiayaan modal usaha disini
oleh pihak Account Officer (AO) diteliti dengan detail agar tidak
ada kesalahan.”*®

Disimpulkan oleh penulis bahwa, dalam pengajuan pembiayaan

modal usaha disini dilakukan pengecekan data-data secara detail guna

5" Dwi Arif Setiawan, diwawancara oleh Penulis, Jember, 08 September 2023.
% Fajar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 11 September 2023.
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untuk meminimalisir terjadinya kesalaham dalam pengecekan data
pengajuan nasabah.

Wahid Wahyudi selaku Remedial di BPRS Bhakti Sumekar
Jember juga menambahkan terkait pelaksanaan pembiayaan modal
usaha :

Kalau untuk terkait pelaksanaan modal usaha tidak begitu susah,

nasabah langsung diarakah ke staff pembiayaan kami, kemudian

nasabah juga diminta untuk menyediakan apa saja yang sudah
menjadi persyaratan pembiayaan modal usaha di BPRS Bhakti

Sumekar.>®

Berdasarkan hasil wawancara di atas disimpulkan oleh penulis
bahwa dalam tahapan pengajuan ini pihak Account Officer (AO)
mengecek pengajuan permohonan nasabah, apabila telah memenuhi
persyaratan tersebut, pihak BPRS Bhakti Sumekar Jember memeriksa
dokumen-dokumen persyaratan. Jika menurut pihak BPRS Bhakti
Sumekar persyaratannya belum memenuhi maka nasabah tersebut
diminta untuk memenuhi persyaratannya terlebih dahulu. Oleh karena
itu pihak Account Officer (AQO) harus benar-benar teliti dalam
mengecek data pengajuan permohonan pembiayaan nasabah.

b. Mengetahui Kondisi Keuangan Nasabah

Proses selanjutnya dalam proses adalah melihat kondisi keuangan

nasabah yaitu dengan cara Bl Checking yang mana telah disampaikan

oleh Fajar selaku Account Officer (AO) di BPRS Bhakti Sumekar

Jember, beliau mengatakan:

%9 Wahid Wahyudi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 13 September 2023.



93

“Jadi untuk Bl Checking ini adalah proses pengecekan nasabah
yang mengajukan pembiyaan modal usaha tersebut benar-benar
tidak memiliki pembiayaan selain pembiayaan di BPRS Bhakti
Sumekar Jember, istilah Bl Checking ini sama halnya dengan
prinsip 6C.”%°
Disimpulkan dari hasil wawancara di atas, bahwa pihak BPRS
Bhakti Sumekar Jember ini tidak gampang memberikan pembiayaan
modal usaha kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan tersebut
pihak BPRS Bhakti Sumekar Jember melakukan Bl Checking terlebih
dahulu supaya tidak ada kendala di kemudian hari. Dan Bl Checking ini
untuk meninimalisir kemungkinan terjadinya permasalahan saat
pembiayaan sedang berjalan. Selain itu Bl Checking juga sama halnya
dengan prinsip 6C yaitu (Character, Capacity, Capital, Collateral,
Condition of Economic dan Constrain).

Hal senada disampaikan oleh Wahid selaku Remedial di BPRS

Bhakti Sumekar Jember :

“Prinsip 6C juga diterapkan pada BPRS, guna untuk mengurangi
ketidakjujuran nasabah dalam pembiayaan modal usaha.”*

Disimpulkan oleh penulis bahwa prinsip 6C diterapkan guna
untuk meminimalisir data nasabah yang tidak sesuai dan juga dalam hal
pengecekan sesuai dengan prinsip 6C disini pihak Account Officer
(AO) melakukan pengecekan data nasabah tersebut secara detail dan

juga teliti.

% Fajar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 11 September 2023.
81 Wahid Wahyudi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 13 Septenber 2023.
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Hal ini juga disampaikan oleh Dwi Arif Setiawan selaku Account
Officer (AO) di BPRS Bhakti Sumekar Jember, beliau mengatakan:
“Bl checking ini juga jadi bahan pertimbangan kita nanti apakah
nasabah ini jujur jika tidak memiliki pembiayaan lain selain di
BPRS Bhakti Sumekar Jember, karena kadang kala nasabah tidak
jujur jika memmiliki pembiayaan di Bank lain.”®
Berdasarkan hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa, Bl
Checking ini sangat membantu pihak BPRS Bhakti Sumekar Jember
agar tidak terkecoh oleh nasabah bahwa nasabah tersebut benar-benar
tidak memiliki pembiayaan di Bank lain selain di BPRS Bakti Sumekar
Jember. Oleh karena itu pihak AO (Account Officer) proses pengecekan
data nasabah sangat penting untuk kelancaran proses pembiayaan.
Sebaiknya nasabah hanya mengajukan permohonan sekali saja, guna
agar tidak terjadinya ketidaktelitian dalam melakukan pengecekan data
nasabah. Pelaksanaan pembiayaan yang dilakukan sama halnya dengan
pembiyaan pada umumnya dengan tujuan berbeda yaitu pembelian
komoditi-komoditi dagang atau barang dagangan dan alat-alat produksi.
Dengan cara nasabah datang ke bank mengajukan pembiayaan untuk
membeli barang, kemudian oleh pihak bank nasabah dimintai
persyaratan, kemudian pihak bank menganalisis dengan analisis 6C
(Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economic dan

Constrain). Apabila permohonan pembiayaan telah disetujui oleh

pimpinan BPRS Bhakti Sumekar Jember telah ditentukan datang ke

%2 Dwi Arif Setiawan, diwawancara oleh Penulis, Jember, 08 September 2023.
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BPRS untuk menandatangani akad pembiayaan, kemudian setelah
tanda tangan akad pembiayaan dan pengikatan jaminan, dan syarat-
syarat untuk pencairan telah dilengkapi maka dana untuk modal usaha,
baik untuk komsumtif maupun investasi diserahkan kepada nasabah

pada hari yang bersamaan.

. Memverifikasi Berkas Permohonan

Kesalahan yang dianggap sepele namun cukup fatal akibatnya
bagi seorang Account Officer (AO) pada tahap ini, yang tidak segera
melakukan review berkas pengajuan pembiayaan yang diterimanya.
Seperti yang dikatakan Fajar selaku AO (Account Officer):

“Pada tahap ini pihak Account Officer (AO) jarang melakukan
review berkas permohonan dan tidak segera menginformasikan
kekurangan dokumen kepada pemohon pembiayaan.”®®
Disimpulkan dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa

dalam tahap review di sini pihak AO jarang melakukan review berkas
dan selain itu juga pihak AO terkadang tidak bertindak cepat dalam
menginformasikan kekurangan dokumen kepada pemohon pembiayaan.

Hal senada disampaikan oleh Wahid selaku Remedial di BPRS
Bhakti Sumekar Jember :

“Jadi dalam tahap review berkas disini jarang dilakukan , oleh

karena itu terkadang ada beberapa kesalahan, alasan pihak AO

jarang melakukan review, karna dirasa suda cukup dalam
pengecekan Bl Checking.”®*

% Fajar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 11 September 2023.
% Wahid wahyudi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 13 September 2023.
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Disimpulkan oleh penulis bahwa, alasan pihak AO jarang
melakukan review data, karena dirasa oleh pihak AO sudah cukup
dalam pengecekan data melalui Bl checking. Karena pihak Account
Officer sebelumnya telah melakukan pengecekan data nasabah melalui
BI checking dan melakukan survei langsung ke tempat nasabah
tersebut.

Seperti yang disampaikan oleh Dwi Arif Setiawan selaku AO
(Account Officer). Beliau juga mengatakan:

“Maka dari itu dikarenakan jarang melakukan review data, untuk
sekarang ini pihak AO menegaskan untuk mereview setiap data
nasabah permohonan yg masuk agar tidak terjadinya kesalahan
fatal.”®

Berdasarkan wawancara di atas, pihak AO jarang melakukan
review data, karena dirasa oleh pihak AO sudah cukup dalam
pengecekan data melalui Bl checking, karena dirasa oleh pihak AO
sudah cukup dalam pengecekan data melalui Bl checking. Dan untuk
sekarang ini pihak AO menegaskan untuk mereview setiap data
nasabah permohonan yang masuk agar tidak terjadinya kesalahan fatal.

d. Pengumpulan Data

Bila permohonan tersebut layak diproses, Account Officer (AO)
akan mengadakan perjanjian lebih lanjut dengan permohon untuk
mengumpulkan data.

Seperti yang disampaikan oleh AO (Account Officer) Fajar, beliau

mengatakan:

% Dwi Arif Setiawan, diwawancara oleh Penulis, Jember, 08 September 2023.
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“Pada tahap ini Account Officer (AO) berusaha mengenal calon
nasabah dengan mengumpulkan data sebanyak mungkin.
Tujuannya agar analisis kredit dapat dilakukan dengan baik.”®
Dapat disimpulkan bahwa, dalam tahap pengumpulan data ini

pihak AO berusaha mengenal calon nasabah dengan mengumpulkan
data sebanyak mungkin, tujuannya untuk menganalisis kredit agar
dilakukan dengan baik tanpa ada kesalahan.

Hal senada juga disampaikan oleh Wahid Wahyudi selaku
Remedial:

“Jadi pada tahap ini pihak AO dituntut untuk lebih kenal dengan
nasabah, maka dari itu pihak AO mendatangi langsung ke rumah
nasabah.”®’

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, pada tahap ini
pihak AO benar-benar dituntut untuk lebih kenal dengan nasabah, oleh
karena itu pihak AO mendatangi langsung rumah nasabah guna untuk
melakukan survei terhadap nasabah.

Hal serupa juga disampaikan oleh Dwi Arief Setiawan selaku
Account Officer (AO):

“Dalan pengumpulan data disini, gunanya agar tidak adanya
kesalahan dalam menganalisis kredit, jadi datanya harus benar-
benar real, dan layak mendapatkan pinjaman modal usaha.”®®

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa,
pada tahap ini Account Officer (AO) berusaha mengenal calon nasabah

dengan mengumpulkan data sebanyak mungkin. Tujuannya agar

analisis kredit dapat dilakukan dengan baik. Oleh karena itu, dalam

% Fajar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 11 September 2023.
67 Wahid Wahyudi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 13 September 2023.
% Dwi Arief Setiawan, diwawancara oleh Penulis, Jember, 08 September 2023.
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pengumpulan data tersebut pihak AO diminta untuk mencari data
nasabah yang benar-benar riil guna untuk mempermudah dalam
menganalisis kredit.
e. Menggali Informasi Tentang Pemohon
Dalam tugasnya mengali informasi tentang pemohon pembiayaan.
Seorang Account Officer (AO) dapat memanfaatkan saluran-saluran
yang ada dari pihak di luar pemohon maupun dari pemohon sendiri.
Seperti yang disampaikan oleh Fajar selaku Account Officer (AO)
BPRS Bhakti Sumekar Jember:

“Pada tahap ini pihak BPRS Bhakti Sumekar akan mencari tahu
keadaan yang sebenarnya calon nasabah kepada orang
terdekatnya seperti tetangga sebelah rumahnya yang benar-benar
mengetahui informasi tentang calon nasabah tersebut.”®

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, pihak

BPRS Bhakti Sumekar Jember ini bisa mencari tahu informasi calon
nasabahnya dengan mencari informasi dari orang terdekatnya seperti,
tetangga sebelah rumah, kerabat dekatnya yang benar-benar
mengetahui keadaan calon nasabah tersebut. Agar nanti dapat informasi
yang lebih lengkap supaya jika ada ketidakjujuran maka pihak Account
Officer sudah memiliki informasi lengkap tetang calon nasabah
tersebut.

Hal serupa juga disampaikan oleh Wahid Wahyudi selaku

Remedial di BPRS Bhakti Sumekar Jember:

% Fajar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 11 September 2023.



99

“Sebenarnya tahap ini tidak begitu sulit untuk dilakukan karena
pihak BPRS nantinya bisa langsung mensurvei ke tempat calon
nasabah tersebut untuk mengetahui apakah calon nasabah benar-
benar memiliki usaha yang diajukan untuk permohonan
pembiayaan.’®”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa untuk
tahap ini sebenarnya tidak begitu sulit untuk dilakukan karena pihak
BPRS nantinya bisa langsung mencari informasi tentang calon nasabah
dengan cara bisa langsung mensurvei ke tempat calon nasabah, untuk
mengetahui apakah calon nasabah tersebut benar-benar memiliki usaha
yang diajukan untuk permohonan pembiayaan.

Hal serupa juga disampaikan oleh Dwi Arief Setiawan selaku
Account Officer (AO) di BPRS Bhakti Sumekar Jember:

“Untuk tahap ini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh karena
pihak BPRS telah melakukan pengecekan melalui BI
Checking.”*”

Berdasrkan dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan
bahwa, pihak BPRS Bhakti Sumekar Jember ini bisa mencari tau
informasi calon nasabahnya dengan cara menanyakan kepada orang
disekitarnya. Perlu diketahui juga bawah sebenarnya pada tahap ini

tidak berpengaruh karena pihak BPRS telah melakukan pengecekan

melalui Bl Checking.

"% Wahid Wahyudi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 13 September 2023.
™ Dwi Arief Setiawan, diwawancara oleh Penulis, Jember, 08 September 2023.
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f. Informasi Internal

Pemohon merupakan sumber informasi yang disampaikan oleh
pemohon sendiri, baik secara tertulis, lisan, maupun hasil survei di
lapangan oleh seorang Account Officer (AO).

Seperti yang disampaikan oleh Fajar selaku Account Officer (AO)
di BPRS Bhakti Sumekar:

“Pada tahap ini pihak Account Officer (AO) harus mengetahui
karakter nasabah supaya pihak BPRS benar-benar mengetahui
karakter calon nasabah dan apakah layak untuk menerima
permohonan pembiayaan yang diajukan.”"

Disimpulkan hasil wawancara di atas bahwa, pihak BPRS Bhakti
Sumekar harus benar-benar mengetahui karakter nasabahnya supaya
pihak BPRS mengetahui karakter calon nasabahnya dan apakah layak
untuk menerima pembiayaan yang diajukan.

Hal ini juga disampaikan oleh Wahid Wahyudi selaku Remedial
di BPRS Bhakti Sumekar:

Untuk tahap ini pihak BPRS Bhakti Sumekar ini harus benar-

benar teliti dalam mengetahui tentang calon nasabah yang akan

penerima pembiayaan yang diajukan karena kadang kala ada
beberapa calon nasabah yang tidak jujur saat kita tanyakan
tentang usaha apa yang sedang di jalani saat ini, maka pihak

BPRS biasanya langsung terjun ke lapangan untuk mensurvei

apakah benar calon nasabah tersebut memiliki usaha seperti yang

diajukan pada pihak BPRS.”

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa,

pihak AO dalam tahap pembiayaan ini, harus benar-benar mengetahui

terkait karakter nasabah, guna untuk meminimalisisr terkait nasabah

"2 Fajar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 11 September 2023.
® Wahid Wahyudi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 13 September 2023.
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yang tidak jujur dan untuk mengetahui nasabah apakah benar-benar
mempunyai usaha tersebut maka pihak BPRS Bhakti Sumekar dapat
mensurvei langsung ke tempat calon nasabah tersebut.

g. Penilaian Pembiayaan

Penilaian pembiayaan oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai
cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui
prosedur penilaian yang benar dan sungguh sungguh. Penilaian yang
umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang
benar benar layak untuk diberikan pembiayan.

Seperti yang disampaikan oleh Fajar selaku Acccount Officer
(AO) di BPRS Bhakti Sumekar Jember:

Pada tahap penilaian pembiayaan ini pihak BPRS Bhakti Sumekar
yang perlu dipertimbangkan ialah kemampuan calon nasabah,
karena ini sangat berpengaruh pada keberhasilan pembiayaan
nantinya. Jadi pihak BPRS Bhakti Sumekar harus bisa
menyesuaikan  kemampuan yang dimiliki calon nasabahnya,
karena akan mempengaruhi kelancaran dalam membayar
angsuran kedepannya.”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, Pada
tahap penilaian pembiayaan ini pihak BPRS Bhakti Sumekar yang
perlu dipertimbangkan adalah kemampuan calon nasabah, karena ini
sangat berpengaruh pada keberhasilan pembiayaan nantinya. Jadi
pihak BPRS Bhakti Sumekar harus bisa menyesuaikan kemampuan

yang dimiliki calon nasabahnya, karena akan mempengaruhi kelancaran

dalam membayar angsuran kedepannya.

" Fajar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 11 September 2023.
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Hal ini juga disampaikan oleh Wahid Wahyudi selaku Remidial di
BPRS Bhakti Sumekar Jember:

“Yang dilakukan saat survei adalah pihak BPRS Bhakti Sumekar
akan melihat kemampuan calon nasabah dalam menjalankan
usahanya berdasarkan pengalaman dan pengembalian
pinjamannya.”®”

Dari hasil wawacara di atas dapat disimpulkan bahwa, yang
dilakukan pada saat melakukan survei pihak BPRS Bhakti Sumekar
akan melihat langsung kemampuan menjalankan usahanya berdasarkan
pengalamannya serta kemampuan pengembalian pinjamannya.

Dwi Arief Setiawan selaku Account Officer juga menambahkan:

“Pihak BPRS juga akan mempertimbangkan sektor usaha yang
akan dijalankan calon nasabah dengan dikaitkan dengan kondisi
ekonomi pada usaha tersebut.”"®

Berdasarkan dari hasil wawacara di atas dapat disimpulkan
bahwa, pihak BPRS Bhakti Sumekar akan mempertimbangkan kembali
kepada calon nasabah, survei yang dilakukan oleh pihak AO adalah
mengetahui terkait dengan usaha yang diajalankan dengan mengaitkan
sektor usaha dengan keadaan ekonomi calon nasabah, selain itu juga
pihak AO harus mengetahui terkait pinjaman dan pengembalian
pinjaman yang pernah dijalankan oleh nasabah.

h. Analisis Kebutuhan dan Kelayakan Pembiayaan

Survei kelayakan ini dilakukan ketika suatu pembiayaan belum

diberikan, maka bank akan melakukan investigasi terlebih dahulu

> Wahid Wahyudi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 13 September 2023
"® Dwi Arief Setiawan, diwawancara oleh Penulis, Jember, 08 September 2023.
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kepada nasabah terkait layak atau tidak nasabah menerima pembiayaan
dari bank tersebut. Tujuan dari analisis penilaian kelayakan ini adalah
sebagai upaya meminimalisir kemungkinan terjadinya permasalahan
saat pembiayaan sedang berjalan.

Seperti yang dikatakan Fajar selaku AO (Account Officer):

“Survei yang kami lakukan adalah yang pertama usahanya,

usahanya itu mendukung tidak untuk kita kasi pembiayaan,
pemasukan dia cukup tidak untuk bayar aangsurannaa sesuai
kesepakatan awal.””’

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa,
pada saat survei yang dilihat pertama adalah usaha apa yang dimiliki
calon nasabah. Jika jenis usaha nasabah yang mengajukan pembiayaan
tersebut tidak memungkinkan untuk menerima nominal yang diajukan
diawal maka pihak BPRS tidak bisa mencairkan sesuai dengan yang
nasabah ajukan. tetapi hasil Bl Checking nasabah tersebut bagus pihak
BPRS akan menyusaikan nominal yang pantas untuk nasabah tersebut.

Hal senada disampaikan oleh Wahid selaku Remedial di BPRS
Bhakti Sumekar Jember :

“Survei disini dilakukan dengan pihak Account Officer (AO)

mendatangi usaha nasabah yang mana pihak Account Officer
(AO) di sini mengecek aakah usaha yang dijalankan oleh
nasabah tersebut berjalan dengan lancar atau tidak.”"®

Disimpulkan oleh penulis bahwa, dalam hal survei lapangan di

sini pihak Account Officer (AO) melakukan survei secara lapangan

yang mana pihak Account Officer (AO) di sini mengecek apakah usaha

" Fajar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 11 September 2023.
"8 Wahid Wahyudi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 13 September 2023.
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nasabah tersebut berjalan dengan lancar, apabila usaha nasabah tersebut
berjalan dengan lancar maka nasabah tersebut bisa melanjutkan ke
tahap selanjutnya, begitu sebaliknya apabila usaha nasabah tersebut
tidak lancar maka nasabah tersebut tidak bisa melangkah ke tahap
selanjutnya.

Seperti yang disampaikan oleh Dwi Arif Setiawan selaku AO
(Account Officer). Beliau juga mengatakan:

“Untuk survei pihak kami setelah melakukan survei usaha, kami
juga survei jaminan yang nasabah ajukan untuk pembiayaan. Jadi
jika jaminannya mendukung tapi usahanya tidak ada maka pihak
kami tidak bisa mencairkan pembiayaan yang diajukan.”
Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa Setiap

jaminan memiliki nilai marketabilitas berbeda. Sehingaa seorang
Account Officer (AO) bisa memperkirakan nilai pasar jaminan dari
calon nasabah. Jaminan yang dimilki atas nama calon nasabah sendiri
akan mempunyai nilai goodwiill yang lebih bila dibandingkan jaminan
yang diserahkan atas nama orang lain. Apabila jaminannya besar tetapi
nasabah yang mengajukan pembiayaaan tidak memiliki usaha atau

masih memulai usaha dan akan mengajukan pembiayaan maka pihak

BPRS tidak bisa mencairkan pembiayaan tersebut.

™ Dwi Arief Setiawan, diwawancara oleh Penulis, Jember, 08 september 2023.
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i. Aspek-Aspek Penilaian
Penilaian dengan seluruh aspek yang dikenal dengan nama studi
kelayakan usaha. Penilaian dengan modal ini biasanya digunakan untuk
proyek-proyek yang bernilaian besar dan berjangka waktu panjang.
BPRS Bhakti Sumekar Jember akan menerima permohonan
pembiayaan dari nasabah menggunakan prinsip 6C yaitu:
1) Penilaian character (kepribadian atau watak)

Dalam proses analisis guna pengambilan keputusan pemberian
pembiayaan pada calon nasabah, ada beberapa hal yang perlu
diperhatikan oleh pihak Account Officer (AO), terutama pada saat
penilaian karakter calon nasabah.

Hal tersebut disampaikan oleh Fajar selaku Account Officer (AO) :
“Dalam kategori character disini, kita harus mengetahui
bagaimana karakter nasabah, jadi harus menganalisis karakter
nasabah dulu. Agar Kita mengetahui nasabah tersebut layak
atau tidak untuk mendapatkan pinjaman pembiayaan modal
usaha.”®
Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa harus

pintar-pintar menganalisis karaker calon nasabah atau watak calon

nasabah. Hal ini bisa didapatkan melalui pihak ketiga seperti
keluarga, orang-orang di sekitar, serta orang-orang yang mempunyai
hubungan dengan calon nasabah.

Hal ini juga disampaikan oleh wahid wahyudi selaku

Remedial:

8 Fajar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 11 September 2023.
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Dalam survei pembiayaan yg dilakukan, hal yang sangat
penting yaitu sifat/karakter dari calon nasabah, karena hal
tersebut yang menentukan lancar tidaknya mengenai angsuran
selanjutnya. Kemudian juga kita perlu tau bagaimana kondisi
usahanya, cara hidup yang dijalani maupun Kkebiasaan-
kebiasaannya. Itulah mengapa bank perlu mengutamakan
karakter calon nasabah.®*

Disimpulkan wawancara di atas, yang perlu dipertimbangkan
dalam survei pembiayaan adalah karakter calon nasabah, karena hal
tersebut yang menentukan lancar tidaknya mengenai angsuran
selanjutnya. Kemudian juga kita perlu tau bagaimana kondisi
usahanya, cara hidup yang dijalani maupun kebiasaan-kebiasaannya.
Itulah mengapa pihak BPRS Bhakti Sumekar perlu mengutamakan
karakter calon nasabah sangat berkaitan dengan kemauan calon
nasabah untuk melunasi tanggungannya. Hal ini juga disampaikan
oleh Dwi Arief Setiawan selaku Account Officer (AO):

Prosedur survei kelayakan pembiayaan/penilaian calon

nasabah, kami memakai analisis 6C, dan dapat dilihat dari

bagaimana karakternya, kapasitasnya, jaminannya dan
bagaimana modalnya. Kenapa harus ada jaminan, karena pihak

BPRS Bhakti Sumekar tidak ingin mereka menghilang di

tengah-tengah berlangsungnya kesepakatan.®?

Berdasarkan pada wawancara di atas bahwa dalam investigasi
pembiayaan dengan akad musyarakah pada BPRS Bhakti Sumekar
melakukan survei terlebih dahulu kepada nasabah terkait layak atau

tidak nasabah menerima pembiayaan dari bank tersebut. Dan pada

tahap ini pihak Account Officer (AO) harus mengetahui terkait

81 Wahid Wahyudi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 13 September 2023.
8 Dwi Arief Setiawan, diwawancara oleh Penulis, Jember, 08 september 2023.
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karakter nasabah, kondisi usaha nasabah, karena tujuan dari analisis
penilaian kelayakan ini adalah sebagai upaya meminimalisir
kemungkinan terjadinya permasalahan saat pembiayaan sedang
berjalan.

2) Penilaian capacity (kemampuan)

Dalam penilaian kemampuan, BPRS Bhakti Sumekar Jember
harus mengetahui bagaimana kemampuan calon nasabah dalam
mengembalikan pembiayaan. Seperti yang disampaikan oleh fajar
selaku Account Officer (AO) bahwa:

Yang perlu dipertimbangkan dalam survei pembiayaan itu

mengenai kemampuan calon nasabah, karena itu sangat

berpengaruh pada keberhasilan pembiayaan di BPRS Bhakti

Sumekar. Jadi harus pintar-pintar menyesuaikan kemapuan

yang dimiliki nasabah karena apabila salah

mempertimbangkan kemampuan nasabah, maka akan
mempengaruhi  kelancaran dalam membayar angsuran
kedepannya.®

Berdasarkan pernyataan di atas maka akan timbul
pertimbangan serta prinsip kehati-hatian sehingga pembiayaan yang
diberikan dapat berjalan dengan lancar dan terjaminnya
pengembalian pembiayaan yang tepat waktu sesuai dengan
perjanjian yang dilakukan sebelumnya. Jadi harus pintar-pintar
menyesuaikan kemapuan yang dimiliki nasabah karena apabila salah

mempertimbangkan kemampuan nasabah, maka akan mempengaruhi

kelancaran dalam membayar angsuran kedepannya.

8 Fajar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 11 September 2023.
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Hal ini juga disampaikan oleh Dwi Arief Setiawan selaku
Account Officer (AO) di BPRS Bhakti Sumekar Jember bahwa:
“Pada saat melakukan survei tersebut, Account Officer (AQO)
akan melihat kemampuan nasabah dalam menjalankan usaha
berdasarkan pengalaman dan mengembalikan pinjamannya.”®*
Berdasarkan pernyataan di atas, BPRS Bhakti Sumekar ini
melakukan survei pada nasabah untuk melihat langsung kemampuan
membayar calon nasabah. karena Semakin besar labanya, semakin
besar juga kemauannya untuk membayar tanggungannya.
Hal serupa juga disampaikan oleh wahid wahyudi selaku Remedial
di BPRS Bhakti Sumekar Jember bahwa:
Pihak BPRS Bhakti Sumekar Jember untuk mengetahui
kemampuan calon nasabah antara lain dengan melihat
keuangan calon nasabah, memeriksa slip gaji, survei langsung
ke lokasi tempat usaha nasabah, dan melihat usaha nasabah
dari waktu ke waktu untuk mengetahui dan memperhitungkan
kemampuan calon nasabah dalam membayar angsuran.®
Berdasarkan hasil wawancara di atas pihak BPRS Bhakti
Sumekar Jember dapat mempertimbangkan kembali kepada calon
nasabah, dengan melihat keadaan keuangan calon nasabah dengan
cara melihat slip gaji, survei ke tempat usaha untuk melihat laba
yang dihasilkan sehingga pihak BPRS Bhakti Sumekar dapat

mempertimbangkan kembali kemampuan calon nasabah membayar

angsuran.

8 Dwi Arief Setiawan, diwawancara oleh Penulis, Jember, 08 September 2023.
8 Wahid wahyudi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 13 September 2023.
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3) Penilaian capital (modal)

Dalam analisis capital/modal yang dimaksud adalah kesediaan
modal awal nasabah sebelum mengajukan pembiayaan. BPRS
Bhakti Sumekar Jember harus meneliti modal calon nasabah, selain
besarnya juga struktunya. Seperti yang disampaikan oleh Fajar
selaku Account Officer (AO) bahwa:

Pada tahap ini, Account Officer (AO) akan membuat
pertimbangan dalam penilaian analisa guna menyalurkan
pembiayaan. Hal ini didasarkan atas seberapa besar
permohonan pembiayaan yang akan disetujui oleh BPRS
analisis capital ini merupakan analisis yang menghubungkan
antara permohonan pembiayaan oleh calon nasabah terhadap
sejumlah dana yang dimiliki nasabah untuk membiayai suatu
usaha dan barang.®®

Jadi dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa
pihak BPRS Bhakti Sumekar Jember mempertimbangkan kembali
untuk penyaluran pembiayaan. Hal ini juga dilihat dari seberapa
besar permohonan pembiayaan yang akan disetjui pihak BPRS atas
permohonan pembiayaan calon nasabah tersebut, dengaan ini maka
pihak BPRS akan memeriksa permohonan pembiayaan calon
nasabah dengan memeriksa dana yang dimiliki calon nasabah
tersebut.

Hal serupa juga disampaikan oleh Wahid Wahyudi selaku
Remedial:

Semakin sedikit jumlah dana yang dimiliki nasabah, maka

akan semakin berat juga calon nasabah tersebut dalam
melunasi kewajibannya. Begitupun sebaliknya, jika modal

8 Fajar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 11 September 2023.
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yang ada pada nasabah cukup besar, maka nasabah akan

memiliki rasa tanggung jawab dalam menjalankan usahanya

dan akan semakin ringan calon tersebut dalam melunasi
pembiayaan tersebut.®’

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa,
semakin sedikit dana yang dimiliki nasabah, maka akan semakin
berat juga calon nasabah untuk melunasi tanggungannya pada BPRS
Bhakti Sumekar Jember. Maka sebaliknya semakin besar dana yang
nasabah miliki maka semakin ringan juga tanggungannya kepada
pihak BPRS Bhakti Sumekar Jember.

Hal ini juga disampaikan oleh Dwi Arief Setiawan selaku
Account Officer (AO):

“Dalam tahap capital disini, kita melakukan pertimbangan dan
analisis data nasabah. Layak atau tidak dalam menerima
pinjaman pembiayaan modal usaha.”®®

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan
bahwa, pada tahap ini pihak BPRS Bhakti Sumekar Jember juga
akan mempertimbangkan dan menganalisis data calon nasabah layak
atau tidak jika calon nasabah menerima pinjaman pembiayaan
dengan yang calon nasabah ajukan diawal permohonan pembiayaan.
Karena semakin sedikit dana yang dimiliki nasabah, maka akan

semakin berat juga calon nasabah untuk melunasi tanggungannya

pada BPRS Bhakti Sumekar Jember. Maka sebaliknya semakin besar

8 Wahid Wahyudi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 13 September 2023.
8 Dwi Arief Setiawan, diwawancara oleh Penulis, Jember, 08 September 2023.
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dana yang nasabah miliki maka semakin ringan juga tanggungannya
kepada pihak BPRS Bhakti Sumekar Jember.
4) Penilaian collateral (jaminan/agunan)

Dalam hal ini meliputi penilaian terhadap jaminan/angunan
yang dibebankan kepada calon nasabah sebagai jaminan pembiayaan
yang diberikan oleh pihak BPRS Bhakti Sumekar Jember. Seperti
yang disampaikan oleh Fajar selaku Account Officer bahwa:

Yang perlu dipertimbangkan dalam pembiayaan mengenai

jaminan dari calon nasabah, karena jaminan akan

mempengaruhi besaran pembiayaan yang akan diberikan oleh

BPRS Bhakti Sumekar Jember kepada nasabah. Jadi staf

pembiayaan harus pintar-pintar menganalisis jaminan yang

dimiliki nasabah karena apabila salah menghitung besaran
jaminan nasabah maka akan mempengaruhi persentase bagi
hasil kedepannya.®

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa, yang perlu
dipertimbangkan dalam pembiayaan mengenai jaminan dari calon
nasabah, karena jaminan akan mempengaruhi besaran pembiayaan
yang akan diberikan oleh BPRS Bhakti Sumekar Jember kepada
nasabah. Jadi staf pembiayaan harus pintar-pintar menganalisis
jaminan yang dimiliki nasabah karena apabila salah menghitung
besaran jaminan nasabah maka akan mempengaruhi persentase bagi
hasil kedepannya dapat dilihat bahwa bank meminjamkan modal
dengan jaminan yang diberikan, seperti BPKB dan setifikat tanah.

Bila jaminan atas nama orang lain maka harus disertai dengan surat

kuasa dari pemegang hak.

% Fajar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 11 September 2023.
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Hal ini juga disampaikan oleh wahid wahyudi selaku
Remedial:

“Nilai jaminan tersebut harus lebih besar dari jumlah
pembiayaan, yaitu minimal nilai jaminan berkisar 120% dari
jumlah pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.”*°

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan
bahwa, jaminan dapat mempengaruhi besaran pembiayaan yang akan
diberikan oleh BPRS Bhakti Sumekar Jember kepada nasabah, oleh
karena itu pihak staf pembiayaan harus benar-benar rinci dalam
menganalisi jaminan yang dimiliki nasabah, yang meliputi BPKB
dan sertifikat tanah, untuk nilai jaminan yang diajukan untuk
pembiayaan harus lebih besar dengan minimal nilai jaminan 120%
dari jumlah pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah.

5) Penilaian condition of economy (kondisi ekonomi)

Dalam analisis condition of economy penilaian yang dinilai
adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang
mempengaruhi kelancaran calon nasabah. Hal ini disampaikan oleh
Fajar selaku Account Officer (AO):

“Penilaian kondisi perekonomian (condition of economy) calon
nasabah. BPRS Bhakti SumekarJember  selalu
mempertimbangkan sektor usaha yang akan dijalankan calon
nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi pada usaha
tersebut.”**

Berdasarkan wawancara di atas bahwa, Penilaian kondisi

perekonomian (condition of economy) calon nasabah. BPRS Bhakti

% Wahid Wahyudi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 13 September 2023.
% Fajar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 11 September 2023.
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Sumekar Jember selalu mempertimbangkan sektor usaha yang akan
dijalankan calon nasabah dan dikaitkan dengan kondisi ekonomi
pada usaha tersebut.

Hal ini juga dijelaskan oleh Wahid Wahyudi selaku Remedial:

“Dalam proses ini kita harus mengetahui bagaimana aspek

kondisi ekonomi global yang mana hal ini dapat
mempengaruhi ekonomi nasabah, jadi kita harus menganalisa
terlebih dahulu.”%

Dari hasil uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, pada proses
ini pihak BPRS Bhakti Sumekar Jember harus benar-benar
mengetahui kondisi ekonomi calon nasabah karena kondisi ekonomi
disini dapat mempengaruhi ekonomi calon naabah maka dari itu
pihak BPRS harus menganalisi kondisi ekonomi calon nasabah
terlebi dahulu.

Hal senada juga disampaikan oleh Dwi Arief Setiawan selaku
Account Officer (AO):

Hal lainnya dapat juga mempengaruhi pelunasan hutang
nasabah kepada BPRS. Perubahan harga barang komoditi
karena gejala ekonomi global yang terjadi dan adanya
kebijakan pemerintah dalam perekonomian di Indonesia, dapat
pula mengakibatkan meningkatnya harga-harga bahan
kebutuhan pokok yang berimbas pada usaha nasabah.”

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan
bahwa, kondisi ekonomi ini sangat berpengaruh pada pelunasan

calon nasabah kepasa pihak BPRS nantinya, Oleh karena itu pihak

AO harus benar-benar mengetahui terkait aspek kondisi ekonomi

%2 Wahid Wahyudi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 13 September 2023.
% Dwi Arief Setiawan, diwawancara oleh Penulis, Jember, 08 September 2023.
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global setiap nasabah, karena apabila ada kesalahan dalam hal ini
dapat mengakibatkan meningkatnya harga bahan pokok yang nanti
akan berimbas pada usaha calon nasabah.

6) Penilaian constrains (hambatan)

Dalam hal ini meliputi penilaian terhadap hambatan/kendala
yang dihadapi calon nasabah sebagai nasabah pembiayaan yang
diberikan oleh pihak BPRS Bhakti Sumekar Jember. Seperti yang
disampaikan oleh Fajar selaku Account Officer (AO):

“Untuk tahap contraints di sini berkaitan dengan condition of
economy yang mana Kkeduanya sama-sama dapat
menyebabkan terjadinya kredit macet, apabila tidak dianalisa
terlebih dulu, terkait condition of economy dan contraints.”®*

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, pada
tahap ini dengan ada kaitannya dengan kondisi ekonomi yang mana
jika tidak dianalisa terlebih dahulu maka keduanya sama-sama akan
menyebabkan kredit.

Hal ini juga disampaikan oleh Wahid Wahyudi selaku
Remedial:

Penilaian ini berhubungan dengan situasi yang akan

menghambat kegiatan usaha nasabah. Apabila ini terjadi, maka

akan menyebabkan suatu masalah di kemudian hari. Akibat
yang ditimbulkan nanti juga akan mengangu nasabah dalam
membayar kembali angsurannya kepada pihak BPRS Bhakti

Sumekar Jember.*

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa,

penilaian ini berhubungan situasi yang akan menghambat kegiatan

% Fajar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 11 September 2023.
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usaha nasabah, jika ini terjadi maka akan mengganggu kegiatan
usaha nasabah. Apabila ini terjadi maka akan menyebabkan suatu
masalah di kemudian hari, akibatnya mengganggu calon nasabah
dalam melunasi tanggungannya kepada pihak BPRS Bhakti Sumekar
Jember. Hal senada juga disampaikan olenh Dwi Arief Setiawan
selaku Account Officer (AO):
Pihak Account Officer (AO) menerapkan analisis constraints
ini sewaktu melaksanakan survei ke lapangan. Oleh Account
Officer (AO), aspek constraints ini telah termuat juga ke dalam
aspek condition of economy, yang mana kedua aspek ini saling
memiliki keterkaitan di dalam penilaian yang dilakukan
sewaktu Account Officer (AO) melaksanakan survei tersebut.”
Berdasarkan hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa, pihak
Account Officier ini menerapkan costrains ini pada saat survei
kelapangan, yang mana penilaian ini juga termuat dalam kondisi
ekonomi yang saling berketerkaitan saat melakukan survei lapangan
kepada calon nasabah. Pada tahap ini sama halnya dengan tahap
condition of economy yang mana apabila tidak di analisa terlebih
dahulu dapat menyebabkan terjadi kredit macet, oleh karena pihak

AO menganalisis nya dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk

mengetahui bagaimana kondisi ekonmi yang dimiliki nasabah.

J. Analisis Agunan

Jaminan pemberian kredit merupakan sebuah keyakinan bank atas

kesangkutan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan perjanjian.

Dalam memberikan pembiayaan terhadap calon debitur wajib didukung

% Dwi Arief Setiawan, diwawancara oleh Penulis, Jember, 08 September 2023.
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adanya jaminan, karena bank dilarang memberikan pembiayaan kepada
siapapun tanpa danya jaminan yang diserahkan oleh penerima
pembiayaan. Dengan demikian hukum positif mengatur bahwa agunan
diperlukan untuk meminimalkan resiko wanprestasi dan akan menjadi
solusi bagi penyelesaian permasalahan pembiayaan.

Seperti yang disampaikan oleh AO (Account Officer) Fajar, beliau

mengatakan:

”Analisa ini kita lihat dari jenis usahanya, dari rekening
pribadi,dan pembukuannya. Sesuai atau tidak pemasukan dan
pengeluarannya”9

Dapat disimpulkan bahwa, Analisa disini dilakukan guna untuk

mengetahui terkait data nasabah dalam jenis usahanya, dengan
mengecek rekening pribadi, tabungan, sesuai dengan pemasukan dan
pengeluarannya.

Hal senada juga disampaikan oleh Wahid Wahyudi selaku

Remedial:

“Untuk tahapan analisa ini, pihak AO merinci terkait dengan jenis
usaha secara detail dan juga rekening tabungan yang dimiliki
oleh nasabah, apabila sudah sesuai maka nasabah tersebut bisa
lanjut ke tahap selanjutnya.”®®

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, di dalam

tahapan analisa, pihak Account Officer (AO) menganalisis terkait jenis

usaha yang dimiliki nasabah secara detail dan teliti, selain itu pihak

Account Officer (AO juga menagalisis terkait rekening tabungan yang

% Fajar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 11 September 2023.
% Wahid Wahyudi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 13 September 2023.
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dimiliki nasabah, apabila sudah sesuai, maka nasabah tersebut bisa
melanjutkan ke tahapan selanjutnya.

Hal serupa juga disampaikan oleh Dwi Arief Setiawan selaku
Account Officer (AO):

“Jadi di dalam tahap analisa disini, pihak Account Officer (AQO)
diminta untuk teliti dalam mengecek semua data usaha nasabah
dan juga rekeningnya tidak boleh sampai ada kesalahan dalam
tahap ini.”

Berdasarkan dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa,
pada tahap ini pihak Account Officer (AO) harus lebih diteliti dalam hal
pengecekan data usaha nasabah dan juga pada rekeningnya tidak boleh
ada kesalahan. Oleh karena itu, pada tahap ini pihak Account Officer
(AO) benar-benar teliti dalam mengecek semua data nasabah dan tidak
boleh ada kesalahan pada tahap ini, apabila terjadi kesalahan pada tahap
ini, maka proses pembiayaan tidak dapat berlanjut.

k. Proposal Pembiayaan

Bila Account Officer sampai pada kesimpulan berdasarkan
analisis yang dilakukan bahwa permohonan kredit tersebut layak untuk
diajukan dan setelah negosiasi dilakukan, Account Officer (AO) akan
menyusun suatu proposal pembiayaan untuk diajukan ke komite
pembiayaan.

Seperti yang disampaikan oleh Fajar selaku Account Offcer (AO)

di BPRS Bhakti Sumekar:

% Dwi Arief Setiawan, diwawancara oleh Penulis, Jember, 08 September 2023.
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“Jadi untuk tahap ini pihak BPRS Bhakti Sumekar akan
melakakukan analisis permohonan pembiayaan kepada komite
bahwa yang diajukan tersebut layak atau tidak untuk diterima oleh
calon nasabah.”*®
Jadi, dapat disimpulkan bahwa, pihak akan menganalisis

permohonan pembiayaan kepada komite bahwa calon nasabah tersebut
layak atau tidak menerima permohonan pembiayaan yang diajukan.
Hal senada juga disampaikan oleh Wahid Wahyudi selaku
Remedial di BPRS Bhakti Sumekar Jember:
Pada proses ini memang cukup berpengaruh terhadap calon
nasabah karena pada tahap ini pihak Account Officer akan
mengajukan proposal pembiayaan kepada komite BPRS Bhakti
Sumekar yang mana nantinya keputusan diterimanya atau tidak
permohonan pembiayaan ini ada di tangan komite perusahaan.'®
Berdasarkan dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan
bahwa pada tahap ini bisa di katakana cukup berpengaruh terhadap
nasabah, Karena keputusan calon nasabah untuk mendapatkan
pembiyaan yang diajukan ada di pihak komite BPRS Bhakti Sumekar
Jember.
I. Rekomendasi
Bagian ini merupakan kesimpulan dari seluruh aspek di dalam
usulan pembiayaan.

Seperti yang telah disampaikan oleh Fajar selaku Account Officer

(AO) beliau mengatakan:

100 Fajar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 11 September 2023.
191 \Wahid Wahyudi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 13 September 2023.
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“Pada tahap ini pihak Account Officer (AO) akan menyimpulkan
bahwa suatu permohonan layak dipertimbangkan untuk
mendapatkan pembiayaan.”%?

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa untuk tahap ini pihak
BPRS Bhakti Sumekar dapat memberi keputusan bahwa permohonan
pembiayaan yang diajukan calon nasabah tersebut layak untuk
mendapat pembiayaan.

Hal senada juga disampaikan oleh Wahid Wahyudi selaku
Remedial di BPRS Bhakti Sumekar:

Jika komite sudah menyetujui permohonan pembiayaan tersebut
maka pihak Account Officer akan memberikan rekomendasi atau
usulan kepada komite pembiayaan untuk menyetujui pembiayaan
yag diajukan. Rekomendasi memuat usulan struktur pembiayaan
yang akan diberikan, agunan yang akan diikat sebagai jaminan,
biaya biaya yang dibebankan kepada nasabah, serta persyaratan
yang harus dipenuhi sebelum pembiayaan direalisasikan.®

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa,
jika komite telah menyetujui permohonan pembiayaan tersebut maka
Account Officer akan memuat usulan struktur pembiayaan yang akan
diberikan, agunan yang akan diikat sebagai jaminan, biaya biaya yang
dibebankan kepada nasabah, serta persyaratan yang harus dipenuhi
sebelum pembiayaan direalisasikan.

m. Persetujuan Pembiayaan
Apabila usulan pembiayaan yang telah dibuat Account Officer

(AO) telah mendapat persetujuan dari komite pembiayaan, maka

selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan penerbitkan surat persetujuan

192 Fajar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 11 September 2023.
103 \Wahid Wahyudi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 13 September 2023.
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pembiayaan. Setelah survei usaha dan jaminan maka langkah
selanjutnya yaitu analisa persetujuan pembiayaan, analisa di sini yang
menentukan pengajuan pembiayaan diterima atau ditolak oleh pihak
BPRS Bhakti Sumekar Jember.

Seperti yang disampaikan oleh AO (Account Officer) Fajar, beliau

mengatakan:

“Analisa ini kita lihat dari jenis usahanya, dari rekening
pribadi,dan pembukuannya. Sesuai atau tidak pemasukan dan
pengeluarannya.”*®
Dapat disimpulkan bahwa, Analisa di sini dilakukan guna untuk

mengetahui terkait data nasabah dalam jenis usahanya, meliputi
rekening pribadi, tabungan, sesuai dengan pemasukan dan
pengeluarannya.

Hal senada juga disampaikan oleh Wahid Wahyudi selaku

Remedial:

“Untuk tahapan analisa ini, pihak AO merinci terkait dengan jenis
usaha secara detail dan juga rekening tabungan yang dimiliki
oleh nasabah, apabila sudah sesuai maka nasabah tersebut bisa
lanjut ke tahap selanjutnya.”%

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, di dalam

tahapan analisa, pihak AO menganalisis terkait jenis usaha yang

dimiliki nasabah secara detail dan teliti, selaim itu pihak AO juga

menagalisis terkait rekening tabungan yang dimiliki nasabah, apabila

104 Fajar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 11 September 2023.
105 \Wahid Wahyudi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 13 September 2023.
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sudah sesuai, maka nasabah tersebut bisa melanjutkan ke tahapan
selanjutnya.

Hal serupa juga disampaikan oleh Dwi Arief Setiawan selaku
Account Officer (AO):

“Jadi didalam tahap analisa disini, pihak AO diminta untuk teliti

dalam mengecek semua data usaha nasabah dan juga

reke?oiglgnya tidak boleh sampai ada kesalahan dalam tahap
ini.”

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, pada tahap ini

pihak AO harus lebih diteliti dalam hal pengecekan data usaha nasabah

dan juga pada rekeningnya tidak boleh ada kesalahan.

. Realisasi

Realisasi di sini merupakan tahapan akhir dari pengajuan
pelaksanaan modal usaha di BPRS Bhakti Sumekar Jember.

Seperti yang telah disampaikan oleh Fajar selaku Account Officer
(AO) beliau mengatakan :

Realisasi di sini berarti pihak BPRS telah menyetujui pengajuan

pembiayaan yang diajukan oleh nasabah serta berkas-berkas yang

diajukan kepada BPRS telah di cek oleh notaris apakah benar-

benar mempunyai lahan seluas itu, dan notaris juga melakukan

pengecekan letak geografis apakah lokasinya sesuai dengan

berkas yang diajukan oleh nasabah.™®’

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa
realisasi ini merupakan tahap akhir dari pengajuan pembiayaan modal

usaha. Pada tahap ini pihak Account Officer (AO) melakukan

pengecekan berkas-berkas nasabah yang telah diajukan lalu di cek

1% Dwi Arief Setiawan, diwawancara oleh Penulis, Jember, 08 September 2023.
197 Fajar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 11 September 2023.
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ulang oleh pihak notaris apakah benar-benar mempunyai lahan seluas
itu, dan notaris juga melakukan pengecekan letak geografis apakah
lokasinya sesuai dengan berkas yang diajukan oleh nasabah.

Penulis juga menayakan terkait dengan jaminan pembiayaan
modal usaha, hal ini disampaikan oleh Fajar selaku Account Officer
(AO) :

Terkait jaminan di BPRS, menetapkan jaminannya untuk Nasabah

dari kalangan pegawai negeri tidak memerlukan jaminan, untuk

Nasabah dari kalangan pegawai swasta atau wirausaha

memerlukan jaminan yang berupa BPKB kendaraan bermotor

atau sertifikat tanah atau bilyet deposito.**

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa
pada tahap realisasi disini pihak BPRS telah menyetujui terkait dengan
pengajuan permohonan pembiayaan nasabah dan juga berkas-berkas
yang diajukan telah di cek oleh pihak notaris selain itu juga terkait
dengan jaminan nasabah, untuk jaminan nasabah dari kalangan pegawai
negeri, tidak memerlukan jaminan sedangkan untuk nasabah dari
kalangan pegawai swasta atau wirausaha membutuhkan jaminan
berupa, BPKB kendaraan, sertifikat tanah, bilyet atau deposito.

Hal senada disampaikan oleh Dwi Arif Setiawan selaku Account
Officer (AO). Beliau juga mengatakan :

“Untuk jangka waktunya maksimal 5 tahun, dan tidak ada penalty

sebelum waktunya. Dan presentasi untuk BPKB kendaraan |,
jangka waktu 1-3 tahun sebesar 70%, 3-5 tahun sebesar 60%.%°

198 Fajar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 11 September 2023.
19 Dwi Arief Setiawan, diwawancara oleh Penulis, Jember, 08 September 2023.
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Dapat disimpulkan bahwa, jaminan yang boleh digunakan dalam
pembiayaan modal usaha pada BPRS Bhakti Sumekar Jember berupa,
BPKB kendaraan, sertifikat tanah atau bilyet deposito, dan jangka

waktunya maksimal 5 tahun.

. Pencairan Pembiayaan

Tahap pembiayaan ini adalah tahap pemungkas dari rangkaian

panjang proses pembiayaan

Seperti yang dikatakan oleh Fajar selaku Account Officer di

BPRS Bhakti Sumekar:

“Pada tahap ini pihak BPRS akan melakukan pencairan
pembiayaan kepada nasabah, maka fasilitas pembiayaan yang
diberikan akan dicatat sebagai account bagi bank.”**°

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa,

tahap pencairan ini merupakan tahap akhir dari rangkain pengajuan yg
telah dilewati oleh setiap nasabah, yang mana pada tahap pencairan
disini pihak BPRS memberikan pencairan pembiayaan kepada nasabah
dan nasabah penerima pencairan pembiayaan tersebut akan dicatat
sebagai account bagi bank.

Hal senada juga disampaikan oleh Wahid Wahyudi selaku

Remedial di BPRS Bhakti Sumekar Jember:

“Untuk pencairan pembiayaan ini calon nasabah bisa langsung

mengambil pencairan pembiayaannya di kantor BPRS langsung

atau bisa dengan buku tabungan dari calon nasabah itu
sendiri.”**

19 Fajar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 11 September 2023.
11 \Wahid Wahyudi, diawancara oleh Penulis, Jember, 13 September 2023.
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Berdasarkan dari hasil wawancara di atas bahwa, pada tahap

pencairan pembiayaan nasabah bisa mengambil langsung ke kantor

BPRS Bhakti

Sumekar Jember dan juga bisa melalui via rekening

tabungan, yang mana uang pencairan tersebut akan tercatat langsung ke

rekening nasabah pembiayaan.

Gambar 4.2

Alur Pengajuan Pembiayaan Modal Usaha

Pengajuan Mengetahui Memverifikasi Menggali
Pembiayaan [ Kondisi = Berkas = Peng[l;amtgulan Informasi
Permohonan Pemohon
o Analisis - .
Analisis Aspek-Aspek <:I Kebutuhan & <:I Pem.lalan Informasi
Agunan Penilaian Kelayakan Pembiayaan Internal
. Persetujuan Realisasi Pencairan

; ealisasi

Pembiayaan )| Rekomendasi = Pembiayaan =

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan gambar di atas adalah proses pengajuan pembiayaan,

dalam tahap pengajuan permohonan pembiayaan merupakan pintu

masuk bagi seorang nasabah untuk berhubungan dengan bank dalam

rangka mendapatkan pembiayaan. Seorang Account Officer (AO) harus

menjelaskan dengan baik kepada calon nasabah mengenai segala hal

yang dibutuhkan agar rencana pengajuan pembiayaan sesuai dengan

syarat dan ketentuan. Jadi disimpukan bahwa dalam tahapan pengajuan
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ini pihak Account Officer (AO) mengecek pengajuan permohonan
nasabah, apabila telah memenuhi persyaratan tersebut, pihak BPRS
Bhakti Sumekar Jember memeriksa dokumen-dokumen persyaratan.
Jika menurut pihak BPRS Bhakti Sumekar persyaratannya belum
memenuhi maka nasabah tersebut diminta untuk memenuhi
persyaratannya terlebih dahulu. Oleh karena itu pihak Account Officer
(AO) harus benar-benar teliti dalam mengecek data pengajuan
permohonan pembiayaan nasabah.

Proses selanjutnya dalam proses selanjutnya adalah Bl Checking
bahwa pihak BPRS Bhakti Sumekar Jember ini tidak gampang
memberikan pembiayaan modal usaha kepada nasabah yang
mengajukan pembiayaan tersebut pihak BPRS Bhakti Sumekar Jember
melakukan Bl Checking terlebih dahulu supaya tidak ada kendala di
kemudian hari. Bl Checking ini untuk meninimalisir kemungkinan
terjadinya permasalahan saat pembiayaan sedang berjalan. Selain itu Bl
Checking juga sama halnya dengan prinsip 6C yaitu (Character,
Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economic dan Constrain).
Disimpulkan bahwa Bl Checking ini sangat membantu pihak BPRS
Bhakti Sumekar Jember agar tidak terkecoh oleh nasabah bahwa
nasabah tersebut benar-benar tidak memiliki pembiayaan di Bank lain
selain di BPRS Bakti Sumekar Jember. Oleh karena itu pihak AO
(Account Officer) proses pengecekan data nasabah sangat penting untuk

kelancaran proses pembiayaan. Sebaiknya nasabah hanya mengajukan
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permohonan sekali saja, guna agar tidak terjadinya ketidak telitian
dalam melakukan pengecekan data nasabah.

Dalam tahap survei kelayakan ini  dilakukan ketika suatu
pembiayaan belum diberikan, maka bank akan melakukan investigasi
terlebih dahulu kepada nasabah terkait layak atau tidak nasabah
menerima pembiayaan dari bank tersebut. tujuan dari analisis penilaian
kelayakan ini adalah sebagai upaya meminimalisir kemungkinan
terjadinya permasalahan saat pembiayaan sedang berjalan. Disimpulkan
bahwa Setiap jaminan memiliki nilai marketabilitas berbeda. sehingaa
seorang Account Officer (AO) bisa memperkirakan nilai pasar jaminan
dari calon nasabah. Jaminan yang dimilki atas nama calon nasabah
sendiri akan mempunyai nilai goodwiill yang lebih bila dibandingkan
jaminan yang diserahkan atas nama orang lain. Apabila jaminannya
besar tetapi nasabah yang mengajukan pembiayaaan tidak memiliki
usaha atau masih memulai usaha dan akan mengajukan pembiayaan
maka pihak BPRS tidak bisa mencairkan pembiayaan tersebut.

Setelah survei usaha dan jaminan maka langkah selanjutnya yaitu
analisa, analisa di sini yang menentukan pengajuan pembiayaan
diterima atau ditolak oleh pihak BPRS Bhakti Sumekar Jember. Dapat
disimpulkan bahwa, Analisa disini dilakukan guna untuk mengetahui
terkait data nasabah dalam jenis usahanya, meliputi rekening pribadi,

tabungan, sesuai dengan pemasukan dan pengeluarannya.
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Tahap akhir yaitu, realisasi di sini merupakan tahapan akhir dari
pengajuan pelaksanaan modal usaha di BPRS Bhakti Sumekar Jember.
Dapat disimpulkan bahwa realisasi ini merupakan tahap akhir dari
pengajuan pembiayaan modal usaha. Pada tahap ini pihak Account
Officer (AO) melakukan pengecekan berkas-berkas nasabah yang telah
diajukan lalu di cek ulang oleh pihak notaris. jaminan yang boleh
digunakan dalam pembiayaan modal usaha pada BPRS Bhakti Sumekar
Jember berupa, BPKB kendaraan, sertifikat tanah atau bilyet deposito,
dan jangka waktunya maksimal 5 tahun.

2. Pelaksanaan Prinsip Bagi Hasil dalam Produk Pembiayaan Modal
Usaha Melalui Akad Musyarakah di BPRS Bhakti Sumekar Jember
Prinsip bagi hasil terdapat dalam pembiayaan BPRS Bhakti
Sumekar Jember salah satunya adalah akad musyarakah. Pelaksanaan
prinsip bagi hasil merupakan penerapan sistem yang memiliki risiko
tinggi. Bagi hasil didapatkan melalui pengelolahan dana yang digunakan
untuk aktivitas usaha yang produktif.
Untuk mengetahui hal ini penulis melakukan wawancara kepada
Dwi Arief Setiawan selaku Account Officer (AO):
Untuk akad musyarakah ini memiliki tujuan yang akan dicapai
bersama yaitu memperoleh keuntungan, yang disebut keuntungan
musyarakah di sini adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan
dari modal usaha. Syarat keuntungan tersebut yaitu: keuntungan
harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan
hanya untuk satu pihak saja, bagian keuntungan harus proporsional
bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu
kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase (nisbah) dari

keuntungan sesuai kesepakatan. Selain itu, manfaat dari adanya
produk pembiayaan musyarakah disini sangat membantu
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meningkatkan kesejahteraan pengusaha menengah kebawah,

dikarenakan persyaratan dan pengajuannya sangat mudah, bisa

dilaksanakan kapan saja, resikonya lebih kecil dan relatif lebih

H 112

ringan.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, untuk akad
ini memiliki tujuan yang akan dicapai bersama yaitu memperoleh
keuntungan, yang disebut keuntungan musyarakah di sini adalah jumlah
yang didapat sebagai kelebihan dari modal usaha. Serta bermanfaat karena
sangat membantu meningkatkan kesejahteraan pengusaha menengah
kebawah, dikarenakan persyaratan dan pengajuannya sangat mudah, bisa
dilaksanakan kapan saja, resikonya lebih kecil dan relatif lebih ringan.

Untuk mengetahui hal tersebut penulis melakukan wawancara
kepada Fajar selaku AO (Account Officer) di BPRS Bhakti Sumekar

Jember:

Perlu diketahui bahwasannya dalam proses bagi hasil pada akad

Musyarakah juga merupakan bentuk umum dari usaha bagi hasil

yang transaksinya dilandasi oleh keinginan di antara para pihak

yang bekerja sama agar saling meningkatkan nilai aset masing-
masing, jadi proses bagi hasil harus dilakukan secara adil.***

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, pada proses
bagi hasil dengan akad musyarakah ini merupakan bentuk umum dari
usaha bagi hasil yang transaksinya dilandasi oleh keinginan antara kedua
belah pihak, yang mana proses bagi hasil ini dilakukan secara adil.

Hal senada disampaikan juga oleh Wahid Wahyudi selaku Remidial

di BPRS Bhakti Sumekar Jember, beliau mengatakan :

12 Dwi Arief Setiawan, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 September 2023.
3 Fajar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 18 September 2023.
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“Sama seperti mudharabah, keuntungan yang diperoleh nasabah
dan BPRS Bhakti Sumekar Jember pada musyarakah tidak
dibolehkan ditentukan dalam bentuk jumlah tertentu tetapi harus
dengan persentase nisbah.”***

Dapat disimpulkan bahwa prinsip bagi hasil yang dilaksanakan
oleh pihak BPRS Bhakti Sumekar Jember ini harus dilakukan dengan
kesepakatan antara pihak nasabah dengan BPRS Bhakti Sumekar Jember,
yang mana perolehan keuntungannya sesuain dengan persentase nisbah,
pada intinya prinsip bagi hasil pada BPRS Bhakti Sumekar Jember harus
dilakukan secara adil.

Disampaikan juga oleh Dwi Arief Setiawan selaku AO (Account
Officer) BPRS Bhakti Sumekar Jember :

Jadi Pihak BPRS Bhakti Sumekar Jember akan menempatkan

sejumlah dana sebagai modal untuk usaha nasabah. Kemudian,

masing-masing pihak akan menetapkan porsi bagi hasil usaha
sesuai nisbah yang sudah disepakati sejak awal pada jangka waktu
tertentu.'*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa,
pihak BPRS Bhakti Sumekar Jember menempatkan sejumlah dana sebagai
modal untuk usaha nasabah, yang masing masing pihak akan menetapkan
porsi bagi hasil usaha sesuai nisbah yang sudah disepakati sejak awal pada
jangka waktu tertentu.

Hal ini diperkuat oleh Fajar selaku AO (Account Officer) BPRS

Bhakti Sumekar Jember :

Pembagian hasil usaha sesuai dengan nisbah yang telah disepakati,
sedangkan untuk kerugiannya ditentukan sesuai dengan proporsi

14 \Wahid Wahyudi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 19 September 2023.
15 Dwi Arief Setiawan, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 September 2023.
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modal masing-masing atau sesuai akad musyarakah. Dalam

pembiayaan musyarakah, bank hanya akan memberikan sebagian

dari total keseluruhan modal yang dibutuhkan. Misalnya saja pihak

bank memberikan 70% dari total keseluruhan dan sisanya 30%

menggunakan modal dari nasabah sendiri. Porsi keuntungan yang

didapatkan nasabah sesuai dengan kesepakatan awal yang sudah
disepakati bersama, begitu juga dengan kerugian yaitu sesuai
perjanjian di awal.**®

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, pembagian

hasil usaha sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, sedangkan untuk
kerugiannya ditentukan sesuai dengan proporsi modal masing-masing atau
sesuai akad musyarakah. Dalam pembiayaan musyarakah, bank hanya
akan memberikan sebagian dari total keseluruhan modal yang dibutuhkan.
pihak BPRS memberikan 70% dari total keseluruhan dan sisanya 30%
menggunakan modal dari nasabah sendiri, dan untuk keuntungan yang
didapatkan nasabah sesuai dengan kesepakatan awal yang sudah
disepakati bersama, begitu juga dengan kerugian yaitu sesuai perjanjian di
awal.

Sebagaimana disampaikan juga oleh Wahid Wahyudi selaku

Remidial di BPRS Bhakti Sumekar Jember :

“Untuk pembagian bagi hasil yang diterapkan pada BPRS Bhakti
Sumekar Jember, dalam presentasinya berjumlah 2% , yang mana
hal ini sudah disepakati oleh pihak BPRS Bhakti Sumekar Jember
dan juga nasabah.”*’

Dari hasil uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, untuh

pembagian bagi hasil yang diterapkan BPRS Bhakti Sumekar Jember,

16 Fajar, diwawancara oleh Penulis, Jember, 18 September 2023.
17 \Wahid Wahyudi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 19 September 2023.
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oleh pihak BPRS Bhakti Sumekar Jember dan juga nasabah.

Sebagaimana disampaikan juga oleh Dwi Arief Setiawan selaku

Account Officer (AO) di BPRS Bhakti Sumekar Jember :

Sistem bagi hasil yang diterapkan di BPRS Bhakti Sumekar Jember
menggunakan nisbhah bagi hasil dengan menggunakan metode
revenue sharing. revenue sharing adalah pembagian hasil,
penghasilan, dan pendapatan. Jadi pihak BPRS dalam metode
revenue disini memberikan hasil uang yang diterima oleh suatu
perusahaan dari penjualan barang-barang dan jasa- jasa.''®

Dari hasil uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, sistem bagi hasil

yang diterapkan oleh BPRS Bhakti Sumekar Jember ini menggunakan

revenue sharing yang mana dapat diartikan sebagai total penerimaan dari

hasil usaha dalam kegiatan produksi.

Penulis juga menanyakan terkait penerapan sitem bagi hasil akad

musyarakah di BPRS Bhakti Sumekar Jember, yang mana dalam

wawancara dengan Fajar selaku Account Officer (AO) di BPRS Bhakti

Sumekar Jember:

Jadi, terkait penerapan sistem bagi hasil akad musyarakah di BPRS
Bhakti Sumekar Jember menggunakan proyeksi atau estimasi
sesuai dengan persentasi atau margin yang disepakati dikalikan
dengan modal bank. Sistem bagi hasil ini sudah ditentukan diawal
akad besaran nominal bagi hasilnya yang harus disetorkan nasabah
setiap bulan. Tetapi bank tetap melihat usaha nasabah, ketika usaha
nasabah mengalami kerugian yang tidak disebabkan oleh human
error maka pihak bank dan nasabah akan negosiasi kembali
mengenai bagi hasilnya.'*®

18 Dwi Arief Setiawan, diwawancara oleh Penulis, Jember, 12 September 2023.
19 Fajar, diwawancara oleh Penulis ,Jember, 18 September 2023.
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, pihak BPRRS Bhakti
Sumekar Jember menggunakan proyeksi atau estimasi sesuai dengan
persentasi atau margin yang disepakati dikalikan dengan modal bank. Dan
sistem bagi hasil telah ditentukan oleh pihak bank dan calon nasabah
menentukan margin, setelah itu pihak nasabah membayar besaran margin
tersebut sesuai dengan akad yang dilakukan. Akan tetapi bank tetap
melihat usaha nasabah, ketika usaha nasabah mengalami kerugian yang
tidak disebabkan oleh human error maka pihak bank dan nasabah akan
negosiasi kembali mengenai bagi hasilnya

Berdasarkan penjelasan di atas disimpulkan oleh penulis bahwa,
pelaksanaan prinsip bagi hasil yang dilakukan antara pihak BPRS Bhakti
Sumekar Jember dan nasabah harus dilakukan secara adil sesuai dengan
akad musyarakah yang telah disepakati diawal perjanjian pinjaman modal
usaha, yang mana dalam presetasinya berjumlah 2%. Pembagian hasil
usaha sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, sedangkan untuk. Dan
penerapan sistem bagi hasil akad musyarakah di BPRS Bhakti Sumekar
Jember menggunakan proyeksi atau estimasi sesuai dengan persentasi atau
margin yang disepakati dikalikan dengan modal bank. Sistem bagi hasil ini
sudah ditentukan diawal akad besaran nominal bagi hasilnya yang harus
disetorkan nasabah setiap bulan. Tetapi bank tetap melihat usaha nasabah,
ketika usaha nasabah mengalami kerugian yang tidak disebabkan oleh
human error maka pihak bank dan nasabah akan negosiasi kembali

mengenai bagi hasilnya.
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Untuk sistem bagi hasil yang diterapkan di BPRS Bhakti Sumekar
Jember menggunakan nisbah bagi hasil dengan menggunakan metode
revenue sharing. Revenue sharing adalah pembagian hasil, penghasilan,
dan pendapatan. Jadi pihak BPRS dalam metode revenue sharing disini
memberikan hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari
penjualan barang-barang dan jasa- jasa. revenue dapat diartikan sebagai
total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi. Revenue
sharing meliputi total harga pokok penjualan (modal) ditambah
keuntungan dari hasil penjulan (profit). Oleh karena itu dalam metode
revenue sharing disini hasil yang diterima oleh BPRS dari penyaluran
dana (investasi) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana
bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari

aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank.
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Gambar 4.3
Pelaksanaan Pembiayaan dengan Akad Musyarakah

J

1. Negosiasi Dan Nasabah

Bank Syariah '
(Shahibul maal) — Akad Musyarakah (Mudharib)

| v

4a. Menerima Porsi 2. Pelaksanaan
Laba Usaha 4b. Menerima Porsi

5 Menerima Produktif Laba

Kembalian Modal

L ]

3. Membagi Hasil Usaha

a. Keuntungan dibagi sesuai nisbah

b. Kerugian tanpa kelalaian di
tanggung sesuai modal

Sumber : Data diolah

Keterangan :

a. Transaksi musyarakah dimulai dari pengajuan perhomonan pembiayaan
musyarakah oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan
pembiayaan. Formulir tersebut diserahkan kepada bank syariah beserta
dokumen pendukung. Selanjutnya, pihak bank melakukan evaluasi
kelayakan pembiayaan musyarakah yang diajukan nasabah dengan
menggunakan analisis 6C (Character, Capacity, Capital, Colleteral,
Conditional of Economy, Cotrains). Kemudian analisis diikuti dengan

verifikasi. Bila nasabah dan usaha dianggap layak, selanjutnya diadakan
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perikatan  dalam bentuk penandatanganan kontrak musyarakah dengan
nasabah sebagai mitra dihadapan notaris, kontrak yang dibuat setidaknya

memuat berbagai hal untuk memastikan terpenuhinya rukun musyarakah.

. Bank dan nasabah mengkontribusikan modalnya masing-masing dan

nasabah sebagai mitra aktif mulai mengelola usaha yang disepakati

berdasarkan kesepakatan dan kemampuan terbaiknya.

. Hasil usaha dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan

kesepakatan. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara bank dengan
nasabah sesuaidengan porsi yang telah disepakati. Seandainya terjadi
kerugian yang tidakdisebabkan oleh kelalaian nasabah sebagai mitra
aktif, maka kerugian ditanggung proporsional terhadap modal masing-
masing mitra. Adapun kerugian yangdisebabkan oeh kelalaian nasabah

sebagai mitra aktif sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah.

. Bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan

metode perhitungan yang telah disepakati.

. Bank menerima pengembalian modalnya dari nasabah, jika nasabah telah

mengembalikan semua modal milik bank usaha selanjutnya menjadi

milik nasabah sepenuhnya.
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C. Pembahasan Temuan
Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan peneliti melalui teknik
observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan dengan judul penelitian
pelaksanaan pembiayaan modal usaha melalui akad musyarakah di BPRS
Bhakti Sumekar Jember, perlu kiranya diadakan pembahasan temuan. Yang
mana hasil dari pada analisis data yang akan dikaji dengan teori yang ada
serta relevan untuk mengetahui keterkaitannya keduanya guna dalam
menjawab fokus penelitian yang ada pada penelitian ini. Pembahasan temuan
akan disusun berdasarkan fokus penelitian seperti pemaparan dalam
penyajian data dan analisis.
1. Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan Modal Usaha Melalui Akad
Musyarakah di BPRS Bhakti Sumekar Jember
Pembiayaan musyarakah adalah suatu jenis pembiayaan yang
dilakukan dengan menyatukan modal dari bank dan nasabah untuk
kepentingan usaha, di mana nasabah dan pihak bank sama-sama
menyediakan untuk membiayai proyek. Setelah proyek itu selesai, nasabah
mengembalikan dana tersebut bersama dengan bagihasil yang telah
disepakati dalam kontrak atau untuk pihak bank.
Dalam pelaksanaan pembiayaan nusyarakah yang dilakukan di
BPRS Bhakti Sumekar Jember mempunyai sistem pelaksanaan yang telah
tersusun secara terperinci dan sistematis. Sehingga dalam pelaksanaan
pembiayaan akad nusyarakah berjalan dengan baik. Adapun pelaksanaan

pembiayaan musyarakah sebagai berikut :



137

a. Pengajuan Pembiayaan
b. BI Checking
c. Analisis 6C
d. Survei Kelayakan Pembiayaan
e. Analisa
f. Realisasi
g. Tahap Pencairan

Dapat disimpulkan bahwa dalam pemberian pembiayaan di BPRS
Bhakti Sumekar Jember tidak sembarang mencairkan, ada tahap-tahap
pensurveian terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan analisis dari hasil
survei dengan pengambilan keputusan apakah pengajuan pembiayaan akan
disetujui atau tidak. Faktor ini dipertimbangkan dalam pembiayaan yang
diterapkan secara objektif atas unsur kehati-hatian. Maka dari itu
dilakukannya Bl Checking ini sangat membantu pihak BPRS Bhakti
Sumekar Jember agar tidak terkecoh oleh nasabah bahwa nasabah tersebut
benar-benar tidak memiliki pembiayaan di Bank lain selain di BPRS Bakti
Sumekar Jember. Setelah melakukan tahapan Bl Checking pihak BPRS
Bakti Sumekar Jember melakukan survei, dan juga menganalisis sesuai
dengan analisis 6C yang meliputi, (Character, Capacity, Capital,
Collateral, Condition of Economic dan Constrain) yang mana untuk
menelaah dalam survei tersebut bahwasannya nasabah tersebut layak atau
tidak dalam meneriman pinjaman modal usaha tersebut, dan untuk tahapan

yang terakhir adalah analisa, dalam analisa di sini menentukan pengajuan
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pembiayaan diterima atau ditolak oleh pihak BPRS Bhakti Sumekar
Jember.

Perlu diketahui, dalam tahapan analisa disini pihak BPRS Bhakti
Sumekar Jember melihat jenis usaha, rekening pribadi dan pembukuannya
sesuai atau tidak dengan pemasukan dan pengeluarannya, dan tahapan
yang terakhir yaitu realisasi, terkait dengan realisasi disini berarti pihak
BPRS telah menyetujui pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh
nasabah serta berkas-berkas yang diajukan kepada BPRS telah di cek oleh
notaris. Setelah melewati semua tahapan yang ditetapkan oleh BPRS
Bhakti Sumekar Jember, maka dana tersebut dapat dicairkan dan diterima
oleh pihak nasabah pembiayaan modal usaha tersebut. Untuk jaminannya
yang ditetapkan oleh pihak BPRS Bhakti Sumekar Jember bisa berupa,
BPKB kendaraan, sertifikat tanah atau bilyet deposito, dan jangka
waktunya maksimal 5 tahun.

Dikutip dari sebuah jurnal penelitian karya dari Elidahafni dengan
judul “Aplikasi Akad Musyarakah Dalam Produk Pembiayaan Pada PT.
Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Binjai
Sudirman”. Didapatkan hasil bahwa Pelaksanaan akad musyarakah
dalam produk pembiayaan vyaitu melengkapi persyaratan dalam
pengajuan pembiayaan musyarakah BRI Syariah KCP Binjai
Sudirman dan melewati tahapan alur proses pembiayaan. Penerapan
aplikasi akad musyarakah dalam produk pembiayaan dapat dilakukan

sesuai dengan tahap-tahap pelaksanaan pembiayaan, yaitu: mencari



139

nasabah, visit nasabah (mengunjungi nasabah), collect data nasabah,
menganalisa nasabah dengan menggunakan analisa 5C, komite
pembiayaan, surat prinsip pemberian pembiayaan, kemudian
melakukan akad dan pencairan pembiayaan untuk nasabah, pelunasan
terhadap kewajiban nasabah.

Dari hasil penelitihan terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa
Pelaksanaan Pembiayaan Modal Usaha Melalui Akad Musyarakah yang
ada dalam penelitian terdahulu berbeda dengan akad musyarakah yang
diterapkan di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember, di mana seperti yang
ditemukan oleh peneliti bahwa di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember,
Dalam menganalisis pembiayaan musyarakah selain menggunakan BI
Checking juga menggunakan prinsip 6C vyaitu (Character, Capacity,
Capital, Collateral, Condition of Economic dan Constrain). Disimpulkan
bahwa Bl Checking ini sangat membantu pihak BPRS Bhakti Sumekar
Jember agar tidak terkecoh oleh nasabah bahwa nasabah tersebut benar-
benar tidak memiliki pembiayaan di Bank lain selain di BPRS Bhakti
Sumekar Jember. Tapi sebenarnya untuk prinsip 6C yang diterapkan di
BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember ini hampir sama dengan analisis
5C yang berada dalam penelitihan terdahulu diatas, yaitu memiliki
kemitraan lebih dari dua untuk mendanai sebuah usaha, karena nasabah
pembiayaan musyarakah yang ada di BPRS Bhakti Sumekar Cabang

Jember juga dibiayai oleh pihak bank yang lainya.
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2. Pelaksanaan Prinsip Bagi Hasil dalam Produk Pembiayaan Modal
Usaha Melalui Akad Musyarakah di BPRS Bhakti Sumekar jember

Pembiayaan musyarakah adalah bentuk pembiayaan dengan skema
bagi hasil syirkah, di mana bank menempatkan dana sebagai modal untuk
usaha nasabah, selanjutnya bank dan nasabah akan melakukan bagi hasil
atas usaha sesuai nisbah yang disepakati pada jangka waktu tertentu.
Pelaksanaan prinsip bagi hasil merupakan penerapan sistem yang memiliki
risiko tinggi. Bagi hasil didapatkan melalui pengelolahan dana yang
digunakan untuk aktivitas usaha yang produktif.

Pembiayaan bagi hasil yang dilakukan dalam bentuk kerjasama
antara dua orang atau lebih untuk menggabungkan sejumlah modal yang
dimiliki, dengan melakukan usaha bersama, dan pengelolaan bersama
dalam menjalankan suatu kegiatan bisnis. Pembagian hasil usaha sesuai
dengan nisbah yang telah disepakati sedangkan untuk kerugiannya
ditentukan sesuai dengan proporsi modal masing-masing atau sesuai akad
awal. Sistem bagi hasil yang mengedepankan prinsip keadilan dan
kebersamaan dalam berusaha, baik dalam memperoleh keuntungan
maupun dalam menghadapi risiko. Profit sharing (bagi hasil), pada
dasarnya merupakan pembiayaan dengan prinsip kepercayaan dan
kesepakatan murni antara kedua belah pihak atau lebih yaitu, pemilik
modal (investor) dalam hal ini bank syariah dengan pemilik usaha dalam
hal ini nasabah adalah pengelola usaha. Nisbah bagi hasil merupakan

persentase keuntungan yang akan diperoleh shahibul mal dan mudharib
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yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Esensi bagi
hasil sebenarnya sangat sederhana, yakni yang dibagi itu “hasil” usaha
suatu bisnis/transaksi. Adapun nisbah dan bagi hasil merupakan faktor
penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah.

Disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan prinsip bagi hasil di BPRS
Bhakti Sumekar Jember harus dilakukan dengan cara adil yang mana
sesuai dengan kesepakatan antara pihak BPRS Bhakti Sumekar Jember
dan juga nasabah. Pembagian hasil usaha sesuai dengan nisbah yang telah
disepakati, sedangkan untuk kerugiannya ditentukan sesuai dengan
proporsi modal masing-masing atau sesuai akad musyarakah. Perlu
diketahui juga bahwasannya dalam proses bagi hasil pada akad
musyarakah juga merupakan bentuk umum dari usaha bagi hasil yang
transaksinya dilandasi oleh keinginan di antara para pihak yang bekerja
sama agar saling meningkatkan nilai aset masing-masing. Dalam jumlah
presentasinya berjumlah 2% dalam pembagian hasilnya.

Dalam kajian teori di atas, dijelaskan dalam sistem bagi hasil
yang dilakukan secara umum berbeda dengan sistem bagi hasil yang
diterapkan pada BPRS Bhakti Sumekar Jember, yang mana penulis
memperoleh temuan tahapan prinsip bagi hasil atau pelaksanaan prinsip
bagi hasil yang dilakukan antara pihak BPRS Bhakti Sumekar Jember dan
nasabah harus dilakukan secara adil sesuai dengan akad musyarakah yang
telah disepakati diawal perjanjian pinjaman modal usaha, yang mana

dalam presetasinya berjumlah 2%. Pembagian hasil usaha sesuai dengan
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nisbah yang telah disepakati, sedangkan untuk penerapan sistem bagi hasil
akad musyarakah di BPRS Bhakti Sumekar Jember menggunakan
proyeksi atau estimasi sesuai dengan persentasi atau margin yang
disepakati dikalikan dengan modal bank. Sistem bagi hasil ini sudah
ditentukan diawal akad besaran nominal bagi hasilnya yang harus
disetorkan nasabah setiap bulan. Tetapi bank tetap melihat usaha nasabah
ketika usaha nasabah mengalami kerugian yang tidak disebabkan oleh
human error maka pihak bank dan nasabah akan negosiasi kembali
mengenai bagi hasilnya.
Sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah, QS. Shad (38) : 24 :
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Artinya : "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan
meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada
kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang
yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada
sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan
mengerjakan amal yang saleh dan amat sedikitlah mereka ini.
Dan mengetahui bahwa Kami mengujinya, maka ia meminta
ampun kepada tuhannya lalu menyungkur sujud dan
bertaubat.”

tj

Disimpulkan bahwa, ayat di atas mrerupakan landasan hukum
sistem bagi hasil yang diterapkan di BPRS Bhakti Sumekar Jember
menggunakan nisbah bagi hasil dengan menggunakan metode revenue

sharing. Revenue sharing adalah pembagian hasil, penghasilan, dan
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pendapatan. Jadi pihak BPRS dalam metode revenue sharing disini
memberikan hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari
penjualan barang dan jasa. Revenue dapat diartikan sebagai total
penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi. Revenue sharing
meliputi total harga pokok penjualan (modal) ditambah keuntungan dari
hasil penjulan (profit). Oleh karena itu dalam metode revenue sharing
disini hasil yang diterima oleh BPRS dari penyaluran dana (investasi) ke
dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak
lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif

dengan hasil penerimaan bank.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme pelaksanaan pembiayaan modal usaha melalui akad
musyarakah di BPRS Bhakti Sumekar Jember meliputi, pengajuan
pembiayaan, Bl Checking, survei kelayakan pembiayaan, analisa, realisasi.
Untuk jaminannya yang ditetapkan oleh pihak BPRS Bhakti Sumekar
Jember bisa berupa, BPKB kendaraan, sertifikat tanah atau bilyet deposito,
dan jangka waktunya maksimal 5 tahun.

2. Pelaksanaan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan modal usaha melalui
akad musyarakah di BPRS Bhakti Sumekar Jember harus dilakukan
dengan cara adil yang mana sesuai dengan kesepakatan antara pihak BPRS
Bhakti Sumekar Jember dan juga nasabah. Dalam jumlah presentasinya
berjumlah 2% dalam pembagian hasilnya. Dalam melaksanakan tahapan
prinsip bagi hasil, pihak BPRS Bhakti Sumekar Jember, juga melewati
kendala. Kendala yang sering dialami adalah kendala internal bank itu
sendiri maupun eksternal yang berasal dari nasabah pembiayaan
nusyarakah menyangkut kesulitan dalam melengkapi persyaratan yang
ditetapkan, dan juga masalah yang lazim terjadi yaitu keterlambatan

pembayaran yang disebabkan dengan alasan yang berbeda.
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B. Saran
1. BPRS Bhakti Sumekar Jember
Terkait dengan tahapan pengajuan dan pelaksanaan prinsip bagi
hasil alangkah baiknya jika lebih selektif lagi dalam pemberian pinjman
pada pembiayaan modal usaha akad musyarakah, guna agar tidak terjadi
kendala nasabah.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini dapat ditingkatkan dan disempurnakan dengan
menggunakan metode lain, dan hendaknya peneliti selanjutnya untuk lebih
mendalami lagi tentang pembiayaan modal usaha dengan menggunakan

akad musyarakah.
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LAMPIRAN

Judul Variabel Sub variabel Indikator Sumber data p'g/rlleetl(i)t(ijaem Fokus penelitian
PELAKSANA- Pembiayaan = Pembiayaan Bantuan dana usaha | Informan: 1. Pendekatan 1. Bagaimana
AN PRODUK Modal modal kerja baik dalam jangka = Staf bagian | penelitian Mekanisme
PEMBIAYAAN | usaha syariah pendek maupun pembiayaan | kualitatif Pelaksanaan
MODAL menengah. BPRS 2. Jenis Penelitian Pembiayaan
USAHA Peningkatan kualitas Bhakti deskriptif Modal Usaha
MELALUI barang dagangan, Sumekar 3. Teknik Melalui Akad
AKAD barang baku, Jember pengambilan Musyarakah Di
MUSYARAKAH maupun modal = Pegawai subyek BPRS BHAKTI
PADA BPRS Kerja. bank BPRS | penelitian SUMEKAR
BHAKTI Bhakti purposive JEMBER?
SUMEKAR = Modal aktif untuk membiayai Sumekar  #4. Lokasi 2. Bagaimana
JEMBER semua pengadaan Jember penelitian pelaksanaan
kebutuhan fisik dan = Nasabah BPRS Bhakti prinsip bagi hasil
non fisik dalam bank BPRS | Sumekar dalam produk
jangka waktu lama. Bhakti Jember pembiayaan
digunakan untuk Sumekar 5. Teknik modal usaha
menjalankan operasi Jember pengumpulan melalui melalui
dan proses produksi, data: akad musyarakah
seperti pembelian Dokumentasi | -Wawancara di BPRS
bahan baku, - Observasi BHAKTI
membayar upah atau -Dokumen-tasi SUMEKAR
gaji, membayar 6. Teknik analisis JEMBER?
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Musyarakah

= Modal pasif

= Syirkah Inan

= Syirkah
Wafadhah

listrik dan lain-lain.

Hutang bisa
diperoleh dari
perorangan maupun
bank atau lembaga
keuangan lainnya
yang sesuai dengan
prinsip syariah.
Pendanaan modal
sendiri
mencerminkan
investasi pribadi dari
pemilik.

kontrak antara dua
orang atau lebih,
setiap pihak
memberikan satu
porsi.

bagi hasil tidak harus
sama dan sesuai
dengan kesepakatan
mereka.

kontrak antara dua
orang atau lebih,
setiap pihak

7.

data

analisis deskriptif
Teknik
Keabsahan
data:
Triangulasi
metode
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Syirkah Al-
A’mal
[{Abdan

Syirkah
Wujuh

memberikan suatu
porsi dari
keseluruhan dana
dan berpartisipasi
dalam kerja.
kesamaan dana yang
diberikan, kerja,
tanggung jawab dan
beban uang yang
dibagi masing-
masing pihak.

di bentuk oleh
beberapa orang
dengan modal
profesi dan keahlian
masing-masing.
kotrak kerjasama dua
orang atau lebih
yang miliki reputasi
dan prestasi baik,
serta ahli dalam
bisnis.

Berbagi kedalam
keuntungan dan
kerugian
berdasarkan jaminan
kepada penyuplai
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Syirkah Al
Mudharabah

yang disediakan oleh
tiap mitra.

kerjasama usaha
antara dua pihak
dimana pihak
shahibul mal
menyediakan seluruh
modal, sedangkan
pihak lainnya
menjadi pengelola.
berlaku jika usaha
bisnis untung maka
pembagian
keuntungannya
didasarkan menurut
nisbah bagi hasil
yang telah disepakati
oleh pihak-pihak
yang berakad.
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Lampiran Il : Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Pelaksanaan Pembiayaan Modal Usaha Melalui Akad Musyarakah Pada

BPRS Bhakti Sumekar Jember

1.

Bagaimana mekanisme pelaksanaan pembiayaan modal usaha melalui
akad musyarakah di BPRS Bhakti Sumekar Jember?

Bagaimana pelaksanaan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan modal usaha
melalui akad musyarakah di BPRS Bhakti Sumekar Jember?

Apa saja kriteria yang dipertimbangkan sebelum memberikan pembiayaan
modal usaha melalui akad musyarakah kepada nasabah BPRS Bhakti
Sumekar Jember?

Apa saja jaminan yang dapat nasabah ajukan jika ingin
melakukanpembiayaan mdal usaha di BPRS Bhakti Sumekar Jember?
Apakah pernah ada kendala dalam pelaksanaan pembiayaan modal usaha

di BPRS Bhakti Sumekar Jember

Yang harus diminta yaitu:

- Sejarah berdirinya BPRS Bhakti Sumekar

- Data peninngkatan nasabbah musyarakah
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Jurnal Kegiatan Penelitian

DI BPRS BHAKTI SUMEKAR JEMBER

No | Tanggal Kegiatan Penerima Paraf
1 23 Agustus Penyerahan surat Hasanol Imam
2023 izin penelitian di
kantor BPRS Bhakti A
Sumekar Jember '
2 25 Oktober | Wawancara dengan Hasanol imam
2023 kepala BPRS Bhakti
Sumekar Jember
3 08 Wawancara dengan Dwi Arief Setiawan
September Account Officer .
2023 terkait pembiayaan
=)
4 11 Wawancara dengan Fajar Tri P.B
September Account Officer
2023 terkait pembiayaan
5 13 Wawancara dengan Wahid Wahyudi
September Account Officer
2023 terkait pembiayaan
6 18 Wawancara dengan Fajar Tri P.B
September Account Officer
2023 terkait pembagian
hasil pada
pembiayaan
7 19 Wawancara dengan Wahid Wahyudi ¢
September Account Officer
2023 terkait pembagian
hasil pada
pembiayaan
8 20 Wawancara dengan Dwi Arief Setiawan
September Account Officer
2023 terkait pembagian .
hasil pada
pembiayaan
9 24 Januari Meminta surat Hasanol imam
2024 selesai penelitian di
kantor BPRS Bhakti _/_g
Sumekar Jember ‘
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Lampiran VII : Dokumentasi

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Bapak Hasanol Imam Selaku Kepala Cabang BPRS Bhakti
Sumekar Jember Pada tanggal 25 Oktober 2023

Wawancara dengan Fajar Tri P.B selaku Account Officer di BPRS Bhakti
Sumekar Jember Terkait Pembiayaan Pada Tangal 13 September 2023

Wawancara dengan Wahid Wahyudi selaku Account Officer di BPRS Bhakti
Sumekar Jember Terkait Nisbah bagi hasil Pada Tangal 19 September 2023



Wawancara dengan Dwi Arief Setiawan selaku Account Officer di BPRS Bhakti
Sumekar Jember Terkait Pembiayaan Pada Tangal 20 September 2023
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